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GUBERNUR trUSA TEITGGARA TIUUR

PERATT'RAN GTIBERNT'R ITUSA TENGGARA TIMI'R
NOMoR 43 TAHUI{ 2019

TENTANG

STANDAROPERASIoNALPRoSEDURADMINISTRASIPEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEIGAU R,,AIIUAT TUHAT YAIG U.AItrA ESA

GT'BERI|UR I{USA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif dan e{isien serta untuk menitrgkatkan kinetja

Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

Menglngat

tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, l'lusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
tt

16491; (Pz
'.-

b.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba}lan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2O17 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan StSndar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2017 Nomor 271:

MEMUTUSKAI{:

lllenetapkan : PERATURAIf GUBERI{UR TEI{TAI{G STAI|DAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMIITTISTRASI
PEMERIIYTAIIAI{ INSPEKTORAT DA"ERAII PROVIilSI NUSA
TEI{GGARA TIMT'R.

BAB I

KEIENTUAN TIMUM
Baglan Kesatu

Batasan Pengertlan atau Dellnlsi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Teng.gara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Teng.gara Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
.tl zLtml-rt. t9,

2.

3.



Standar operasional Prosedur Administrasi pemerintahan yang selanjutnya
disingkat soP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Pelayanan Internal adatah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit
organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-
unrt atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada
Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Format soP AP adalah bentuk penuangan sop Ap berupa tulisan dan
diagram alir.

verifikasi soP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaran
SOP.

Tahap Kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam
melaksanakan suatu pekerl'aan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

Diagram Alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau
dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-
bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOp Ap yang berisi hal-
hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOp Ap sebagai sebuah
dokumen.

Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOp Ap.

Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekeq'aan yang dilaksanakan
berupa barang dan jasa.

18. Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,
menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOp Ap.

8.

9.

10.

11.

t2.

1?

14.

15.

16.

t7.

19. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOp Ap dalam Oeke4aannya. cp



Baglan Kedua

Maksud dan TuJuan

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanGubernuriniadalahsebagaiacuanbagi
Inspektorat Daerah dalam mengidentilikasi, merumuskan' mengatur'

memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP dalam penyelenggaraan

pemerintahan,baikpenyelenggalaaninternalmaupuneksternalsesuaidengan

tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengur€ulgi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan PelaYanan;

f.menjaminkonsistensipelayanankepadamasyarakat,baikdarisisiwaktu
maupun prosedur; dal

g. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggara€rn Pemerintahan.

Baglan Ketlga

Ruang LingkuP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. jenis SOP;

b. monitoring dan evaluasi; dan

c. pembiayaan.

BAB II
JEITIS SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Inspektorat Daerah. Q



(2) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai;

b. SOP Penyusunan Sasaran Kinery'a Pegawai;

c. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar;

d. SOP Proses Rotasi Pegawai / Mutasi Intern Inspektorat Daerah Provinsi

NTT;

e. SOP Proses Kenaikan Pangkat;

f. SOP Pelaksanaan Evaluasi Kineq'a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(EKPPD);

g. SOP Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

h. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan pada

Perangkat Daerah Frovinsi NTT;

i. SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

(RAKORWASDA) Tingkat Provinsi NTT;

j. SOP Pelaksanaan Rapat Pemuktahiran Data Tindak La.njut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nfi;
k. SOP Pengarsipan dan Pendistrbusian LHP;

1. SOP Penyusunan l,aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

m. SOP Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah

(LPPD);

n. SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

o. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

p. SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di perangkat Daerah

Provinsi NTT;

q. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

r. SOP Penyusunan Rencana Kineq'a Tahunan (RKT);

s. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

t. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

u. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RI(A);

v. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (pKpT);

w. SOP Pelaksanaan Reviu Periodik Anggaran Operasional;

x. SOP Penyusunan la.poran Ikhtisar Hasil pengawasan;

y. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Tim Evaluasi dan Realisasi

Anggaran (TEPRA) Inspektorat Daerah Provinsi NTT;

z. SOP Pembayaran Kesra Inspektorat Daerah Provinsi NTT;

aa. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan;

bb. SOP Penyusunan l,aporan Keuangan;

cc. SOP Pembayaran Gaji Inspektorat Daerah Provinsi NYI; I



dd. SOP Penyusunan I-a'poran Pertanggungiawaban (SPJ);

ee. SOP Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan;

ff. soP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Saber Pungli pada

Pemerintatr Provinsi NTT dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

gg. SOP Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NT't di Kabupaten / Kota Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

hh.SoPPelaksanaanPenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasi
(PMPRB) Perangkat Daerah Provinsi NTT;

ii.SoPPelaksanaanEvaluasiSAKIPPerangkatDaerahProvinsiNusa
Tenggara Timur;

lt. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

kk. SOP Petayanan pada Klinik Konsultasi Pengawasan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi NTT;

ll.SoPPelaksanaanTelaahSejawatolehlnspektoratDaera}rProvinsiNTT;

mm. soP Pelaksanaan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Provinsi NTT;

nn. SOP Pelaksanaan Audit Kinerja Kabupaten/ Kota;

oo. SoP Pelaksanaan Pra Audit Kinerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

pp. SOP Pelaksanaan Review Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah

Daerah Provinsi NTT;

qq. SOP Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi NTT;

rr. SOP Pelaksanaan Tutup Buku pada Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Provinsi NTT;

ss. SOP Pemeriksaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah

pada 22 KabuPaten / Kota;

tt. SOP Pemeriksaan Khusus; dan

uu. SOP Peningkatan Kapabilitas APIP.

(3) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MOI{ITORII{G DAII E\TALUASI

Pasal 6

(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dalam bentuk

observasi, interview dengan pelaksana dan diskusi kelompok keaa. 4y'



(2)

(3)

Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaruasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)' Biro organisasi dapat membentuk Tim dengan mengikutsertakan
Inspektorat Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
Dalam rangka menjamin mutu pelayal an ^g:rr pelaksanaalnya sesuaidengan sop Ap' Monitoring dan Evaluasi d'akukan secara berkala
sekurang-kurangnya I (satu) kali dajam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

pasal Z

segala biaya yang dikeluarkan untuk pelalsanaan peraturan
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 67*prd

BAB V
IISTENTUAN PEITUTI'P

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Gubernur ini
Provinsi Nusa

2019

15 cunenuuR NUs+TENccARA TrMUR

tF>ll>-
./vIKToR Bu*GTILu I,AISNoDAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal ll MAPe.f 2}tg

SEKRETARIS DAERAH

Q,rnortts, NASA TENGGARA rrMUR,r/

\aou KTUS POLO MAING

BERTTA DAERAH PROVTNST NUSA TENGGARA TrMUR TAHUN 2019 NOMOR.If



LAIVIPIRIIN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ,43 _ rAHUNt0tE
TANGGAL : I rvlA?€t 2Ol8
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERJNTAIf,{N

PEMERINTAH PROVTNSI NUSA I'ENGGARA TIMTIR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN EAN UMUM

Nomor SOP 01 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

,!ii;o,'jll-",,-*,?'

Drs. Mirsianus Jawa- M.Si

. i. : - . ?embina Tingkat I

NIP: 19650808 199503 I 003

Judul SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relbrmasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.Operasional Prosedur Administrasi Pcmcrintahan
5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Admrnistrasi Pemerinrahan di Lingkungan Pemerintah Provrnsr
Nusa Tenggara Timur.

I Pendidikan minimal Sl
2 Memahami sistematika penyusunan laporan

J Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Perrlatnn/perlcn gkapan
SOP Pcnyusunan Su I ATK

2 Komputer

3 Pnnter
Peringatan Pencatstan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur Penltsunan Laporan Disiplin Pegawai Tidak Dipatuhr Maka Akan
Berdampak pada Keakuratan Pengukuran Kinerla Inspektorat

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy



Tahap K-qgiatan

Pelaksana Mutu Baku

trGctera[gan
No.

Kepda Sub

Bagran

Kepegawaian dan

Umum

Pejabat Pelaksana Sekrrtaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

.l 4 J 6 a I I IO
L
I ffi dan menugaskan Pejabat Pelaksana

untuk merekap daftar hadir pegarvai dan membuat laporan @- Lernbaran Disposisi li menit Disposisi Kasubag

Ya

Disposisi Kasubag I hari Bahar dan draflaporan
1 tutet.iap daftar hadir pegalvai danmembuat laporan dr seuap alorr butan

menyerahlian kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam

bentuk draf

ryl Bahan dan draf
laporan, disposisi

I jam Draf laporan, disposisi
J M*t*t*. t *ep laporanrekapan daftar hadir' Jika setuju konsep tersebut

disampaikankepada'sekretaris.Jikatidak,dikembalikankepadaPejabat
Pelaksana untuli dikoreksi

Konsep laporan,

disposisi

I janr Konsep laporan

disposisi+ M.ttt..ik.u konsep laporan daftar hadir lnspektoat Daerah Provmsl N I l JlKa

setuju menyampaikan kepada Inspektur' Jika ti&k setuju mengembalikan

kepada Kepala Sub BagianKepegawaian dan Umurn rurtuk dikoreksi

Tidak

Ya

Tidak
Konsep laporan.

disposisi

I jam laporan. disposisi
:) M..*'.-"'"p--rekapalrdaftalhadirlnspektoratDaerahProlrnstN'l'I.

Jika seuju menandatiurgani dan menyerahkan kepada Seketaris Jika tidak

setuju mengembalikan kepada Sekretaris trnmk diperbaiki

t-
I{_l Laporan, disposisi I() mcnit Laporan. disposisi

6 M..*"itnu lupo*n rekapan tlaftar hadir lnspektorat Daerah Provtnsl N I I vang

telah disetujui dan ditandatangani Inspektur dan menyetahkan kepada Kepala

Sub Bagian Kcpegarvaian d.ln Unrtm

r-l-r
L_}_

Laporan. disposisi l0 menit Laporan. disposisi
'l M.ne.itoa laporan rekapan claftar hadir dan diserahkan kepada Pe1abat

Pelaksana

l-aporan. dtsposisi I hari T-aporan. bukti Tcrinta
E lr,t.*"in o. menggondakon dan mcngarsipkan laporan rckapal daftal iradlr

1'ang tclah ditandatangani dan diserahkan ke Sub Bagian Keuangau dan

dikirim ke Gubenrur Nusa Terlggara Timur melalui Badan Kepegarvalan

Daerah

I

Ya

I

I



':+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMT]M

Nomor SOP 02 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Ianssal Efektif
Disahkan oleh

Iudul SOP Penwsunan Sasaran Kinerja Pegawai

rlooo r l{rrlrrrr Kualifikasi Pelaksana

20l0tentangGrandDesignReformasiBirolaasi20|0-2025

2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

3 peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroklasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

5 peranran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

I Auditor
2 P2UPD
3 Pejabat Struhtural / PNS yang ditugaskan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Penuyusunan Laporan Disiplin Pegawai I ATK
2 Komputer
3 Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

iP.nyu'ununSKPpegar'vaitidakdipatuhimakaakanberdampak

pada keakuratan pengukuran kinerja Inspektorat dan keterlambatan penilaian kinerla ASN untuk periode

berikutn,va.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

'-.'l$a tnsDeKtur

arklns" Tenggara Timur. f,r--\'"tj^',."

... 
-4-* 

'\,,:.; ) 
'.'..

4't'Ft \.W
.:,

rs. MtiiSianus Jawa. M.Si
jPembina Tingkat I

. 19650808 199503 l 003



I Menyiapkan formulir Sasaran Kinerja Pegarvai dilampiri dengan

arsip Sasaran Kineqia Pegarvai tahun sebelumnya dan

disampaikan kepada Pegarvai vang akan dinilai pada masing-

masing bidang/bagian
f *rF

Formulir SKP dan Arsip
SKP Tahrur Scbelumnya

I Janr Formulir SKP dan Arsip
SKP Tahun Sebclunnya

z Menerima formulir, mengisi dan menandatangani sasaran kerja

PNS dan menyerahkan kepada Pejabat Penilai ;l
Formulir SKP dan Arsip
SKP Tahun Scbelumnya

15 Menit Formulir SKP dan Anip
SKP Tahun Sebelumnya

t Menelaah konsep Sasaran Kine{a Pegawai. Jika setuju,

melakukan penilaian, menandatan$ni Sasaran Kineqa Pegawai, Tidak
Formulir SKP dan Anip
SKP Tahun Sebelumnya

I Hari Konsep SKP

qan menYglaru\afl Kepaqa .'r.utsiur rcjaDat. ya]rg rnellrral.

tidak, dikembalikan kepada Pegarvai vang dinilai untuk

dikoreksi

,| Menandatangaui Sasaral Kincria Pugarvai tltur rncnyerahLar

kepada Pegarvai yang dinilai t: Konsep SKP lJ Mentt Konsep SKP

5 Menyerahkan Sasaran Kinerja Pegarlai kepada Sub Bagian -ff- Koneep SKP l5 Menit Konsep SK?
\9PgEUWUTU UrrS UrurPUr [9 Wrulr PrUErUrr DUSUrU! rusrJu

Pegarvai

6 Menerima Sasaran Kineqla Pegau.ai: menginput ke dalam

program Sasaran Kineqa Pegavvai dau diserahkan kepada

Pejabat yang dirilai
t_t- I Konsep SKP I Hari Hasil input SKP

7 Mcrerirna dan rttcrtggandakarr hasil iirput Strsararr Kinerja

Pegawai dan diserahkan kepada Pejabat penilai uuuli
ditandatangani

It-
Hasil input SKP l-5 lvlerdt Hasil input SKP

8 Menerinra dan menandalangani Sasaran Kine{a Pegartai dan

diserahlian kepada Atasan Pelabat lang Menilai untuk

ditandatangani

-j't_f- -l Hasil input SKP l-5 Menit SKP yang telah

drtandatangani

o Menerinra dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai dan

diserahlian kepada Pelabat vang dinilai
#=---1___J

SKP vang telah

ditandatangani

15 Menit SKP I'ang telah

:litandatangani

l0 Menerima dan menggandaliau Sasaran Kinerja Pegas.ai vang

telah ditandatangani dan diserlhkan kepada Sub Bagian

Kepegarvaian dan Umunr

rJr
-_J

SKP lang telah

ditandatangani
l -i N{cnil SKP 1'ang tclah

ditandatangani

ll Menerima Sasaran Kincrja Pegalar dau nrendistnbusikan

kepada pihak yang terkait

,--J--

L"-*J
SKP 1'ang telah

ditandatanganr

l5 Meuit SKP vang telah

ditandatangani

:i:,Pelaksena ' Mutu Baku

Waktu Output Keterangao

.T ) 3. 1 J 6 E 9 '10

+l
L-rr-,|-

I

I

I

I

I

I
I
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PEMERINTAII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEPEGAWAI,AN DAN UMUM

03 Tahun 2018

02 Juli 2018

Disahkan oleh

na Tingkat I
19650808 199503 I 003

Surat Masuk dan Surat Keluar

1 Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Brrokrasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknts
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasronal Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

I Pendidikan minimal SLTA

2 Nlenguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan
I SOP Penanganan Surat Masuk

2 SOP Penanganan Surat Keluar
I ATK
2 Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
3 TeleponlFaximrli

Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengelolaan administrasi surat ma-suk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklan;ut surat masuk dan surat keluar

Buku Agenda Sr.rrat Nlasuk dan Surat Keluar



Pelaksana Mutu Baku

Keterengan
No. Tahap Kegintan Pengadministrasi

Umum

Kepala Sub

Bagian/Para
Inspektur Pemtantu

Wilayah

Inspektur Sekretaris Pejab* Pelaksana Kelengkapan Waktu Outpul

3 4 6 8 9 l0 1l
!
I Menerim4 mengagendalian dan nDnrasaDg

lenlbar disposisi pada sural dan nlcnerusxan

kepada lnspeklur @- I

Buliu Agend. Surat

nrasul dar lembar

disposisi

l0 menit Surat rnasdi dan

lembar disposisi

Suat nasul dan

lenbar disposisi

l5 menit Sumt masuk darr

disposisi2 Gtuutt ut"nditpo"iti sural nasuli dan

membsrikan petunjuk kepada Setretaris

Sulat asuk dar
lembar disposisi

l5 menit Surat masuk dan

disposisi

+

Fehab, mardisposisi surar ruasul dan

ernberikan petunjuk k€pada para Kasubag'ryara

Inspektur Pembantu Wilayah ,rang dituju untuli

ditindaklanjuti dan menyemllian kepada

pengadminisfiasl umum

M**t"t dttp..tri dr" **"*skan ke Kepala

Sub Bagian4nspekN Pembantu wilarah sesuai

isi pada lembar disposisi

Suftt masuk dan

disposisi

10 menit Sumt masuli dan

disposisi

Surat masuk dan

disposlsr

I 5 nrerut Sumt masuk dan

disposisi5 frilndutt*loti di.po.isi S€kretaris terkait surat

masuk dan menetuskan kepada Pejabat

Pelatisana yang bertalggungja$ab untuli hll
lersebul

Itfl
Swat lnasrlk dan

disposisi

I i lr)etlr1 Dokunen
trndaklaijul

l

Menindakla{luti disposisi Kepala Sub

BagiaD?ara lnspektur Pembatltu Wila!ah lcrkarl

srrat masuli dan mendokumerrlasikan

Menf iapkan bahal kelenglapal surat keluar'

nleryusun konsep sulilt keluar dan nlenrcrahkan

kepada Kepala Sub Bagian,?ara Inspcktur

Pembantu WilaYah r-
Dokunelr/balun
kelenglopon konsep

surat kcluar

I Jafi Dohmle baharl

heler|gliapitn-

konsep surat keluri

I I idak
Konsep srrxl kcluar I i nlc it KonseD sur'al lcluar

1l Mcngoreksi konsep surat keluar Apabila sctlUu

nremaraf dan disampaikan kepada Sekrelorrs

Apabila tidaL sctuju d*embalikan kcpadr

Pclabat Pclaksana urtr* diperbaik! l
U

IG

_-l



No. TahaprKegiatan

P€laksana Mutu Baku

KtteranganPengadministrasil
Umum

Kepala Subl

BagiadPara
Ins lekturPemb&ntu

Wilafah

In$pektu! Seltretaril Pejabat Pelaksana Kele gkapan Waktu OutQut

I ) 3 6 I t0) I1

Mgngoreksi konsep surat kelqar. Apabila setuju,

rnenraraf tlan disampaikan kepada lispektur.
Apabila tidak setuju dilembalikar kepada

Kepala Sub Bagian?ara Inspektur Pcmbantu

Wilayah untuk mernperbaiki

T
Konsep sural keluat l5 m€nit Konsep su€l heluar

l0 Menelaah dan mengoreksi konsep surat keluar.

Apabila setuju ditandatangani dan diteruskan
keDada Pbnpadministrasi Umum dan'aoabib

t

Tidak
Konsep surat keluar l5 meniq Sumt keluar

tidal setuju dikentbahk3n lepada Scl'Tetaris

untuk diperbaiki

l1 Mengagcndakal. me drstribrEikan dan

mengarsipkan

/---l-

t"YJ
Slrat lteluar l0 menit Surat Leluar



jr=+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMIIR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 04 Tahun 2018

Ianggal Pembuatan 02 Juli 2018

Ianseal Revisi

Ianssal Efektrf

Disahkan oleh

',,'i'j", .. Drs. Marsianus Jawa. M.Si
'. .'' i .;'\.-;=1 

-i1 I 
,: :..; Pembina Tingkat I

NIP 19650808 199503 I 003

Iudul SOP
Proses Rotasi Pegawai/ N{utasi lntern Inspektorat Daerah Provinsi

NTT

Dnsnr Hukunr Kualilikasi Pclaksnua

I Peraturan Presiden Nomrrr 8l Tahun 201 0 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

20t0-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 lentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedr.rr Admintstrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara l'imur

I Pendidikan nrinimal Sl
2 Memahami sistematika penyusunan laporan
3 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/perlen gka pan

SOP Nota Drnas I ATK
2 Komputer
3 Prirrtcr

Perinqatan Pencatatan dan Pendataan

Apabrla rotasi pegawai/mutasi intern tidak dilaksanakan secara berkala maka berpotensr

menirnbulkan kelenuhan dan stagnasi pada aparatur, begitupun sebaliknya apabila rotasi

pegarvai/rnutasi intern tidak dilandaskan pada asas profbsionalisme dan the right man on the

right place maka berpotensi melemahkan kinerla organisasi

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

pr

.//

Timur,ls-

'\*



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tshap Kegiatan

Kasubag
Kepegawaian

dan Umum

Inspektur Sekrttaris

Inspektur
Pembantu

Wilayah/KePal
a Sutr Bagian

Kelengkapan Waktu Oulput

3 4 J 6 7 I 9 IO
1 Lernbaran disposisi l5 nenit Lembaran disposisi
I lv1ell'ampaikal usulan urttuk nrelrlclerrggar akalt rapat

mulasi intern pegawai sesuai jadrval kepada lnspektur

R-1_l
Lembaran disposisi 1-5 nrenrt lrmbaran disposisi

hrspeLtur2 Menerima usularl mernutuskan waktu rapat serta

mcnyampaikan kcpada Kcpala Sub Bagran

Kepegawaian dan Umurn unluli nrelrlusun rcncana

kegiatan mpat, temPat dan \vaktu t-
Ya

Lernbaran disposisi InsPeknrr I hari Lembaran disposisi

Inspektur, konsep undangan3 tuteotUuat konsep undangan rapat d.1n diserahkan

kcpada Seketaris

__L,tt-T- fapat

LctuLural disPosisi

Inspektur. konsep trndangan

I "larrr
Kurrscp undatgatt mpai

lvlcnclaah konscp undalrgan rapat' Jika sctu';tt

diserahkan kepada Inspektnr dan lika tidak

dikembalikan kepada Kasubag Kepegawaian dan

Umum untuk dikoreksi

b
Ya

rapat

Tidak
Konsep undangan raPat I Jarn Undangan rapat

1t1.""t""h "td""g* 
rapat. Jika setuju' merrandatturgani

dan diserahkan kepada Kasubag Kepegarvaian dan

Urnum. jika tidak diserahkan kepada Sekretaris unnrk

dikoreksi I
I5 menit Undatrgan rapal

L-F
Undangan rapat

6 IvlenctistriUusikan urdangan rapat ulttili Pira lnspektru

Pembantu Wilavah dan Kepala Sub Bagian

-+t F d-_-l
-tl

Undangan rapat l JaDr
7 Illeminrpin rapat datl berkoordnasi dengan Para

hrspektur Pembantu Wilalalr dan Kepala Sub Bagran

unpa melibatkan Staf,Pejabat Fungsronal

AuditovP2UPD

r-_-Lll+

T
LJ

I hari Konscp Surat Kepurusalt

lnspelttu8 lvt.nt*,. konsep Surat Keputusarr Inspektur dan

diserahlian kcPada Sekretaris

NUItSUp NsPutusdrt

i Konscp kcputusan Inspcktrrr

n
-:r--'



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Vlutu Baku

Ket€ranganK''ubag
Krpegawaian
dan Umum

Inspsktur Sekrelaris

Insp€ktur
kmbantu

Wilayah^ftpala
Sqb Bagian

Kelongkallan W.ktu Oltput

2 l 5 6 7 8i 9 to

Manelaahkonsep SuralKepurusan lnspektur. Jika

setuju memamf d.n diserahlan kepada InspeL:tur untuk L KonsEp Sulat Keputusan

Inspektu
I jam Konsep Surat Keputusarl

IIrspektur

ditardatangpni clan jitaitidak setuju. dikembalikan'

kepada KasubagrKepega$aiar dan Umum wtuk
dikoreksi

l0 Msielaah S|lral Keputusan lnspektur, Jika letuju
mcnandatangari dan discrahku kcpada Kcqala Sub

Bagian Kepeg.Ivaran dar tlmLLnr lil'a lidal setuju.

dikcrnbalikar kcpod! Sckctffis rnfi+ dikorpksi

Tid*
Konsep Surqt Keputusan

Inspckhu

I Jam Sual Kepulusan Inspektur

1l Mqnerinq, menggandakan dan mendistribu$ikan Surdt

Kcputusan lnspcl'tur le Sub BagidrtBidartb

Suat Keputusal llspeklur l() nlcnll Suat Kepulusar lnspcktxr



05 Tahun 2018

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

02 Juli 2018anggal Pembuatan

'anggalEfektif

808 199503 r 003

Disahkan oleh

Dasar Hukum
I Kepala Sub Bagian;Kepegawaian

2 Menguasai Bidang Kepegawaian
1 p.rutur- Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Crrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2002 tentang Kenarkan Pangkat PNS

3 peraturan Menteri Penrlayagunaan Aparatur Negara dan Refurrttasi Bilukrasi NoItloI 35 Taltun 20l2

tentang pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petun[rk Teknis Penwsunan

dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lrngktrngan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan I Alat tulis kantor (ATK) 6 Sarana Komunikasi

2 Komputer / Laptop 7 Sarana Mobilitas

3 Printer 8 Buku Keria
4 Mesin Photo

1 SOP Surat Keluar
2 SOP Penilaian Angka Kredrt

Perirtgatan
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcop-v

@suaikandengirnwaktudanperSyaratantekrrislarnnYa(bagiPe-1abatFungsional
tertentu )

Nomor SOP

IansgalRevisi

Z;ftr

ffiffi*Si,:?a,arinru,.P

G
)lama SOP Proses Kenarkan Pangkat

Kualifikasi Pelaksana

Peralatarr/Kelenskapan

Pencatntan dan Pendataan



Trhap Kegiatatr

Pelallsana Mutu Eaku

Keterang8n
No. lejabal Pelslsana

Kepale gub

Bagran

Kep€gawaiaD darD

Umum

S€kretaris Insp€klur Keler|gkapan , Waktu Output

3 I 6 7' E I t0
I Berkas KepegaNaian I jam Bahan, Usulan
I

2

Gg,*p,rtkt. k"6ek"p* b.l* ligwai yang akan diusulhan

untuk kenaikan pangkat dan mcnyerah*al kelengliapanrberkas

usulan ke Kepsla Sub Bagian Kepc$Naian dan Umum unhrk

diperiksa

f M'.-t--T-
Yn

Feoerima,mernenkta.nrcrrgore\slI'elengkapanbcrk'susulan
Itenaikan pangl.at. JiLa setulu mcnyapkan \onsep sumlusulan

Xenailan pangkat untul diserahkan kcpada Seketaris. jika tidal

s€tuju 4ikembalikan kcpada,Pejabat Pelallsana lmtuk

dipe.baiki/dilsnekap i

Tidak )
I
\--

Bahal Usulan.

Laptop^ioilputer,
Printer. Kerias/tinta

2 jattr (onsep Surat Usulat)

l [.-"rik* kon."o tu-l usulan lctrarkarl Panglat ]ikarsctuJu

oenyampaikau kepada Inspektur. Lika tidali dilcnbalilan kepada

Kepalarsub Bagian Kepegawaian dan Unrum urtuk diperbaili

Tldak
Kolsep Sucat Usulan 30 mqrt Konsep Sura!

Usulaa, Disposisi

4 M*:;ffiffi"p trtat;t;tr kenaikan pongkatr Jika

setuju ocnandatangani dan nenlerol*an kepada Kepalh Sub

Bagian,Kepega*"iar dan Umunl Jika lidok sctllju dikambalikan

kepada S€kela.is ultuk diperbaikt.

Tid{k
Konsep Surat

Usulan, Disposisi

30 menit Jurat ttsr an,

)isposisi

Surat lJsulltn

Dlsposrsl

30 motit Surat Usulan.

Disposisi5 M"n".ii, *tut urulou kenaikan pargkat dall nlenlerinohkan

PejabauPelak$lla unluk

mendokumentasikan,/tnengadnrini'rlrasilan datl nlenahsllrbusikar t--
Dokumen Surat

Usulan

30 nlenil Dolurnen Sural

Usularl. Taucla

terinra

6 Fengirimkal surat ustrlan kcnaikan pangkat L$pektoral Daerai

Prounsi NTI kepada Gubemur Nusa Telggara Timur melalui

Badan Kepegauaian Dacralt Pror insi N"lT dalr diarsipkan

5

-q--1_J



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAII

SUB BAGIAN PDE

Nornor SOP 06 Tahun 2018

Ianegal Pembuatan 0? Juli 2018

Ianssal Revisi

Ianggal Efeklif ,ffiuu E*R\
Disahkan oleh

Judul SOP
Pelaksanaan f viffir-Xiire4a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

GKPPD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

I Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 terrtang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refomrasi Birokrasi 2010-2025

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengarvasan rlan Kode Etik Pejabat Pengarvasan Pemerintah

4 Pemturan Menteri Dalarn Negeri Nomol 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Penga*as Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomof 7 Tahun 2008 tcntang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonrof 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 23 Tahun 2007 tentang

Pedornan Tata Cam Pengarvasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah

? Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nonror 52 tahur 201 | tcntang Standar Opcrasional Prosedur di Lingkungan Pernerintah Pror.insi dan

Kabupaten/Kota
I Peraturan Menteri Pendal'agunaan Aparatur Negara dan Reforntast BiroLrasi Nomor 35 Tahun 20 1 2 tentang Pedornan Penlusunan dan Penerapan

Srandar Operasional Prosedur Adntinistrasi Penrerintahan

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedonran Peugawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

l0 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahu 2()16 tentang Pembentulia:r dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur

I I Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuh Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur Adrninistrasi Peruerintahan di Lingliungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

J

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD
Pernah rnendapat pendidikan JFA i P2UPD
Pejabat Stnrktural pada Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan
I
2

3

I

SOP Audil Kinerja Lingkup Penrerintah Provinsi dan Kab/Kota

SOP Perjalanan Dinas

SOP Eyaluasi SAKIP
SOP EKPPD

I Alat Tulis Kantor (ATK) 6 Alat Ukur
2 Komputer / Laptop 7 Sarana komuniasi
3 Printer 8 Saranan mobilitas
.1 lvlcsin Photo Cop1 9 Kamera

5 Provektor l0 Buku keria

Peringatan Pencatatan dan Pcndataan

Setelah diterinra Berita Acara Hasil Validasi Kernenterian Dalam Ncgcri diterbitkan konsep LHE paling larnbat 2 ldtra) hari keqja Disimpar dalam bentuk Softcopl'dan Hardcop]

* fu,'n9-

Tingkat I
| 199503 I 003



No

Pelaksana MutuBaku

Tim Daerah Sekretaris
Sub Bagian Program

dan Evaluasi
Keleng|<apan Keterangan

I 3 1 J 6 I 9 l0 II 12

I Menu gaskan elaksanaan EKPPD

kepada Sekretaris t!h+ Surat Tugas l5 menit Surat Tugas

2 Memerintahkan Para Inspektur

Pembantu Wilayah dan

Tim/Pejabat Frmgsional rurtuk

mengumpulkan datB serta dohmen
pendukun g yane dibutuhkan

,l[F
Laptop/ Komputer,

Printer dan Kertas.

Surat Tugas I han

Surat Tugas

3 Meny'iapkan materi/format untuk

Pelaksanaan Evaluasi Kineda
Pcn.v-elen g garaan Pemerintahan

Daerah (EKPPD) sesuai arahan

Irbanra.il dan melaksanakan

Pclotihan Kantor Sendiri @KS)

Laptop/ Komputer,

Printer dan Kertas

I han

Format Evaluasi
Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
SOP PKS

4 Melaksanakan EKPPD di
Kabupaten/Kota dan menyerahkan

hasil evaluasi sementam kepada

Pemenntah Kabupaten/Kota

Laptopl Komputer,

Printer dan Kertas 6 han
IKK dan data dukung

) Bersarna Tim Kementerian Dalam

Negeri melaliukan klarifikasi data

duliung dan fomrat evaluasi *

Laptop/ Konrputer.

Printcr dan Kertas 3 hari
Laporan Evaluasi
Validasi

6 Bersanra Tim Kenrenterian Dalam

Negeri menandatangani Berita

Acara Penilaran
[*r*-r-

Laptop/ Konrputer,

Pnntcr dan Kertas I han

Berita Acara Penilaian

7 Mcnrusurr CraII laporan hasil

cvaluasi sctelah pcnilaian er,aluasi

ditetapkan oleh Kstnenterian

l)alanr Negeri dan menycrahkan

dra{i kepada Sekretaris

Laptop/ Kourputer.

Printer dau Kertas.

Berita Acara Penilaian

I hari

Drafl Laporarr Penilaian
Penvelcnggaraan

Peurcnntah Daerah
Ya

8 Mcneliti Laporan Hasil Evaluasi.

Jika scnriu discralrlian kcpada

Inspektur Jika ada perbaikan

diserahkan kepada Tin/Pejabat
Frurqsional uutuk dikoreksi

Ya

t
Y

t/ \-
Tlrlek

Laptopi Komputer.

Printcr dsn Kcrtss.

Lenrbar disposisi

I han
Laporan Peuilaian

Pcnt clcnggaraau

Pemerintah Daerah

9 Memeriksa Laporan Hasil

Evaluasi. Jika setuju malia

diteruskan kepada Tim Daerah

untuk ditandatangani. jika tidak

setuju dikenrbalikart kepada

Sekctaris untuk dikoreksi I
Tidak

Laptop/ Komputer.

Printer dan Kertas.

Lembar disposisi

I hari
Laporart Penilaian

Penyelenggaraan

Pemerintah Daeralr

Inspektur Wahtu Output

2

I



Mutu Baku

No
Sub Bagian Program

dan Evaluasi
rffaktu Output

Sekrttaris.

I 9 IO 11 I2
4 J 6 7

) 3

Laptop/ KomPuter,

Printer dan Kertas,

Lembar disposisi

I han Laporan Hasil Evaluasi

10 Menandatangani taPoran Hasi I

Evaluasi dan diserahkan kePada

lnspeLtur melalui Sub Bagian PDE

untuk dikirim kePada

lBupatiAValikota dan Laptop/ Komputer.

Printer. lotocopy,

penjilitan dan Kertas

I hari Laporan Hasil Evaluasi

l1 iliilu-tun n.l abat Pel ali sana

untuk mengirimlian Laporan Hasil

Evaluasi kePada BuPati.NVal ikota

se-Provinsi NTT dan

didokuntentasikry- J

t *'"* J

Laporan Hasil Evaluasi I hari laporan Hasil Evaluasi

t2 t uPoran Hasil Evaluasi

kepada BuPatVWalikota se-

Provinsi NTT dan

rnendokumentasikan'

Pejabat
PelaksanaTim Daerah

I
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PEMf, RINT AH PROVTNSI NUSA TINGGARA'I'IIIT U R

INSPEKTORAT DAERAH
SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP 07 Tahun 201 8

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018
Ianggal Revisi
Ianssal Efehif f*
Disahkan oleh

ffi
k

ot" 
"' " 

t i\t*ih" ggu^ r r^ur,?l-
. , .....r.aF:..', \/ fin@"r4

:--- .-..- -, Pe.tnbina'-T i nskat I
r'.l'EF.;;tqtrs.ogo8 I99503 1 003

Judul SOP Pelaksanaan Evaludi"L"aporan Kineria Instansi Pemerintahan

)asar Hukum Kualifikasi Pelaksana

I
2

3

4

5

6

7

8

9

Undang-Urrtlattg Notltor l7 Tahurr 2003 terltarrg Keualgatt Negara

Undang-Undarrg Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Ilndang-I Indang Nomor I 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggrrng Jawah Ketrangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akunlansi Pgmerintah

Pomturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

peraturan Presrden Nomor El 'l'ahun 2010 tentang (hand Desrgn Retbrmasi Brrokrasi 2Ol0-2A25

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Instnrksi Presiden Nomor 5 Tahrrn 2004 lentang Percepatan Pemberantasan Konrpsi

Kclrutusarr Kepala Lcrrrbaga ArJrtritristrasi Negara Nortitr 589ltx/6lYl99 lelrlartg Pcdorrtatt Pcrtvttsttrtart Pelalxrran

Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor ?39n){l618l?003 tentang Perbail:an Pcdoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 l'ahun 2004 tentang

Pedoman Umum Evaluasi Aliuntabilitas Kinerla
peraturan Menteri Pendayagrrnaan AparatrrrNegara clan Reformasi Rirokrasi Nomor i5 Tahrrn .ll)l,J tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Perafuran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peturrjuk Teknis Pen-vusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pernerintah Provinsi Nusa

Tenggara Trmtrr

10

1l

l2

13

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD

Pernah nrendapat pendidikan JFA / P2UPD

I

2

3

Keterkaitan Peralatan/Perlen gka pan

I SOP Penanganan Surat Masuk

2 SOP Penanganan Surat Keluar

1 ATK Telepon/Faximili
2 Komputer Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Evaluasi Pemeriksaan Kinerja Instansi Pemerintah terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan

berdampak pada keti dakakuratan informasi Kinerl a In stansi Pemeri nkh
I Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun

2 Disimpan sebagai data elehronik dan manual



l Menugaskan Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kine{a
Instansi Pemerinul kepada Sekraaris

Kenas4embaran

disposisi
I hari Surat Disposisi

Inspektur

Bcrkoordinasi deng;an Para Inspektur Pembantu

Wilalah/?engendali Teknis dan membentuk Tim
penugasan Pelaksanaan Evaluasi l"aporan Kine{a Instalsi

L
I

Laptop/
Komputer. Printer
dan Kertas. Surat
Disposisi
Inspektur

I hari Surat Tugas Tim
rlan dokumen
pendukung

data serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan

rnenghubungi Biro Organisasi dan Perangkat Daerah 1"ang

bersangkutan

-) Menviapkan materi/format/template untuk Pelaksanaal

Evaluasi Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dan

melaksanakan Pelatihan lkntor Sendiri (PKS)

Surat Tugas Tirn
dan dokurnen
pendukung

2hari Template

Evaluasi Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah,

Renstra dan SPJ

Fungsional, draf
Evaluasi LKIP

{ Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada PerangJ<at Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan menlusun DrafEvaluasi Laporan

Kiner.la Instansi Pemerintah dan diserahkan kepada
rrL

Ya

Template

Evaluasi Laporarr

Kinerja Instansi
Pernerintah.

Rcnstra dan SPJ

Fungsronal. draf
Evaluasi LKIP

3 hari Drafi Evaluasi

Laporan Kinerja

direriu dan discrahkan kcpada Inspcl'tur Pctnbanttt

Wilal ah,/Pengendali Teknis

6 Meneliti draf Evaluasi Laporan Kinerja lnstansi

Pemcrintah. Jika setuju. diserahkan kepada Sekretaris dan

likir tidak dikenrbalikan ke Tint / Pejabat Frtngsional

untr-rk dikorcksi
Yl

Tidak
Drall Evaluasi

Laporan Kinerja
I hari Draft Evaluasi

Laporan Kincrja

7 Mcnclili Draf Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pcmerinlah. Jika setuju. diserahkan kepada Inspcklur dan

I
Tidak

Templatc
Evaluasi Laporan

Kinerla lnslansi
Peureri ntah.

Renstrir dan SPJ

Fungsional.

Evaluasi LKIP

I hari Template

Er,aluasi Laporan
Kinerja Instansi

Pemerintah.

Renstra dan SPJ

Fungsional,

Evaluasi LKIP

.ii1i:r tidlk dikcnrbalikan kc lrbanrvil/Pengcndali Tcknis

untuk dikoreksi

No

Peleksane rtu uafiu

Waktu

I ) .3 4 .5 6 I 9 t0 I1 I2

I

-gIItcIIIll4il,



8

9

l0

Template
Ela.luasi LaPoran

Kinerja Instansi

Pemerintah,
Renstra dan SPJ

lFungsional.
lEvaluasi LKIP

I hari Evaluasi Laporan

Kineqa
i Draf Evaluasi Laporan Kinerja lnstanst

,oft. lLo setuju. ditandatangani dan diserahkan

Kepala Sub Bagian PDE dan jika ddak

alikan ke Sekretaris untuk dikorcksi

-nlen]amPalKari

Menugaskan Pejabat Pelaksal

iu.il it"r*ti iuporan Kinerja Instansi Pemerintah

temda Gubernur NTT

1,,"-

,9,L*j I

Evaluasi Laporan

Kinerja

t hari Evaluasi Laporan

Kinerja

,,*a
L"'-t J

Evaluasi LaPoran

Kinerja

I han Evaluasi Laporan

Kinerla
ffincqainsans'Men-v-amPaikan Hasil Evaluat

Pemerintah kepada Gubernur NTT serta



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH
SUB BAGIAN PDE G

Disahlan oleh

Pelaksanaal Monitoring dan Evaluasi Program/l(egiatan pada Perangliat Daerah

Pendidikan minimal D'3 senlua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD

Pemah nrendapat pendidikan JFA / P2LIPI)

Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

dGsign Reformasi Birolcasi 201 0-2025

Peraturan Penrerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman'Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pcraluran pcnrerintah Nomor l2 Tahun 2017 tentturg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 28 Tahun 2007 tentang Nomra Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan

Psmcrintah

PerafuranMenteriDalamNegeriNomor25Tahun200TtentangPedonanPenangananPengadrranMaryarakatdil.inglrntgan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor g rahun 200g tentang Penrbahail atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 tenlang Pedoman Tata Cara Pengawasatt

Perryelenggaraan Pemerintah Daerah

peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengarvas Pemerintah di Lingl'llngan Departemen Dalam

Negeri dan Penrcrintah Daerah

peraturan N{cnteri Dalanr Negeri Nomor 7 Tahun 200g tentang Pedonlan Tata cara Pengarvasan atas Penlelenggaraan Penrerinlah

Dacrah
peraruran l\4enlcri Peudalagunaan Aparatw Negara dan Rcfonnasi Birokrosi Nomor 35 Tshul 2()12 tcntang Pcdomur Pcnlusuran

dar Penerapan Standar Opcrasioual Prosedur

Adrniuistrasi Penrerintahan

Kcputusan Menteri Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedomau Pengawasan Fungsional Pcrll'clcnggaraan Pemerintah

Daerah
peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penrbentukan dan Susunan Pemerintah

Daerah Provinsi Nfi
l 3 peraruran cubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g rahun z0l 7 tentang Peruniuli J'eknis Per.'sunan datt Pelaksanaan Standar

operasional prosedur adminlstrasi Pemerintahan di Lingkungan Penrerintah Provinsi Nusa Tenggara Tintur'

I Alat nrlis kantor (ATK) 6 Alat Ukur

2 Komputer / lnptop 7 Sarana Komurikasi

3 Printer 8 Sarana Mobilitas

4 lvlesin Plroto CoPv 9 Kamera

i Provektor - 10 Bultu

ffinerintah Provinsi dan KabiKota

2 SOP Perjalanan Dinas

3 SOP Pemeriksaan Khusus

I SOP Reviu LaPoran Keuangan

Disimpan dalarn bennrli SofooP). dan

P.t*ikt*" rlilaksanakan trnluk tnenjamin kelancaran rn/Kegiatan Pqryglut !o.tn]l

I
z

3

5

6

7



No

Pelaksane' Mutu Baku

Sekrctaris
Pengendall :

Teknis

Kelengkapantl

I ) 3 4 J 6 I 9 10 11 I2
I Menugaskan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

kepada Sekretaris f"r")\____T_-/
KertaVlembaran
disposisi

l5 rnenit

Surat Disposisi
Inspektur

2 Berkoordinasi dengan Para Inspektur Pembantu

Wilayal/Pengendali Teknis dan membentuk Tint
penugasan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi,

memerintahkan Tirn unn* mengumpulkan data serta

dokumen pendukung yang dibutuhkan

[_] [::]

Laptop/Komputer.
Printer d.1n Kertas,

Surat Disposisi
Inspektur

Surat Tugas

Tim. PKP dan

dokumen
pendukung

3 Men-viapkan materi/format untuk pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi sesuai arahan Irbanwil dan

rnelaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Surat Tugas Tim,
PKP dan dokumen
pendukung

I hari Materi
/Format
lvlonitoring
dan Eraluasi
dan KKA

SOP PKS

t Menyusun Manajemen Letter dan diserahkan kepada

Inspektur Peinbantu WilayaV Pengendali Teknis untuli
direviu Ya

Materi /Fornat
Monitoring dan
Evaluasi dnn KKA

I hari Draft/Konsep
Malajemen
Letter

-5 Meneliti Manajemcn Letter. Jika seruju, diseral*an
kepada Sekretaris danjika tidak dikembalikan kc Tim /
Pejabat Fungsional untuk dikoreksi Ya

Draft/Konsep
Manajemen Letter

I hari Draft,/Konscp

Manajemen

6 Menelitr Manajerncn Letter untuk ditandatangani oleh

Inspektur. Jika setuju. diserahkan kepada Inspektur dan

jika tidak dikernbalikan ke Inspektur Pembantu

Wilavah./Pensendali Teknis untuk dikoreksi Ya

Tidak Drafl lvlanajernen

l*tter
I hari Draft /Konscp

Manajemen

Letter

T Mcneliti N'lanajenren Letter masing-rnasing tim Jika

setuju. ditandatangani danjika tidak dikembalikan ke

Sekretaris untuk dikoreksi

rioat< 
|

Draft /Konscp
Mana.ierncn Lctler

I hari lvlanajenrerr

Letter

I Menverahkan Manajemen Letter kepada Tirn i Pelabat

Fungsional t_f lv{anaiemen L-ettcr 15 rnenit Manajemen
Letter

9 lv{cla}sanakan Monitoring dan Evaluasi bcrdasarkan

N{anajernen Letter dan rnelaporkan hasrlnl'a kepada

Sekreta ris

Manajcrnen Lctter 3 hari Laporan Hasil
Monitoring
dan Evaluasi

s

Tahap Kegialan Fejabat
Pelaksana

-l

Iidak

I

I



No Tahap Kegiatan .,,. , ,

Pelaksana Mutu Baku

Tim i Pejabat
Fungsional Waktu Output

I 2 3 4 5 6 I 9' TO 1I 12

?
l0 Menerima laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dan

memerintahkan Kepala Sub Bagian PDE unnrk
mengkompilasi data Monitoring dan Evaluasi

Y

t,..1---_-.r-_-."

Laporan Hasil
Monitoring den

Evaluasi

15 menit Laporan Hasil
Monitoring
dan Evaluasi

ll Mengkompilasi data Monitoring dan Evaluasi urtuk
selanjutnya menlusun Laporan Hasil Monitoring dan

t.

Laporan llasil
Monitoring dan

Evaluasi

5 hari Laporan Hasil
Monitoring
dan EvaluasiEva.luasi Ya

l2 Meneliti Laporan lhsil Monitoring dan Evaluasi uatuk
ditandalansani oleh lnsnektur ]ika enrirr disenhken

F
Tidak I Laporan Hasil

Monitoring dan

Evalrraci

I hari Laporan Hasil
Monitoring
dan Evahusikepada lnspketur danjika tidak dikembalikan kepada

Kepala Sub Bagian PDE untuk dikoreksi

13 Meneliti taporan tlasil Monitoring dan Evaluasi. Jika
setuju, disahkan danjika tidak dikembalikan kepada
Sekretaris untuk dikoreksi

Tidak Laporan Hasil
Monitoring dan

Evaluasi

I hari Laporan Hasil
Monitoring
dan Evaluasi

l.t Memerintal*an Kepala Sub Bagian PDE untuk
mendictrihrrsiken dan mendnkrrrnent:rcikrn I enorqn l{ 'f-l----r---

Laporan Hasil
Monitoring dan

Evaluasi

l5 menit Laporan Hasil
Monitoring
dan E.,,aluasiMonitoring dan Evaluasi

l5 Menyarnpaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evah.r,asi

kepada Pejabat Pelaksana untuk mcndistribusikan dan
Laporan Hasil
Monitoring dan
Er.aluasi

I jam l-lporan Hasrl

Monitoring
dan Evalnasr

Eyaluasi

t6 Mendistribusikan Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi kepada Gubernur NTT dan mendokumenlasikan

v
( sercsai )

Laporan Hasil
lvlonrtoring dan

Evaluasi

I jarn Laporan Hasil

Monitonng
dan Evaluasi

I

:oran Hasil Monitoring d.rn



09 Tahun 20 I 8
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

02 Juli 2018

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

(RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Nfi

Dasar Hukum I Pendidikan minimal Sl
2 Memahami sistematika penyusunan laporan

3 Memahami tata naskah dinas

Pembinaan dan Pengarvasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

peraturan presiden Nomor gl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2425

peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata cara pengawasan penverenggaraan

Pemerintahan Daerah

peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

pedoman Penyusunan dun P"n".upun Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

pelaksanaa' Standar operasioi-at prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur'

ATK
Kompr-rter

Printer

I

2

J

I
2

3

SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Penanganan Surat Masuk

SOP Pen-vununan PKPT

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopysi Pengawasan (RAKORWASDA) tidak dipatuhi

maka akan berclqrnpak pada ketidaktepatan waklu penvampaian laporan' '



'.:
Tahap Kegiatan:..

Mutu Baku

Kepala Sub
Bagian PDE

Panitia Waktu

I 2 3 4 J 6 7 I I 10

I Menugaskan Kepala Sub Bagian PDE ultuli
mempersiapkan konsep panitia pelaksanaan Rapat

Agenda Kerja l-5 menit Dsposisi

Koordinasi Pengarvasan Daerah (RAKORWASDA)

2 Memerintahkan kepada panitia untuk membuat

nndanqan hasi neserta dan oermohonan meniadi d] Dsposisi l5 menit Disposisi, surat undangan

dan Surat Permohonan

narasumber pada pclaksanaan Rapat Koordinasi

Pengawasan Daerah (RAKORWASDA)

J Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengalvasan Daerah

(RAKORWASDA) melakukan pendistribusian surat

undangan dan permohonan narasumber kepada instansi

terkalt

Dsposisi I hari Disposisi. buku ekspedisi

4 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

(RAKORWASDA) unhrli meryrsun Program Kerja

Pengarvasan Tahunan dengan instansi terkait

Bahan laporan, disposisi I hari Konsep, disposisi

Ya

Penandatangan konsep Program Kerja Pengas'asan

Tahunan oleh Inspektur
Tidak

Y

{..)

Konsep laporan. disposisi I .1anr Draf kesepakatan, disposisi

6 Melakukan pengumpulan dan pendokumentasian

terhadap penandatanganan konsep hogram Ker1a

Pengarvasan Tahunan dengan instansi terkait tr -t
Draf laporan, disposisi. I janr Laporan. disposisi

7 Mery.usun Laporan unhrli Pelaksanaan Rapat

Koordinasi Pengarvasan Daerah (MKORWASDA)
kepada Inspektur

1_J
Laporan. disposisi I jam Laporan. disposisi

0 Menyerahltan laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi

Pengarvasan Daerah (RAKORWASDA) kepada Kepala

Sub Bagian PDE untuk dikirim ke Gubcntur dan

didokumentasikan

t t"t"". J
Laporan. disposisi l0 mcnit Laporan. disposisi

.No

I



PEIIrcRIT.{TAII PROVINSI NUSA TtrNGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUD BAGIAN PDE
@tan Data Tindak Lanjut Hasil Pemerik

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutaurakan sctuua JFA dan P2UPD

Pemah mendapat pendidikan JFA / P2UPI)

laan dan Tanggung Jawab Keuangan

Nogoro

2Undang.UndangRepubliklqdonesiaNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah
3 Pcraturol Prcsidcn Nomor 8l Tohun 2010 tsntong Grond Dosigr Rcformosi pirokosi 2010-202!

4 Perahran Pernerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 200-s tentang Pedoman Pembinaan dan Pengarvasan

Penyelerlggaraan Pemerintah Daerah

5 Perahran Pernerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g rahun 200g tentang Pcjabat Pengowas Pemerintah di Lingkungan Departanen

I)alanr \egeri dan Pcrlcrintah Dacrah

7 peraturalr Nlentcri Dalam l.legeri Nornor g rahun 2009 tentang Pcrubahan atirs Pcrattfan Nlenten Dalam ]'lcgen l'Jomor 23

Ttrlurrr 2007 terrtarrg P,,,l,,rriai Tala Car. Pettgarrasatt Pc'1cl'rggaraa' Perlleritrlah ;)act'alt

g peratulaf Mcntc' Ncgara pcndal,agunBan Aparatur Ncgora Nonror 1) Tahun 2009 tcntong Pcdontarr uurrul Pclaksa'aan'

Pemantarran'EvaluasrdanPelaporanTindakLanjutHasilPcngarrasanFungsional
g Peraturarr lvlenteri Pcndal agrnaan Aparatur Ncgara dan Refornrasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 20 1 2 teutang Pedonlan

pen;vusqtan dan Fenerapa,istandar operasional prosedur Adrninistrasi Pemerintahan

l0 peraturan Daerah Nornor I t Tahrrn 200g tentang Pembentukan organisasi diur Tata Kerja Inspeltorat

I I peraturarr Gubemur N'sa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201 7 tcntang Petunjuli Teknis Pe{rrsunan dan Pelalisanaan

standar operasional prosedqr-Administrasi penrerintahan di Lingkungan Penrerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

I SOP AffiK.*ia Lingkup iiabupaten/Kota

2 SOP Periaianan Dinas

3 SOP Pemeriksaan Khusus

I Tl.-[G k""t"r (AT]:) 6 Sarana Komurikasi

2 Komputer / Laptop 7 Sarana Mobilitas

3 Printer 8 Kamgra

4 Mesin Photo Cop-v 9 Buku Keria

t -Etu finauk Lanjut Hasil Pemeriksaan Perangl'iat Daerah setiap tahun

2 Disimpan sebLqal!4tir elcktronik dan manual
hi keakuratarr data TI'HP
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I I Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Disahkan oleh

flukum
1 Utdbttg*td-g Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2 Perafuran Presiden Nomor 8l tahun 20lo tentanS Grand Design Reformasi Birokasi 2010-2023

3 peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Refoimasi Birokasi Nomor 3 5 Tahun

20ll tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

4 peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201? tentang Petunjuk Teknrs

Penlusunan dan Pelalsanaan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

I.rngkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timr'rr

I Pendidikan SMA
2 Menguasai Tata Naskah Dinas

1 ATK
2 Komputet
3 Tclcpon/Faxirnili
4 Printer

SOP Perlanganan Surat Masuk

SOP Penanganan Surat Keluar

ilu iro,ro_pu_r") penrllstr ibusian LHp tidak dilaksanakan maka hasii pemeliksaan trdak



Pelaksana

No
Kepala Sub

Baeian PDE
Waktu

'4 J 6 I 9

I Buku Agenda LFIP 15 menit Surat Edaran dan

Disposisi

SOP

Pendistribusian

LHP

1
t M..y*"ht*" LHP ke Sub Bagian PDE (Pejabat

Pelaksana)
LHP l5 menit LHP, Rekapan LHP

2 Ggkt"ttftfi dan merekap LHP berdasarkan

Peran gkat Daerah Provinsi dan Kabupaten'/Kota

dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian PDE

LHP I hari LHP
-) Metnetintuhkan Pejabat Pelaksana untuk

mengarsip dan mendistribusikan LHP ke

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten'Il(ota

LHP I hari Terkirimnya LHP
dan bukti tanda

terima

A Vfttg*ttp aan mendistribusikan LHP ke PD

Provinsi dan KabuPaten{Kota

Mutu Baku

3

I

,\
L-t"te"-J



12 Tahun 2018

4+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERATI

SUB BAGIAN PDE

02 Juli 2018

Efektif

rl i' ' " Drs. Marsianus Jawa- M.Si
!-- . r \-';. ; . '." "-pembina Tingkat I

-''tN"p.tgo5o8o8 199503 I oo3

Disahkan oleh

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LKPD

Kunlifiknsi Pclnksnnn

I Pendidikan minimal Sl

2 Memahami sistematika penyusunan laporal

3 Memahami tata naskah dinas

#
I peraturan presiden N"."t sl Tahun 2010 tentang Qrand Design Reformasi Birokosi

20t0-2025

2 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brrokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

3 Peralrlran Gtrhernrrr Nrrsa Tenggara Timrrr Nomor Zti Tahun 2017 tentang Petun;uk

Teknis Penyusunan dan Pclaksanaan Standar operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Trmur

I

2

J

ATK
Komputcr
Printer

1 SOP Penanganan Surat Keluar

2 SOf Penanganan Surat N{asul:

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk Softcc,py dan Hardcopy
Ap.b,l" St""dr Op"t*iin.ul Pror.drr penyusunan LKPJ tidak dipatuhi mrtka akan

berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan'



Mutu Baliu

Keterargan
Tahap Kegistsn

PelaksanB

No. Sekretsris

3

Kepalo Sub

Bagiatr PDE
Pejabat

pelaksane
lnsp€ldur Kelengkapan Waldu Output

4 5 o 7 10

!
I M-'g;k.&;FCbFffi}'Effi

mempersiapkan konsep Laporan Keterangan

PertaEgungta$aban (LKPJ)
@-

Agenda Kega 15 menit Disposisi

Disposisi 15 menit Disposisi
2 tr{"oo".intutttun P"jabut Pelaksana untuk

meruuolpullan bahan penytsunan LKfJ dari tiap-ttap

bagian dan menlerahlian kepada Kepala Sub Bagian

Disposisr I hari Bahan laporan, disposisi

3 Mffi ar' d- -*yerahkan bahan penlusulan

LKPJ kepada Kepala Sub Bagian T

-t_t
Bahan laporan, disposisi I hafl Konsep. disposisi

l M*c"t*p LKPI k"t"d; menyerahkan kepada

Seketaus rY'
rc Konscp laporan, disposisi I Jan Draf laporan. disposisi

5 M".*kr" k"*"P LKPJ Jika setuju menl'ampaikan

keoada lnspeltur. Jika tidak setuju mengembalikan

kepada fepata Sub eugian PDE untuk diperbaiki

I Janl Laporan, disposisi

Tidak
Draf laporaiL dlsposrsr .

Memerilsa draft LKPJ Jika setuJu menaldatanganr

dan nren,-erahkan kepada Seketaris Jika tidak setujn

mengenrbalikan kcpada Seketaris untuk diperbaiki

l0 menit Laporar, disposisr

_,_J_
L_-J-

Laporan, dtspostst
7 Menl'eratrlan LKPJ kcpada Kepala Sub tlagrar PDb

untuh dikirim ke Cubemw dan didokunentastkal

Laporan. disposisr l0 mcnit Laporan. disposisi

l{ Men{erahtan LKPJ lcpadi pcjabat pela(sano untu(

dikim ke Gubemur dal didokumentastkan lr_
v

tt'T'J
Laporan. disposisi li mcnil Laporan LKPJ- buliti

dokumentaslM6!fi.l-fp: t"puaa Gubemul nelalui Biro

Pemerintahan dan mendokumcntasikal Laporan

l:otormgun PuI lunggtrlgia'r ub'1tr (LFJJ)

E

*

I



-+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGATTA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP l3 Tahun 2018

Tangsal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanscal Revisi

TansealEfektif
Disahkan oleh

-- - ! :..';"-,,lhilP. 19650808 r99503 r oo3

Judul SOP Penyusunar Laporan Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah

Dasar IIukum Kualifikasi Pelaksana

I Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

20to-2025
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20 l7 tentang Petunjuk Teknis

Perryusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal D3

2 Memahami sistematika penlusunan laporan

3 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlen gkapan

I SOP Penanganan Surat Keluar

2 SOP Penanganan Surat Masuk

I ATK
2 Komputer
3 Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Alra|ila Starrdar Olrerasiurral Prusctlur pcnvusurtan LPPD Lidak tlrpatulri tlraka akatt [,,crtJarrlpak patla

ketidaktepatan waktu penl

Disimpan dalan bentuk So0copy dan Hardcopy

6
Tenggara Timur, f,1-



No Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Sekretaris
Keprla Sub
Bagian PDE

Pejabal

Delaksada
In$pektur Kclengkapan Waktu Ontput

Keterlrngan

2 3 1 .) 7 E 9 10
I Menupskan Kepala Sub Bagian PDE urtuk mcmpersiapkan

konsep l:pomn Pertanggungiarvaban Pemerintah Daeralt
(LPPD) @ Agend, Kerja l5 nlenit Disposisi

2 MeEerhtahl.an Pejabat Pclalisala untuk mongumpulkan

bahan penFsunan LPPD dari tiap-tiap sub bagian dan

lnspektur Peubantu Wilal ah tf-
Disposisi l5 nle t Disposisi

Mengumpulkan dan men!€rahkan bahan pcnlusunan LPPD

kepada Kepala Sub Bagiar PDE -1_J Disposisi I lnri Bahan lapor-an. disposisi

4 Mengonsep LPPD kemudiar menyerahlian kepada

Sekrctaris l-* -tl Bahan laporar\ disposisi 2 hari Konsep, disposisi

Merneriksa konsep LPPD. Jika setuju nrenyampailan kepada

Inspektur. Jika tid.l setuiu mengembalikan kepada Kepala

Sub Bagian PDE untul diperbarki
ryl Konsep laporan. disposisi I Ja.In Draf lBporan, disposisi

6 MeneriLsa draft LPPD. Jika setlrju me andatangani dan

Incnleral*an kepada Seketrns. lrla lidal scruJu

mengenbaiikan kopada Sekretaris untuk dipcrball(i

Tidrk
Draf laporan. disposisi I Jain Laporan, disposisi

ltlcl,vcraNial Lll'D kcpada l(cp.rla 5ub Dagirn fDf rutul
di(irim kepada Cubernur dan didokmrenlasikan tr

Lnpur.lrt. drspusisi Lrpotal. rlisposisi

8 Men)erahkan LPPD kepada pejabat pelaksa a untuk dikirin
kepada Gubemur dan didokrureniasikarr

-___L_--.-L-F Laporan- disposisi l0 urcnit Lapora . disposisi

Niengirinr l.6poran I,PPD kepada Cubcmur mclahri Biro
Penl€rinlahan dan mcndokumentasikar Laporan

Pertanggulgia$aban Pemerinlah Daerah (LPPD)

/---rL---\
L*":J

Lap,rrrn T.PPD hnli I i

dokrnncntasi



l4 Tahun 2018

dF=+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH
SUB BAGIAN PDE

02 Juli 2018

Disahkan oleh

I Pendidikan minimal Sl

2 Memahami sistematika peny.lstlnan laporan

3 N{eurahami tata naskah dinas

010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

20r0-7025

2 peraturan Menterr Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reftrrmagi Birol"r'asi Norndr 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan pelaksanaan Standar operasional prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Ttmur'

I ATK
2 Komputer

3 Printer

1 SOP Penanganan Surat Keluar

2 SOP Penanganan Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan

ila Standar Operasional Prosedur penyusunan tup-un tut',unan tidak dipatuhi maka akan berdampak

ketrdaktepatan u'aktu penYamparan lgq9ral

Disimpan dalam Softcopy darr Hardcopy



No Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Sekretarig

Kepala Sub
Bagian PDE

P€jabat
pelaksana

Inspektur KelengkaDan Waktu Output

2 3 J 6 7 I 10

I Menugaskan Kepala Sub Bagian PDE untuk

mempersiaptan konsep laporan tahunan f rert't -)
Agcnda Kcrja 15 nlcrut Disposisi

2 Memerintahkan Pejabat P€lakana unnrli mengunpulkan

bahal peirlusunan laporan tahruun P--lr-
Disposisi l5 ntcnil Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyeraikan bahan penlusurran

laporar tahunan kepada Kepala Sub Bagian PDE

l)rspos$r I han Balun laporan, disposisi

4 Mengonsep laporan tabunan kemudian menyerahkan

kepada Sekrctaris tl
BalEn laporan. disposisi I hari Konsep, disposisi

5 Mettledl$a Iionscp lapomn taiuran. Jika setuju

nrenvanrpaikar lepada Inspckrur. Jika tidal setuju

mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian PDE untuk

drpcrbaiki

Tidrk
Konsep laporan, disposisi I jam Draf laporan, disposisi

6 Mer[qil'sa drall laporan tahun6r. Jika seluju

menandatturgani clan meryerahlian kepada Sekretans Jika Tid'k
Draf laporan, disposisi. I Jam Laporan, disposisi

tidak setuju mengemb€likan kepada Sekrctaris urx k
dipcrbaikr

7 Manyerahkan lalr)rar rahurar kepada Kepala Sub Bagian

PDE untuk d*irim ke Cnrbemrlf dan didolunrcltasikan lT-
Laporan- disposisi l() nrcllll I-aporan. disposjsi

Menterahlian lapomn tahunan kcpada Pcjabat Pelaksana

untuk drkinn kc Gubemur da! didokunenhsikan

vt_]- Laporan. disposisi l0 menil L:tporen. disposisl

Nlengirim dokumen Laporan Tahunan lepada Gub€rnur

nrelalui Biro Kerjasama dan mendokumenlasikan Laporan

taiunan.

-__9_
t'"IaJ

Laporal disposisi l5 nlcnit Laporafl tahunfi lnspekomt
Dacrah. buki dokumentasi

I

I

I

I



15 Tahun 2018

r'E+

PEMERINTATI PROVINSI NUSA TENC'GARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Juli 2018

,:,:.::':--'.' Pern6ina Tingkat I
':*;airp:"16650808 199503 1 oo3

Drs. L4anianus Jawa. M.Si

Disahkan oleh

Penyusu nan LaPoran Kiqgqql$Ensl

Kualifikasi
Pendidikan minimal S1

Memahami sistematika penyusunan laporan

Memahami tata naskah dinas

tt t"lt"' 
, , :: ,.. c-r"a 6"*[t"t R"iot asi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Presiden Nornot S1 Tuh;2010 tentang Crrand Design RefoI

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Ne'qara dan Ret"Tlti?.t:*::t"::T?::iJ:?13:l'
|iflilffi;ill:';,$ffifi il;;]"i;;oran Kinerja dan rata Cara Reviu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang pedoman eenyu*rian dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrast

Pemerintahan
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20 l7 tentang Petunjuk Teknis

penyusunan dan Pelaksanaan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemenntahan di

Lingkungan P"..rinruh Ptouinti Nutu T"ng

ATK
Komputer
Printer

I

2

5

SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Penanganan Surat Mastrk

Pencatatan dan Pendatnan

Olri-pun dalam bentuk Sotbopv dan HardcopyPeringataltt

Apabila standar op"rurililiTr*"d* prnyurunTlfiFliluk d'pu,uhi rnaka akan b-erdampak pada

(uratan pengukuran kiner-i a InsPeklorat



Pehkrana Mutu Baku

Keteratrga!
No. Trbsp Kegiatan

Sekretaris
Kepda Strb

BEgiu PDE

Pejabdt
Pelaks:u!

Ingpeldur Kelengkapan Waldu Output

,, J I ) 7 I t0

I M*uga"kut K"palu Sub Bagian PDE untuk

mempersiapkan konsep LKIP InspeLlorat @
Agarda Ke4a 15 menit Disposisi

Disposisi 15 merut Disposisi
2 Monerintaht<an Pelabat Pelahsana untt:li

mengunrpulkan bahan perynsunan LKIP lnspektorat

Daerah Provinsi dai tiap-tiap bagtan

3 Mo4unrpulLan dan menycrabken bahon pcryTrsunon

LKIP Inspektont Daerah Prorirsi Nfi kepada Kepala

Sub Bagian PDE r -v--tl Disposisi 2bai Bahan laporan- disposisi

Bahan iaporar, disposisi 2 hatt Konsep. disposisi
.l tu'lengottr"f Lftt h.p"ktotat Daerah Eovinsi NTT

kemudian menyeral*an kepada Seketaris r-;
fiGGu ton."p LKIP Inspektorat Daerah ProYinsi

NTT. Jika setuju menyanpaikan kePada Inspektur' Jika

tidak setuju mengembahkan kepada Kepala Sub Bagian

PDE untuk diperbaiki

Tidak I

Konscp laporan, drspostsi I Jar Draf laporan. disposisi
)

Tidsk

Draf laporan. disposisi. I Jam Laporaa, disposisi
6 Memeriksa draft LKIP Lrspektorat Daerah Provmsr

NTT. Jika setuju menaldatangani dan mery€ral*an

kepada Sekrctari5 Jikn tidak schirl melgembalikan

kcpada Sckrclarts urltlrk diperbaihi

'7 Ii"q' 
"rnt'Lr- 

fftp t,,spcktotal Dacrah Prolin\i NT"f

lepada Kepala Sub Bagian PDE untuk

didokumentastkan

t
lr

Laporarr, disposisr l0 mcnrt Laporan. disposrsi

-_,Y_L_i-
Laporan, disposisi l0 nrenit Laporan, disposisi

3

9

Menlerahkan LKIP lnspektorat Daerah Provhsi NTT

kcpuJu PySaLat Pclalsallall ruttul didokuurcntasikon

6fit,rl"" d"t-t"" IKIP lnspektorat Daerah

Prorrrsi N1-I lcpada Cubcmur Nusa Tcngqaru Tinrur

melalur Biro Organisasi Pro\iDsi NTT dan diars'plan

J

L'":]J
Laporan. disposisi 15 menil LKIP lnspcllorat Provtrrsr

Nfi, buliti Tcrina

--l

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIA}{ PDE

Nomor S )P l6 Tahun 2018

Ianggal )embuatan 02 Juli 2018

Tanseal ievisi z1#\
Ianseal lfektif ZrV.{fto\
Disahkan oleh //*-{k

W
ri^*.3t-

r./arva. I

inekat I

ludul SOP
Pelaksanaan Tindak tlnjiF:IFxifPemeriksaan di Perangkat Daerah

Provihsi NTT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

z

J

4

Peraturao Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembrnaan dan Pengawasan Penlelenggaraan

Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nonror I 2 Tahun 20 I 7 tentang Pernbinaan dan Pengarvasan Penyelenggaraan Daerah

Perahgan Presiden Nomor 8l tahun 2010 tentang Grand Design Refonnasi Buokasi 2010-2025

Peratqran Menteri Dalam |.tregeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat

Pengawasan Pemerintah

Perat4ran Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedomnn Penanganan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Perahpan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PerubahEn atas Peraturan Mpnteri Dalam Negen

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengarvasan Menteri Dalam Penvelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalanr Negen Nomor 8 Tahm 2008 tentang Pejabat Pengarvas Pemerintah di Lilgl-ungan Departemen

Dalam Negeri dan Pcnrerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengarvasan atas Penclenggaraan
Pemerintah Daerah

Peratrtran Menteri Penday'ngunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 3-5 Tahun 2012 tentang

Pedonran Penvusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemcrintahan

Keputusan Menteri Dalanr Ncgcri Nonror 6 Tahrm 2003 tentang Pcdoman Pcngarasan Fungsional Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susurran Pemerintah Daerah Provinsi NTT
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunluli Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungau Pemenntah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

l0

ll
t2

z

3

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamalian semua JFA dan P2UPD
Perdah mendapat pendidikan JFA / P2UPD
Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

Kplprklifnn Peralat arr/Kelenskaoan
SOP Pengarvasan I

2

J

t

-i

Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat tliur
Komputer / Laptop 7 Sarana Komunikast
Printer 8 Sarana Mobilitas
Mesin Photo Cop-v 9 KamerF

Flashdisk l0 Buliu Keria

Perinsatan Pencatatan dan Pendataan
Rekomendpsi LHP -vang tidali dilaksanakan oleh penanggung jarvab di masing-masing Perangkat Daerah tingkat Pror,insi

\TT
Disimpan dalam bentuli softcop-v dan hardcopl'



No TahaP Kegiatan

' : Mutu Baku

I 3
'4 5 6 I 9 l0

1 Menugaskan pelalisanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

kepada Seketaris @-
Disposisi I hari Draft Surat Tugas

2 Berkoordinasi dengan Para lnspektur Pernbantu Wilayah dan

membentuk Tim penugasan Tindah Lanjut Hasil Perneriksaan -+-.,t_--F -il1 I

I

Draft Surat Tugas I hari Surat Tugas

J Menyerahkan suat tugas kepada Tim / Pejabat Fungsional /
Pengendali Teknis untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil

Pcncriksaal di Pcrangliat Dacrah
fi- Surat Tugas, Form, LHP 5 hari Rekapan TLHP

4

5

Meoyotun draft Laporan'lindak Lanrut Hasrl Pemenlisaan dan

di serahkkan kepada Selrretan s IT
J-€l I.t'

Rckapan TLHP I hari Draft Laporan TLHP

Meneliti draft Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Jika

setuju diserahkan ke Inspektur. jika tidali maka dikembalikan

untuli dikoreksi T;
Tidak

Draft Laporan TLHP 3 had Draft Laporan TLHP

A Meneliti Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Jika setr4u

disahlian, jika tidak rnalia dikenrbalikan untuk dikoreksi ral Draft Laporan l'LllP 2 hari Laporan TLHP

*
t r"*J

Laporan TLHP I han Laporan TLHP. Arsip
7 Mengarsipkan, menggandakan dan men-v-erahkan Laporan

Tindali Laniut Hasil Penrcriksaan kepada Gubenrur

Pelaksana

Wilayah
Output

-l

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGTAN PDE

Nomor SOP l7Tahun2018
Taneeal Pembuatan 02 Juli 20 I I
Tanggal Revisi /z=\
Ianesal Efellif .Z,ti1Atl Pr\r
Disahkan oleh

Ti^ur,$.

*t D

)vl
7,;tl
ir,/

'ingkat I
199503 r 003

udul SOP Penlusun an Perr anj i afr-RG-eo a ( PK )

Kualilikasi pelaksana :

u6i1;1u,

Instansi Pemerintah

2 peraturan hesideir Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi 2010'2025.

3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

pedoman perylrsunan dan Penerapan Standar Operasional hosedur Administrasi Pemerintahan

4 peraturan Menteri Pendal'agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjul Tel,'is perjanjiun fine.ju" ielaporan Kinef a dan Tata Cara Reliu atas Laporan I(inerja Instansi Pemerintah

5 peraturan Ment€ri Penda-v-agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolaasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

pedo'ran pery,Irsunan d"n Penerapan Standar Operasional Prosedur Adminisfasi Pemerintahan

6 perah'a'GubprnurNusaTenggaraTimurNomor28Tahun2017tentangPetunjuliTeknisPen]T.rsunandan
pelalisanaan Standar Operasional Prosedur Adrninistrasi Penrerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

I Pendidikan minimal Sl

2 Memahanri Tata Naskah Dinas

Peralatan/perlengkaDln :

I SOP Penanganan Surat Keluar

2 SOP Penyustutan LKIP Provinsi

3 SOP Pcnanganan Surat Masuli

I ATK
2 Komputer

3 Perafuran Perundang-undangan terkait

4 TelephoruTaximile
5 Printer

Pencatatan dan pendataan :

i fonnasi Birokasi, Kementerian Dalanr Negeri

dan Badan perelcalaan Pernbangunan Nasional paling lanrbat tanggal 3l Nlaret bulan tahun berjalan

I
1

Data Capaian lndikator Kineria Utanta Inspektorat Daerah Tahun Sebelurnnva

Disirnpan sebagai data elektrorrik dan ntattual



Efuu-s$ eugi- roE u uk melakukan

perjatrjian kinetja lnslektorat Daerah

6;.t"htt" P"j"b"t Pelaksana menliapkan bahan

M*t"pkat b"tt k"t"flgkaptn Perjanjiln Kinerja dan

menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian PDE

Effiia" f ;n..ja Oatr menlampaikan ke Sekretans

Mfr.ffi-iG-nte1u r-tep e6anjian Kinerja Apabila setuju

disanDaikan ke Inspektur. Apabila tidak setuju dikcmbalikan

kc Kcpala Sub Bagian PDE unluk dipcrbaikl

6ift-iffin1i^ rin"4a Apabila setuju

ditandatal8ani dat menyerahkan kepada Sekrelaris Apabila

tidak s€tuj; dik€mbalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

M*'t-lvenre-*"t"hk- k"p"d" Kap,iL Sub Bagian PDE untuk diproses

k"pod" P"jobnt Palnkan a rulluk proses

\lcrregrnd,rkiln. mcndislribusikln hcpJda Ltlr0 urganl\asr

SETDA Provinsi NTT dan mengarsipkan Petjanjian Kincrja

PersxIll_ TutuBaku

Trbap Kegiltat Kelengkapan w'ktu Output Keterangan
Sekretaris lnspektur

PDE

I

,

5 6 7 E 1n

ASenda Kerja 5 menil Petunjuk Kerja

f Y"' )- --l
lr

Petunjuk Kerja 5 menit Petunjul Kerja

Petunjuk Kerja 5 llari e.non Lrl.noLtnan
v__LJ PenF$unan PK

lnspektoral Dacrah

--!---l-r_l
Bahan Kelengkapa I Hari Konsep PK

I

lYu

Pen',Dsunan PK
koYinsi NTT

Konsep PK 2 Jam Draf PKr+ -I's*l5

Drali PK 2 Jam Dokumen PK

I rtaul6

Dokulnen PK 5 menil Dokumen PK

7

[:}-
Dokuuen PK 5 menrt Dokumen PK

lr- I
li

n
Dokumen PK I Jam Dokunen PK

Inspcktornl Daetth----J-

L'".C



4E+

Pf,MERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP l8 Tahun 2018

Tanggal Ppmbuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

TangsalEt-ektif

Disahkan oleh

fi-

\

Judul SOP Penypsunan Rencana Kineria Tahunan (RKT)

Dasar Hukunr Kualifikasi Pelaksana
I

2

3

Unda4g-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birc'krasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornrasl Birokrasi Nomor 3 5 Tahun 201 2

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pererrcanaan. Pengendalian

cian Eyaluasi Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunluk Teknrs Penyusunan

dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Li,rgktrngan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4

5

I
2

Pendidikan minimal Sl

Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkait:in Peralata nr?erlen gka pan

I SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penyusunan LKIP Provinst

3 SOP Penanganan Surat Masuk

I ATK
2 Komputer
3 Peraturan Perundang-undangan terkait
4 TelephonlFaximile

5 Printer

Peringatarr Pencatatan dan Pendataan

Penyampaian LKIP ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian

Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat tanggal 3l lvlaret bulan tahun

berialan

1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Tmur,fr-

Tingkqt I
i 199503 I 001



Pelakana Mutu Baku

Keierangan
No. Tahap Kegiatan

S€kr€taris
Kepala Sub Bagian

PDf,
Pejabat pelakJana Inspektur Kelengkapan Waktu Outpul

j 4 6 7 E 9 10
2 Agenda Kerja 5 menit Petunjdi Kela

I fi*-.1^ r"putu Sub Bagian untuk rnelakukan

Perryusunan Dol:rrtDen Rencam Ke0a Tahunan lnsp€ktomt @-
Ilaemh Pctunjuk Kcrja 5 memt Petunjuk Kelja

2 V"n*iotut*- t"lutut Pelaksana menfapkan bahan

kelengkapan penFsunan Rencana Keda Tahunan

InsDektordt Daemh

-1___l

Petunjuk Kerja 3 hari Bahan Kelotgkapan
Peryusunan RKT
Inspektorat Daemh

l frl*liuptun tuttuo t"t*gkapan penluunao Rencaru Kerja

Tahunan tisp€klorat dan menyampaikan kepada Kepala

Sub Bagian PDE T

-*

Bahal Kelengkapan

Pcnluunan RKT
Provinsi NTT

2 ja''" Konsep RKT
.l Meryusua konsep Rencana Kerja Tahunan dan

men) ampaikan ke S€kretans f*
Konsep RKT 1 bari Draf RK'I

j

6

M"."lk* K""*p R"""*" Kerja Tahunan' Apabila setuju

disampaikan kepada InsPektur, apabila tidali sctuJu

dikernbalikan ke Kepala Sub Bagian PDE nntuk

memperbaiki
Draft RKT 2 Jam Dokumeu RKT

M""""t.* Darft RKT Apabila sotuju ditanda tangali dan

menverahkan kepada Sekretaris Apabila tidak seluju

dikenrbalikan kepada Scketaris unluk diperbaiki

Ti'tnk

-t
DoLurnen RKT 5 menil Dokumen RKT

1 m1erdrki l*p"a" r+"la Sub Bagian PDE untuk

diprosds pendisltibusran
---J---L-F

Jr- Dokumen RKT 5 nlcnit Dokurnen RKT
8 fi"^".^t trt t"puau lejabat Pelalisana untuk proses

pendislrtbusran

DokunEn RKT 2 Janl Dokumen RKT
lIlspeklorat Daerah9 ll""gg*,1"k"t . .",taisribusikan kepada Biro Orgarisasi

Sl-l DA Prolrnsi N I'l dan mengarslpkal! RKT lnspeliloml

Daerah

J-.
E"U

lr I

*l

-l



PEMERINTAH PROI'INSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAII

SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP l9 Tahun 2018

Tanqqal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal R.evisi

Tanseal Efektif ,ffiR
Disahkan oleh (;W.

\ii\ Dg,gfuusJa*aM.si
'\s.-fib-#0ffi'''lffiT'*'

Judul SOP Peqlrsunan Rencana (erja (RENJA)

Dasar Hukurn Kualifikasi Pelaksana

I
2

3

4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguun Nasional

Udang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 teftang Keuangan Negata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah

Peraturao PqneriDrah Nomor E Tahun 2008 tenrarlg Tahapan Tata Carg PeDyrsunan Pengondalian dan Evaluasi

Pelaksalaan Rencana Ponbangunan Dacrah

Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tcntang Grand Design Refornasi Birolaasi 2010-2025

Peraturan Msrteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksa.naan Pcraturan Psnerinrah Nomor 8 Tahun

2008 tentalg Tahapan Tata Cara Penlusunar Pengendalian dan Evaluasi Pelaksa.naan Rqncana Pembangunan Daerah

Peraturar Mcnteri Penda)-agunaan ApaEtur Negara dan Reformasi Bimkrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Fcdornan

Penlusuran dan Penerapan Standar Opcrasional Prosedur Administrasi Pomerintahan

Peraluran Mgntcri Dalam Nc'geri Nomor E6 Tahun 201 7 tcntang Tata Cara Per€ncanaan. Pcngendaltan dan Evaluasi

Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rcncarn Pembangunan Jargka Panjang Daerah dLrn Rencana

Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor I Tahu. 2008 tentang Rcncana Pembanguaan Jangka Panjang Dacrah Provinsi

NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Nfi Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Penrbangunan Jangka Nlcncngah Dacrah

Prolinsi NTT Tahun 2013-2018

Peraturan Gubemur Nusa TenggaB Timur Nomor 28 Talun 2017 tcnbng Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksaman Standar Operasional Prosedur Administrasi P€menntahan di Lingkungan Penerintah Provinsi Nusa

Tenccan Timur.

5

6

l0

ll

I

2

Pendidikar minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan PeralataD/Perlengkopan

I SOP Pelaneanan Surat Keluar
2 SOP Penwsunan Rcnstra Biro Organrsast

I ATK
2 Komputer

3 Telepbon/Farirnile
4 Printer

Peringstan Pencatat{n dan Pendotaan

Anabila Penursunan RENJA tidak sesuai Drosedur- maka akan berdamoak oada kualitas txnlsunau RKA dat DPA. Disimnan dalam bcntrrk Softronr dan Hardcoor



No, Tahap Kegiatar

Pelaksana Mutu Baku

Kel€rangan
Sekretaris

Kepala Slb
Bagian PDE

PrjEbat pelaklana Inspcktur Kelengkapatr WaLtu Output

l 2 J 5 6 7 I 9 10

I Menugaslian Kepala Sub Bagian PDE urtuli men1r:sun

rercana kerja InsPektomt @- Agenda Keda l0 Mclxt Disposisi

2 Merncrintahkan Pejabat Pelaksana ufltuk nenyiapkan bahan

kelengkapan pcnlusunan rencana kerja dari riap-tiap Sub

Bagian dan hbanwil dan diseral*an kepada Kepala Sub

Basian PDE
n- Disposisi l0 mctlrt Disposisi

3 Mcnliap*an balran kele gkapao p€n)rrsunart rencana kcrja

Inspektorat dari sub Bagian dan lrbanwil kemudia!

menyampaikan kepada Kepala Sub Bagiar PDE

Disposisi 30 Menit Bahan keleogkapan
penlrsunan rencana keda
Inspeldorat Daemh

.l Menlrsun konsep rencana kerja Inspekomt Daeral

kemudian meryeraltkan kepada Sekrclaris {+ Ba]ran kelengkapgn
pen!,usunan rencana kerla
Inipektomt Daerah

I Hari Konsep rcncana kerja
lnspektorat Daerah

5 Manreriksa konsep rencana kerja Inspel:torat Daerah

Apabila setlju mernaraf dan menyampaikan kepada

Inspektur. Apabila tidak setuju mengembalikan k€pada

Kepala Sub Bagiar PDE urnrk diperbaiki

ridih 
I

Konsep rencana kerja
Inspekto.at Daemh

30 Menit Draf rencana kerja
Inspektorat Daemh

6 Memeiksa drafrencaM ke.ja Inspellorat Daemh Apabila

setuju nrenandaEngani dan menyarnpaikan kepada

Sekrclaris. Apabila lidak seluju mengenbalikan kcpada

Sekctaris unluli diperbaiki.

I riaul
DraI rencana kerja

Inspektomt Daerah

30 Mcnil RencaM kerja Inspellomt
Dacrah

7 Menlerahkan rcncsna kerja lnspekorat Daemh kepada

Kepala Sub Bagiar PDE untuk proses pendistribusiar
+

lr-
Rencana kerja lnspeklont
Daerah

l5 n)enil Rencana kcrja lnspektomt
Daerah. disposisi

Mellycftfikan reucana kela Inspeklomt Daemh kepada

IrcJsbsl Pcl0l\sno ultnrk proscs pcndlsmbusi0n rf- Rcncana kerja lnspeklorat
Daerah. disposisi

1-5 nlcnil Rcncana kcrja hrspeklorat
D.cri l. disposisi

MenggaDdakan. mendistribusikan le B,{PPEDA Provinsi

NTI dan ncndokumentasikan t*,"yJ
Rencana kerja Inspektorat

Dacrah. djsposisi

3{) menit RencaM kcrja Inspektoral
Dacrah. bukti dokumcntflsi



PEMERINTAE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMTIR

INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Noinor SOP 20 Tahun 2018

Ia$SSd Pernbuatan 0z Juli 2018

Ialeeal Revisi

Ia8eeal Efektif
Disahkan oleh

Tingkal I
199503 I 003

ludul SOP Penusunan Rencana Strategis (RENSTP.A)

t&nlifikasi Pelaksana

t U"d"nfu"d*g Nomor l7 Tahpn 2003 tentang Keuanpn Negara

2 Undan!-undang Nomor 25 Tahpn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 I 4 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya

4 peraturan pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusuna4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Penrbangupan Daerah

5 Peratunn Presiden Nomor 8l t4hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2ol0'2o?5

6 peraturan Menreri Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara PenyuSunan Pengendplian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangurun Daerah

g peraturan Menteri pendavagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 t€ntang Pedoman Penluslrnan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9 peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pcrencar[aarl Pcngendalian d.irn Evaluasi Daerah. Tata Cara

Rancangan peraturan Daerahlentang Rencana peurbangunan Jangka Panjang Daeralr dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan

Rencana Ke{a Pernerintah Daerah

l0 peraturan Daerah pro.,insi NTT Norno; I Tahun 2008 tcntang Renc.rna Pernbangunirn Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT I'ahun 2005'2025

II peraturanDaerahprovinsiNTTNornorlTahun201,+tentangRencanaPernbangunilnJangkaMenengahProvinsiNTTTahun2013-2018

l2 peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pctuil.irrL Tcknis Penl'usunan dan Pelaksanaarl Stand.:rr Operasional

prosedur Adminisrasi Pemerinlahan di Lingkungan Pemerinlah Provinsi Nusa Tenggara Titnur.

Pendidikan minimal Sl
Menguasai Tata Naskah Dinas

Peralatan/Perlen gkapan

SOP Penanganan Surat Masuk

SOP Penanganan Surat Keluar

I ATK
2 Kornpuler

3 Telepor/Farimili
4 Printer

Pencatatan dan Pendalaanrcntrgalan . .. ,

bernurakanberdanrpakpadater|ambatn1'apgn}usunanRENJA.RKA/DPAdan

dokumen perettcanaan lainnla. ,

I Data Capaian Kineria Perangkal Daerah tetiap lahun

2 Disinrpan sebagai dlta elektronik dan rn4nual

Kb



No.

Pelaksana : Mutu Baku

KeteranganSekretaris Pejabat
Pelaksana

, Waktu

I 2 3 1 5 6 I 9 10Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang penyusun* ngf'fSfnA per*ek;
Daerah dan mendisposisi kepada Selaetaris

Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan

Disposisi
L Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi tnsp"ttrr, ,"la"jur"yu

mendisposisi kepada Kasubbag PDE untuk meny.usun RENSTRA
_vr_F Surat Edaran dan

Disposisi
15 menit Surat Edararl

Disposisi dan

petunjuk
J Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi pimpin.an ;JanJutn)"

menugaskan Pelabat Pelaksana unhrk menyampaikan Surat Edara' Gubernur
ke setiap Inspektur Pembantu Wilavah

_-*_t_F Surat Edaran,

Disposisi dan petunjuk
2han Swat Edaran,

Disposisi dan

petunjuk
4 Mendistribusi Surat Edaran Gubernur kepada seluruh r"rp"tt 

" 
n",nu-t"

wilayah selanjutnya mengumpullian dan mengolah data dari tiap Inspekt,r
Pembantu Wilavah kemudian menyerahkan kepada Kasubbag pDE

Surat Edara4
Disposisi, p€tunjuk

2 hari Surat Edaran

Gubemur

terdiposisi dan data

yang telah diolah

5 Menyusun konsep RENSTRA dan nr"nyrnpuik- k$ili-IGffi #tr Surat Edaran
Gubernur terdiposisi
dan data yang telah
diolah

I jam Konsep

RENSTRA

J
t) Mengadakan Rapat bersama llspektur, para Inspektui pe;Gnhr W;i;;i;

Kasubbag PDE, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan
menrbahas Konsep RENSTRA dan menugaskan Kasubbag pDE unnrk
menl,empurnalian sesuai hasil rapat rts -{-L* I

n___J

Konsep RENSTRA I janr Konsep
RENSTRA Hasil
Pernbahasal

bersanra
+l_F
........-r

7 Memperbaiki konsep RENSTRA sesuai hasil rapat. din nen..arnpail.a--*.-poaa
Seketaris rurtuli dikoreksi

Ya

Konsep RENSTRA I0 menit Konsep

RENSTRA

8 Menreriksa kornep RENSTRA. Apabila setu.yu, paraf dan diru,npu,k'k.pudu
Inspekt*r. Apabila tidak set'ju. dikcnbalikan kepada Kasubbag pDE u'r,k
memperbaiki.

J f Ti.trk 
I

Konsep RENSTRA I 5 nrenit Konsep

RENSTRA

Tahap Kegiatan
Inspektur

I

I

I

I

L



Mutu BakuT
I(elengkapan I Waktu

Im
9 Memenksa konsep RENSTRA. Apabila setuju, menandatangani dan

diteruskan kepada Sekretaris, jika tidak dihembalikan kepada Sekretaris rurhrk
dikoreksi

=i
RENS'IRA dan Nota

Dinas Pengantar

15 menit RENSTRA dan

Nota Dinas
Pengantar

tergandalian,

terkirinr,
terdistribusi dan

Ierkait SOP

Nota Dinas

tnspektur

l0 Menveralrlian kepada Kasubbag PDE unhrli digandal:an dan disampaikan
kepada Gubemur NTT

RENSTRA dan Nota

Dinas Pengantar

tergandakan, terkirim,
terdistribusi dan

lcr at srP

I5 menit RENSTRA dan

Nota Dinas terkait

SOP

il Menverahkan kepada Pejabat Pelaksana unhilt setenrsnya digandakan, dan
disampaikan kepada Gubernur Nfi up. Kepala BAPPEDA. serta
mengarsipkan pada Sub Bagian PDE

RENSTRA
Inspeklorat dan Nota
Dinas Pengantar

15 menit RENSTM dan

Nota Dinas

Pengantar.

Ierkait SOP

Nota Dinas

lnspektur

Tahap Kegiatan
Inspektur

I ) 3 '4 ) 6 I 10

-l



r€Er

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

2l Tahun 2018

02 Jqli 2018

Disahkan oleh

Rencana Keeiatan dan A

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 200
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentngSistem Perencanaan pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangpemerintah Daerah
Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokasi 2ol0-2o2s.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Rancangan Pergturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panlang Daerah dan Rencana Pembangunan lVlenengah Daerah dan Renc4na
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentangpetunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasr pemerintahan di
Lingkung4n Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pendidikan minimal Sl
Memahami penyusunan program dan anggaran
Menguasai komputer

I SOp penalganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan surat masuk
3 SOP Penypsunan Rencana Keria (RENJA)

I ATK
2 Komputer
3 Telepon/Faximile
4 Printer

Pencatatan dan PendataanApabilatidakdi|akukansesuaiprosedur'nukuukun
Pelaksanaan Anegaran (DPA) Inspektorat Daerah

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy



M*"g.sk- K.prt, Sub Btgian PDE unnrk menytun

rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Inspektorat Daerah

Mc#"lrhk"" P.J"bt ieloksano untuk meryiapkan

bahan kelengkapan penlusunan rencana keglatan dan

anggaran dari tiap-tiap bagian dan rnenyerahkan kepada

Bahan kelengkapan
penyusunan rencana

kegiatan dal anggaran

(RKA) lnspektorat Daerah

Menyiapkan bahan kelengkapan pen)'usunan renacana

kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap lrbanwil dan dan

menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian PDE

Konsep rencana kegiatan

dan anggarar (Konsep

Rl(A) Inspektorat Daerah
Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran

Inspektorat Daeralr kenrudian menyerakan kepada

Draf rcncana kegiatan dauKonsep rencana kegiatan dan

anggaran (KonseP RKA)
Inspektorat Daerah

konsep rcncana kegiatan dan anggaran

Inspelrrorat Daerah. Apabila setuju memberi paraf dan

rnenyampaikan kepada Inspcklur. Apabila tidak setuju

mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian PDE untt*

diperbaiki Rencana kegiatan dan

arggaran Inspcktoral

Daerahr.

Draf rcncana kegiatan darl

angguratl I nspcklorat DaerahM"ta"k* d.^f t*cana kegratan dan anggaran lnspektur

Daerah. Apabila setuju rnenandatangani dan

menyampaikan kepada Sekretans Apabila tidak s€lulu

mengembalikan kepacla Sekretaris untr* diperbaiki'

nggoron lnspcklorot
Rencana kegiatan dnn

anggaran Inspc!'roratMatDtr"ttktt 
"llcana 

keglatan dan anggaran lnspcktorat

Daerah kcpada Kcpala Sub Bagiarr PDE

Rencana kegiatan dan

anggaran Inspektorat

Daerah. disposisi

Rencana kcgtatan dan

anggaran Inspektorat

Daerah. disposist

Ma")"taltka" ,encana keglatarl dan anggaran Inspektorat

Daerah kepada Pejabat Pclaksana

Rencana kegiann dan

anggaran Inspektorat

Daerah. bukti dokunentasi

Rencana kegiatan dan

anggaran Inspektoral

Daerah. disposisi

Menggandakan. nrcndistribusikan dan

Mutu Baku

Keterangan
Tahap KegiatenNO Sekretaris

Kepalr Sub Bagian
PDE

Pejabat pelaksana Inspektur Kelengkapan Waktu Output

I a tn
4 J'rl

I

Agenda Kerja l5 menit Disposisi

I

1

@-
Disposisi l-s menit Disposisi

Disposisi I hari

.,

Bahan kelcngkapan
pen!'usunan rengma

kegiatan dan anggaran

[RKA) lnspekrorat Daerah

2 hari

1""

Ya

30 mentt

)
Tidak

mggaran Inspektorat

Dacralr

30 rnenit

()
Tidak

l5 menit Rencunn keciltan dan

'7

lr
l5 ntenit

8

15 menit

9



'E+

PEMERINTAH PROVTNSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP 22 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

TanggalRevisi

Tanseal Efektif
Disahkan oleh I +fuS::';x.L*"rimur,!-

i' :'rr. 

= drdfrbt J*"Mri"'"''' ,ii-xli!ffiaina Tingkat I

MP.19650808 199503 I 003

-4

Judul SOP Penvusunan Program Keria Pengarvasan Tahunan (PKPT)
Dasar [Iukum Kualifiknsi Pelaksana
I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Desarn Reformasi Birokrasi2Ol0-2025
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan ,{tas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I l0 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Pemenntahan
5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Pelaksanaan Standar Operasronal Prosedur Administrasi Penrerintahan di Lingkungan Pemerinlah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

I Pendidikan minimal Sl
2 Memahami sistematika penyusunan laporan

3 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
I SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP PenBnganan Surat Masuk
3 SOP Penvusunan Renla
4 SOP Penvusunan RKA

I ATK
2 Komputer
3 Printer

Peringatan Pencatafan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan PKPT tidak dipatuhi maka akan berdampak pada

ketrdaktepatan program dan kegiatan serta waktu pelaksanaan
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy



Pelaksana Mutu Boku

KeterangrD
No Tabap Kegiatan

S€kretsris
Kepala Sub
Bagian PDE

Pejrbat
Pel.ksrna

lnspektur Kelengkapan Waktu Output

3 4 ) 6 7 8 9 10

I
I Ir{en rgaslao Xepala Sub Bagian PDE untuli mempersiaplian konsep

Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT) f'"{ )-
Agenda Kerja 15 menit Dsposisi

Disposisi 30 menit Disposisi
2 M"a*.t"hk- P"i"b"t Pal'ksana untuk mengumpulkan bahan

penyusunan PKPT dari tiap-tiap trbanrvil / bagian

J-*l--T-

Disposisi 3 han Dsposisi dan Konsep
3 Melgumpulkan, menl'l]"un bahan dan mcmbuat konsep dokumen

PKPT dan menyeraNiamya kepada Kepala Sub Bagian PDE

f""
rtdill Disposisi dan Konsep I Jam Disoosisi dan Konsep

4 Memeriksa konsep PKPT Jika setuju meryampaikan kepada

Seketaris, Jika tidak setuju mengcnbalikan kepada PeJabat

Pcluksruru untuh dipor boil*-t fv"
ryil

Drspostsr dutt KuttscP I Jalt Draf dokumcn, Disposisi
5 Mimenksa konsep PKP I. Jrka sctu.;u menvampaikan kepada

lnspellur. Jtka trdak sehiu mcng€mbalikan kepada Kepala Sub

Bagian PDE untuk dip€rbaiki

Draf dokumcn. Disposisi I Jam Dokumen PKPT dart

Disposisi6 Memeriksa draft PKPT. Jika setuju nr€nanda(angam dan

menyerat*an kepada Seketaris Jika tidali setuju mengembalikan

kepada Seketaris untuli diperbaiki

Tidak

I

Dokumen PKt' l dan

Disposisl

l-5 menll Dokumsl PKP I ,lLur

Disposrsl7 ll*,""ruttt- eff't fcpada Kep0la Sub tsagran PDb untuk

dikirimtian ke Gubemur NTT L-F
Dokumen PKP I dan

Disposisi

l5 mcnrt Dokumen PKPT daa

DisposisiIJ @ana untu.li dikimhan ke

Gubcrnur NTT L_r-
/___J_\
t'ryJ

Dokun)en PKPT dan

Disposlsl

l5 menit Laporan PKPT- bukti

dokumentasiMenggandakan, mendistribusikan kcpada Gubemur NTT dan

mengarsipkan PKPT Inspektoral Daetah

-j-lr-
I

-#



PEMIRINTAII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SIJB BAGIAN PDE

Nomor SOP 23 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi
Tansgal Efektif
Disahkan oleh /,

Judul SOP Pelaksanaan Reviu Periodik Angg4ran Operasional

f)rcor }frrlrr Kualifikasi Pelaksana

ffiNomor79Tahun2005tentangPedomanPembin4andanPengawas4nPenyelenggaraarlPemerintah
Daerah

2 perarrrran Presiden Nomol 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2025

3 peraturAn Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan

Pemerintah

4 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen

Dalam |.{egeri dan Pemerrntah Daerah

5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengayasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

6 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Penrerintah Daerah

7 peraltrran Menteri pen6ayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012tentang Pedoman

penyuspnan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan

9 Keputusan Menteri Dalanr Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan

Pcmcrintah Daerah

I0 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTI'

I I peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunluk Teknis Penyrsunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan din Lingkung&n Penrenntah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2I-IPD

Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

Keterkaitart Peralatan/Kelengkapan

vinsi dan Kab/Kota

SOP Perjalanan Dinas

SOP Pemeriksaan Khusus

SOP Reviu Laporan KeuanganAa

I

2

3

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ukur
2 Komputer / Laptop 7 Sarana Komunikasi

3 Printer 8 Sarana Mobilitas
4 Mesin Photo Copy 9 Kamera

5 Provektor l0 Buku Keria

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

R*,* dtl.M"akan untuk nrqUg.in k"lon"ttun p"l Disimpan dalam bentuk Softcopv dan Hardcopy

Tenggara fimur,\d

Marsianus Jawa. M.Si
l'erhbina Tingkat I
9650808 199503 I 001



I Menugaskan kepada Sekretaris untuk melal:ukan Revir
Anggaran Operasional.

Kertas/lembaran

disposisi

5 menit Surat Disposisi
Inspektur

2 Memerintahtan kepada:
. Kepala Sub Bagian Keuangan untuli menyiapkan data-

data realisasi keuangan sampai dengan saat ini
. Kepala Sub Bagian PDE untuk menyiapkan data-data

terkait dengan PKPT/Penugasan )'ang belun direalisasikan

samoai densan saat ini

Surat Disposisi 5 merrit Surat Disposisi

J Berkoordinasi menyiapkan datadata realisasi keuangan

sampai dengan saat ini dan menyiapkan datadata tertait
dengan PKPTlPeuugasan yang belum direalisasikan sampai +l---__]

-1_l

Surat Disposisi dan

dokumen pendukung
I jarn Laporan Realisasi

Keuangan

SOP PKS

deugan saat ini, rnembuat konsep laporan reviu periodik

,urggamn operasional dan menyampailan kepada Sekretaris

direviu

Ya

4 Mereviu laporan hasil reliu anggaran operasional, jika
sehriu disamnaikarr kenada Insnekhrr untuk ditandatarrsani Tidak

PKPT dan Realisasi

Laporan Keuangan.

KonseD Pela*sanaan

I hari Draft/Konsep

laporan

Pelaksanaan Rer"iu

Anggpran

Operasional

sedangkar iika tidak setuiu diliembalikan ke Kepala Sub

Bagian PDE dan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk

diperbaiki
Ya Reliu Laporaan

Anggaran Operasional

5 Meneliti Laporan Hasil Reriu Anggaran. Jika setuju

menandatangani dan menyerahlian kepada Sekretaris unn*
mendistribusikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil

Ld
Tidak

DrafVKonsep laporan

Reviu Anggaran

Operasional

I han Draft/Konsep

laporan Reviu

Anggaran
OnerasionalReviu Anggaran

Menyeralrkan Laporan Hasil Reviu Anggaran kepada

Kcpala Sub Bagian PDE untuk didistribusikan dau

didokrunentasikan

Ya :7'-,- DrafVKonsep laporan

Pelaksanaan Reviu

Anggararr Operasional

2 jant Laporan Pelal<sanaa

Hasil Reviu

Periodik Anggaran

Operasional

7 Menrerahlian Laporan Hasil Reviu Anggaran kepada

Pejabat Pelaksana untuk didsfribusikan dan

chdokumentasikan

Laporan Pelaksanaan

Hasil Reviu Pcriodik

Anggaran Operasional

I janr Laporan Hasil

Pelaltsanaan Reliu
Periodik Anggaran

Operasional

li Mendistribusikan dar rnendokumcntasikan Laporan Hasil

Reviu Anggararr

Laporan Hasil

Pelaksanaan Rer,iu

Periodik ,{nggaran

Operasional

I jan Laporan Hasil

Pelaksanaan Reliu
Periodik Anggaran

Operasional

No
Pcfaksana ' :"': 

"
.'.' Mutu Baku

fncnetfrrr CeUiar.irir Srrh llroien Sub Bapian PDtr Peirhct Kelenqknnan .Waktu I Orfnrrl
I 2 ? { 6 I (, to ,,

I



PEMERINTAH PROVINSI TENGCARA TIMIJR

INSPEKTORAT DAERAII
SUB BAGIAN PDE

pru

wd

Disahlan oleh

Diutamakan semua JFA dan P2UPD

Pemah mendapat p€ndidilan JFA / P2UPI)

Pejabal Strultural pado Inspellorat Dacrah

Dat" Hultut= , ::t ;;;:i::: " t :[gu*, ur- Pen\ elenggaraan Pemerintah
i-EiG- P"t"rintah Nomot 79 Tahun 2005 tcntang Pcdomal Pembnaan oan r'

Daerah

2 Peraturan Pqocrintoh Nomor l2 Tahun 2017 tentang PeEbinaan dan Pedgarrasan PetrYelenggaraan Daerah

i i"r"*^ **ta* Nofto, Nl rrhun 2010 tedang Giand Design Reformasi Birokasi 2010-202J

4 Peratwan Menieri Dalan Negen t'tonoiz8 tahr'i zooT tentarig Norma Pcnga$'asan d@ Kode Efik Pejabat Pengawasan

5 Peratufan M€nteri Duragl N"gd No; ii iJ- Z0or t"nt-g p"doman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Li4kungan

Depatlemen Datas Negeri da! Petoerintah Daetah

6 P€rsturat Menteri Dufurn N"g* Noto'i ishur 2009 tentang Perubahan stas Pathlran Mentefl Dalam Negeri Nomor 2l
" i;;;ili;;;;';-e"aot* rutu c-u r"nga$asdn Penvelensgaraan Pencrintah Daerai

7 Perahlan Menteri Daa. Negs" Notno' i firun Z00f tentang Pcjabat Pengaqas Perr|erirrlah di Lingldlgan DeparteDen

flalanr Ncgeri dan Pernerinrah Daerah

g iaru*ut 
"fr4ou"rl 

Oalanr NegeriNomor 7 Tahun 2008 tenrang Pcdonlal Tata Cam Pengalrasan atas Pcnlelenggaraan

Pemcnnlah Dacrah

I Prl0l t|lrl Nt.rll.r i P.n.l.r']'ngunn!n Apsrstut Ncgar[ dsrl Rclonn0si Birokori Nomor 35 Tohun ?01? lenlang Pcn\elcnq80r3an

Pedoman Penl'usunarr dan Penerapan Statdar Operasional hoscdur Administsasi Pcmermtalran

l0 ;;;;;; M;*.i Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 rcnrang Pcdoman Pengawasan Fungsional Pcrl clcnggaraan

Pe Fnnlah Dacrah

ll Pcratui ar Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pcmbent lan daD Susunan*Pemerintah Daerah Pror insi NTT

l2 pcraruran cubcmur Nuru r"nggru L* r,loior 2g TahM 2017 tentang PetunJd( Telois Petrylsluran dan Pelaksanaan standar

'- b*i"t.*t pt*"aur AdnriniJasi Pcnerintalan di Lingkulgan Pe erirrtah ho\ insr

I Aiat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ljliur

2 Ko rputer / Laptop 7 Sarana Kornulikasi

3 hhter 8 Sarana Mobilitas

4 Mesin Photo CoP5 9 Ka$era

I SOP Pengatasan

2 SOP LAKIP
3 SOP EKPPD
.l SOP Pangaduar Mas]arakst

Dsirntiar dalom bcntut Sol'tcop1 dan Hardcop5
crikoon APlP darr BPK



-

itt

No Inspehtur Keterangan
Sub Bagian PDE

,, r.nspektur

,t Pembantu
Willyah

Sub Bagian:
Keuangan

6 E 9 "1A 1t
2 3 4 J

I Lembar Check List,

Laptop, Flashdisk

5 han DAIA TLHP. HASiI

Pemantauan, Evaluasi

LAKIP, Hasil Reviu.
trLDDn Denanoanrna

I Mengumpulkan dan mengelompokkan data hasil

pengawasan (Audit, Evaluasi, Rel'ier$ APIP dan

BPK dan rekapitulasi anggaran dan

menyampaikan surat pengajuan unmli

pen)usunan Lapooran Ikhtisar Hasil Pengarvasalr

kepada Sekretaris

Kasus, DPA Inspektorat

Prov Nfi, Surat

Pengajuan

Surat Pengajuan

Penyusunan

Laporan Ikhtisar
Hasil Pengawasan,

I hari emhar Disoosisi- Surat

7 Menerima surat pengajuan penyusunan Laporan

lkhtisar Hasil Pengawasan dari Sub Bagian PDE

dan dileruskan ke lnsPektur

Pengajuan PenJusunan

Laporan Ikhtisar Hasil

Pengawasan

Lembar Disposisi,

Surat Pengajuan

PenYusunan

Laporan lkhtisar
Hasil Pengawasan

I hari tembar Disoosisi- Surat

) Menerima surat pengajuan pen,'tlsumn Laporan

tkhtisar hasil Pengawasan dan menyerahkan sura

perintah kepada Selretaris untuk melakukan

punbahasan penlusunan Laporan Ikhtisar Hasil

Pensarvasan

Periltah Pembahasan

Penyusunan Laporan

tkhtisar Hasil

Pengawasan

Lcrnbar Disposisi.

Surat Perintah

Pembahasan

Penvusunan

Laporan lkhtisar
Hasil Pengasasan

2 hari l)okunren ocmbahasan

4 Menerima surat perintah darl berkoordinasi

bersama lrbanuil. Sub Bagian PDE dan Sub

Bagian Keuangatr untuk melakukan pembaltasart

penlusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengarvasan

kepada Sub Bagian PDE

f-k-ll-

Laporan llihrisar Hasil

Pengawasan.

Ya

I t'.- -<>
Hasil Rer,iu

Laporan lkhtisar
Hasil Pengarvasan

I harr Laporan lkhtisar Hasil

Pengarvasan5 Vlenerima Laporan Ikhtisar hasil Pengatasatl

Iika setuju disahkan danjika tidak rnaka

likenrbalikan ke Seketaris
Laporan Ikhtisar

Hasil Pengarvasalt

I hari Arslp

6 Mengarsipkan Laporan Ikhtisar Hasil

Pengawasan I selesai 
J



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAE
SUB BAGIAN PDtr

199503 I 003

Kegratatt Penya-paiatt Tirn Evaluasi dan RealiSasi Anggaran

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutama.kan semua JFA dan P2UPD

Pejabot Struktural pada lnspcktorat liacrnh

r-d-" N-;Jl T"tt rn ,0 t4 terrlats Pemerintahan DaerahI Undang-lJndang Nomor z' rituur zv'
2 Poraturan P€merintah Republik tndonesia Nomor 23 Tahun 201I tenl* t",l:,*ij|:::3:-

il ;"',:lfi;I#";ffi i,;;;;;; t*un 20i7 tentang Julnis Pequsunan dan Pelaksanaan soP Adminisrrasi

- 
pr"orin uf, nolnor I g Tahrtn 20 I 0 tcntang Tdn Cara Pcla!'s uar) Tugas dan Wcwcnanll lcrta

XJuOuLuu f"u.,tgrt Gubcmur sebagai Wakil Pcmcrintah di Wilayah Provinst

3 peraturan pemerintah Republik Ind#sia Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah

,l Peratural Presiden R@ublik lndoncsia Nomor 96 Tahun 2014lentang Rencana Pita]ebar 2014-2019

5 Peraturan Pr€siden Republik lndonesia Nornor 8l Tahun 2010 tent'rng Grand Design Refurmasi Birokrasi 2010-2025

6 Keputusdn Prcsiden Repubhk lndonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentatrg Tim Evaluasi dan Porgawasan Realisasi

" il;"t-;;;t;;; ion Retonia N"g"'o aan Ansgaran Pendapatan dan Belanja Daerah

?lnstruksiPresidenRepublik|noonesiaNomorlTahun2015tentang|)crccpatanPe|aksanaanPBJP
E pcraturar Menteri r)alam N"g",i N";; ii iJun 20lz tentang.Pcl"k'u"::i.:::::fl"t:::T1):::::';ll5l't;;fl5ffi;:il;'#';?";";";;i'e*",intahNon,o,re:rahun2r)l0tcntansratacamPclaksanaanrugasdan

WeNcnalg serta Kcdudukan Kouangan Gubemur sebagaiW'rkil Pemenntah di Wilavah Provinsi

9 Peraturarl l{entcri Pcndat agunaan aparatur N€gara daniefomrasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tcntang

Pcdomat Pcnlusunan dan Pcnctapan SOP Administrasi Pemenntahan

l0 Pcraturdr Dircr aI Nulliur 9 Tahun 2016 tcntang PcmbcDrukon don Susunan Porangk::::::i:X;1t::':,.,",

6 Alat Ukur
? Sarana Komunikasi

I Sarana Mobilitas
I trmbar Disposisi

t Alat tulis kantor (ATK)

2 Koruputer / LaPtoP

3 Prhter
4 Kcrtas

ffiG]S-C.. tttf"-,"t1 Rcncana Umunr Pcngadaan)

Hard fite dan Soft File
iatan sccara dgtail rlan rinci



I Menugaskan pelalisanaaD p€nyampaian TEPM kepada

Seketaris @- I

Kertas/lembaran

disposisi

I han Suat Dsposisi
Inspektur

2 Menugaskan Kepala Sub Bagran PDE dan Pejabat

Pelaksatra untuk melgumpulkan data seita doL-umen

pendukrng yang dibutul*an untuk p€Dyanpaian TEPRA -t
Surat Disposisi

Inspektur

Surat Tugas

3 Menghubungi pihak dari BA?PEDA untuli m€ndapatkan

usemame dan password untuk pengisian TEPM Setelah

mendapatkan usemame dan password, mcnugaskan Pejabat

Pelaksana untuli meogumpulkan data progtes realisasi

anggaran dan data progres realisasi fisik dari Sub Bagian

Keuangan dan berkoordinasi dengan PPK untuk m€laliukan

pengisian data progres pengadaan bararg/Jasa

Surat Tugas, Data

use mame dan Password

I han Data Realisasi

Kouangan dan

Fisik. Data

Pengadaan

Barang/Jasa

4 Menginput data proges realisasi anggaran dan realisast

fisik s€na data progres pengadaan barang/jasa dalam

\4.ebsite hup://monev.ll9p. go. id/ (Websitr TEPRA)

Setelah mclakukan psngisian TEPM, mencetak dokumen

bul:ti pcngisian dan penlampaian TEPRA toscbr.l dan

melaporkannya kepada Kepala Sub Bagian PDE sctiap

bulan

Data Realisasi

Keuangan dan Fisik,

Data Pengadaan

BamngJasa,
Laptop/Komputer,
lntemet, Printer dan

kortas. Data hasil
peneisian TEPRA

lhari Data hasil
pcngisian TEPRA

5

6

1

Memberi laporan kepada Sekrctaris

@
menlerat ian kcpada Inspektur untuk ditandatiingani

lT- -*n Data hasil pengisian

TEPRA

lhari Laporan TEPRA

Ya += riaarr I
Laporan TEPRA lhari Laporin TEPRA

Meneliti konsep Laporan. Jika setuju, menandatangani dan

discrahlian kcpada Kepala Sub Bagian PDE danjika tidak

dikembalikan kcpada Sekretaris +* r'.-J Laporan TEPRA l: mcnrt t-aporu TEPM

8 Menerima dan menyampaikan Laporan lang sudah

ditandatangani hsp€ktur untuk diarsipkan kepada Pelobat

Pelaksana

*G
I
I

Disposisi lnspektur.

Laporan

Laporan TEPRA

Mengarsipkal Laporan ]ang sudal ditandatangani

lnspeLtw t t"*J
Laporan TEPRA l5 nlon,l Laporon TEPRA

Nlutu Baku

Wdctu Output l\eterangan

I 2 3 5 6 7 I 9 10

*t_]

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAI\ KEUANGAN

Inspeknu

.usa Tenggara Timur,[-

I Pendidikan minimal Sl

2 Memahami sistematika pembayaran KESRA
eformasi Birokrasi

2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan AParatur Negata dan Reformasilirokrasi Nomor 35

Tahun2012tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarop€rasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201? tentang Petunjuk
- 

i"f.i, t""r"r"nan dan Pelaksanaan Srandar Operasional Prosedur Administrasi

*"i"in*n- ai f-ingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggan Timur

4 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor t]{1",?0t] tentang Tambahan
' 

,"nJ*if* p"ningkatan Kesejahteraan Umum dan PNSD Lingkup Pemerintah

I ATK
2 Komputer
3 Printer

l-SoP P"n-gunun Surat Keluar

2 SOP Penanganan Surat Masuk

dalam bentuk SofcoPY dan HardcoP,
@ ridak diparuhi maka akan

nk pada keakuratan pembayaran KESRA PNS'



Tbhap Kegtatbn

Pelaksana Mutu Baku

Kete r,angan

No, Sekretdris
Kepala sub

B8gian K€uangan

Pembantu
Bcn(lthara

Pcngcluaran
Uruslln Gaiii

Ins0cktur' Kelengk4pa[ Waktu OutDul

j t 6 7 I 1.0

!
I fiiG*lfi r"puti sub BagianrKeuangan untuk mernPersiapkan

pembalar-dn KESRA @-
Agenda Kerja 15 menit Disposisi

r-I Disposrsi 15 menrt Disposisi
z tt,,tfi.nL.n un Bendlhara Gaji m€ngrunpullan bahan untul

p€mbayaran KESRA dari Sub Bagian UBum dan Kepegawaian

Lerupa Rekapan Da{iar Hadir PNS InsppktomtrDaemh Provinsi

NTT

J
Disposisi 20 meait Dajlar Perhitungan

Tunjangan Pcrbaila!
Pengh4silan

3 M66 loFierh,r*gan runjangat Perbailan Pcnghasilan

PNS Inspektgrat Daerah Provtnsi NTT dan rDenyemhftan ke

Kepala Sub Bagian Keuarrgan I

Daflai Perhihugan

Tunjargan Pcrbaikall

Penghasilan

15 nlenit Daftar P!'rhitrmgan

Tunjangarr Pcrbaikarr

Penghasilan

4 ffian verititasi oaftar Perhitungan Tunjpngan Perbaikan

Penghasilan PNS hspektamt Da€mh Pplinsi NTT dbn

nenyeral iall ke Seliretaris

Tirlsk

Daftar Perhitungan

Tmnjaltgn Perbaikan

Penghasilan

l5 me[it Daftar Perhifungan

Tuljangan Perbaikar

Pcnghasilan. disposisi

5 Melakukan Verifikasr Da ar Pcrhinrngan I unjangan PeroalBan

Peqhasilan PNS Inspekoral Da€rah Plpvinsi NTT lika sculu'

disanpaika[ kepada lrrspakfiu dan jika tidak setuju

rnengrmbalikan kepada Kapala Sub Bagian Keuangan untuk

diperbaiki

iiiliilil*l*i.i D.ril PcthitrurgJn 
-luqrnrgan Perbarkarl

Poreltasilur PIJS lrspclrLlat Da'Jrah PtDrituiNTT Jika sctuju-

mcn-andatangani darr lika tidak sctttiu mengcnrbalikar'kcPad0

I Seketaris untuk diPerba,kr
I

Da{lar Pcrhlllrlgan
Tlrniongon Pctborlian

P€nglusilan. disposisi

l5 nlenit Daflar P!'rhrlrurgan

Turlargan Pcrbeil:ln
Peughasilar. Cisposisi

'l irlnlt

Dallar Perhilltngan

1'urjangan Perbailiarr

Pe ghasilar. disposisi

l5 menit Daftar Pcrhitrrngan

TunJangan Pcrbaikau

Penghasilan

7 Itl"m-erahkan Daft,o Perhitungan Tunjangan P€rbaika

Penjhasilan PNS Inspcktorat Daerah Prorinsi NTT kcpada

Kepala Sub Bagian Kcualgan ltntuli diserahkan ke Badan

Peudapatan, Pengclola Kcuangan dan A6et Daerah Prcvinsi NTT

AL:I!
Dallar Pcrhiturgan

Tunjangan Perbaikan

Penghastlan

20 nrcnil Da{lar Perhitrutgar

Tunjangan Pcrbaikarr

Penghnsilnn. tanda

terima. transfer dana

kesra dlfi BPPKAD ke

rekedrg lnspektoral

Daerah Pro\ usi NTT

l{ Mergirimkan Dafiar Pcrhitirngarr Tur1angai Pcrbalkan

Penghasilan PNS Ilspcklaral Daerah Provjnsi NTT ke Bad'ur

PcnLpaul. Pengclola Kcualgtur dar '{sct Daerah Prorinsi NTT

dan diarsiphan.

I



4ry+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 27 Tahm 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efehif
Disahkan oleh

6FJ-:-S{#*rimur,?-{t{@
'i \--4-Medj4lsJcue-!r'S!'(:WJTffil',00,

Judul SOP Penyusunan iapodi Bf,linan r"uang
Dasar Hukum Kualilikasi Pelaksang

Peraturan Pr€siden Nomor 8 I Tahun 20 I 0 tentang Grand Design Reformasi Birokasi
2010-2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Peraturan Cubernur Nomor 2l Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentane Sistem Akuntansi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun
Peraturan Cubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Peny.usunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Penerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur.

6

1

I
2

3

Pendidikan minimal Sl
Memalami sistematika penyusunan laporan

Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Pera latao/perlengkrpan
I SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penansanan Surat Masuk

I ATK
2 Komputer

3 Printer
Peringatrtr Percatatan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan Laporan Bulanan Keuangan tidak
dipatuhi maka akan berdampak pada keakuralan pengukuran kinerja keuangan Inspeldorat
Daerah Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy



Nq Tahap Kegiatan

lelaksana Mutu Baku

Keterangan
Sekretaris

Kcpala Sub

hgian
Keuangan

Pejabat
Pelalsana

Inspelttur Kelengkapan Waktu Output

T
I t 6 EI 9i IO

I Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan mempersiapkanrkonsep

taporan Bulanan Keuangpn Inspetlorat Daerah hovinsi NTT

Agenda Keqa 15 menit Disposisi

L Memerintahkan Staf Pelallsana unhrli mengunpulkanbahaqdan

menggnsep Laporan Bulanan Keuangan Inspektorat Daerah

ProviiuiNTT

v

l_r
Disposisi 15 nrenit Disposisi

J Meqlrsun Laporan Bulanan Keqangan menuangkan hasll print our

aplikasi SIPKD dalam fomrat realisasi angganm sesuai format dan,
{,,

-L-J
Disposisi I Jarn Bahan laporan. konsep

laporan

membuat konsep surat pengantanrealisasi anggaran )'ang

ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran

A Melalrukan verifikssi atas;realisasi anggaran din konsep surat

pengantar. Apabila telah gesuai membubuhkau paraf sebelunt

realisasi anggaran ditandatangani dan $rat Petgantar

ditandatangari Pejabat Pengguna Angguan Ya

Draf laporart l5 menit Draf laporarr

Memeriksa Laporan Bulanan Kelrangan lnspektorat IDaerah

Provinsi Nfi. Jika setujurmenvanrpaikan kepada Inspektur. Jika

tidak setuju mengernbalikan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan

unmk diperbaiki

Tidak

Ya

Draf laporan I Jam Draf laporarr

6 Merneriksa draf Laporan Keuangan lnspektorat Daerah Provinsi

NTT. Jika setuju menandalangani dan jika tidak setufu

nrengembali&an kepada Sekretaris untuk dipcrbaiki

T'irlak + Draf laporan I 1am Draf laporan, disposisi

7 Men-verahkan Laporan Bulanart Keuan gan I ns pektorat Daerah

Provihsi Nfi kepada Kepala Sub Bagian Keuang?nrurtuk

didokunentasikan

rqr_r I
Draf laporart. disposisi l5 nrenit Laporan. disposisi

8 Mernerintahkan Pejabat Pelaksatta lttrtuli Inertgirimkan dokunren

Laporan Brilanan Keuangan hrspcktorat Dacrah Provinsi NTT

rurnrk didistribusikan dan diarsipkan

Laporan, disposisi 2() nrerrit Laporan. disposisi

9 Pejabat Pelalisana mengirirnlian dokunren Laporan Bulanan

Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT ke Badan Pereucanaau

Pembangunan Daerah Provinsi NTT dan diarsipkan

Laporan, disposisi 20 nrcnii Laporan Bulanan

Keuaugan Inspektorat

Daerah Provinsi NTf,
bukti terirna

.l

I

I



4+

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 28 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tansgal Efektif
Disahkan oleh

"' :; NIP. 19650808 199503 1 oo3

Pembrna Tingkat I

Judul SOP Penyusunarl Laporau Keuangan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Pgraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tcntang Grand Design Rcformasi Birokrasi

2010-2025

Ppraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Operasional Prosedur

Admrnistrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nomor 2 I Tahun 201 4 tentang Kebiirrkan Akutansi Pernerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ppraturan Uubernur Nomor'22'lahun 2Ul4 tentang Sistenr Akuntansi Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Trmur

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinst Nusa Tenggara Timur.

5

6

I

2

3

Pendidikan minimal Sl

Memahami sistematika penyusunan

Mernahami tata naskah dinas

laporan

Keterkaitan Peralatan/perleugkapan

I SUP l'enanganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan Surat Masuk

I ATK
Komputer
Printer

2

J

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Standar Operasional Prosedur penvusunan Laporan Keuangan tidak dipatuhi maka akan

berdarnpak pada keakuratan pengukuran kinerja keuangan Inspektorat Daerah Prov. NTT.
Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

.. ,. 'l-rnsPcKr.ur

a

r *1s^-t'i renggara rimur'[-

k



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Sekretaris

Kepala Sub
Bagian

Keuangan
Staf Pelaksana Inspcktur Kelengkapan Waktu Output

2 4 J 6 7 I 9 to
I Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan rurtuk mempersiapkan 1sns6t

Iaporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTI fr.,,?
Agenda Ke{a 15 menit Disposisi

2 Memerirtahkan Staf Pelaksana untuk mengurnpulkan bahan dan

lnengonsep Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Prorinsi NTI
Disposisi l,i menrt Disposisi

J Ir,longumpulkan bahan dan men)'usun konsep laporan keuangan

Inspellorat Daerah Provinsi Nfi kemudian menyerahtan ke Kepala Sub

Bagian Keuangan -{:

Disposisi 12 han Bahan laporan,

konsep laporan

,l Memeriksa melakukan verifikasi konsep Laporan Keuangan Inspektorat

Daerah Prorinsi NTT kemudian menyerahkan ke StafPelaksana untuk

dilalokan rekonsiliasi dengan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Aset Daemh Provinsi NTT

Bahan laporaq
konsep laporan

2hai Konsep laporan

5 Metalcukan penyesuaian konsep Laporan Keuangan Inspektorat Daerah

Provinsi NTT sesuai hasil rekonsiliasi kemudian menverahltan ke Kepala

Sub Bagian Keuangan f-

J{_l
Konsep laporan I hari Konsep laporan

o Melakukan verifikasi kembali konsep Laporan Keualgan Inspektorat

Daerah Provinsi Nfi kemudian menyerahkan kepada Selaetaris I;-
r-g-rH

Konsep laporan I jam Konsep laporan

7 Melakukan verifikasi konsep Laporan Kcu:utgan Inspektorat Daeralt

Provinsi NTT. Jika setuju menl'arnpaikan kepada Inspeklur. Jika tidal;

setuJu mengenrbalikan kepada Kepala Sub Bagiar Keuangar untuh

diperbaiki

T'idak 
J

Tiduk

Konsep laporan I 1am Konsep laporan.

disposisi

8 Melakultan verifikasi konsep Laporan Keuangan Inspektorat Daerah

Provinsi NTT. Jika setuju menardatangani dan Jika tidak setuJu

mengenrbalikan kepada Sekretaris untuli diperbaiki

Ya Konsep laporan,

disposisi

I .lan Konsep laporan.

disposisi

9 N'lcnlerahkur Laporan li.cuangiur lnspcktorat Daerah Prolirlsi NTT
kepada Kepala Sub Bagian Kcuiutgurt urtuk didokrulrentrasikan rl Konsep laporan,

disposisi

Li nrenrt Laporan. disposisi

l0 Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mendistribusikan dan

mengarsipkan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
_v_L_l -l

I

Laporan I5 menit Laporan

1t Mengirimkan dokumen Laporan Keuangatt Inspektorat Daerah Provinsi

NTI ke Badan Pendapatan. Pengclola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi NTT dan diarsipkan.

.J 
"t "r"* J

Laporan 20 menit Laporan Keuangan

Inspektorat Daerah

Prolinsi NTT, bukti
tenma

I j

rtr- I

I

I

I



Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TTMUR

INSPEKTORAT DAERAII

suB BAGIA|a KEUATG4N

I Pendidikan minimal S I
2 Memahami sistematika pembayaran gaji

3 Memahami tata naskah dinas

Penrbahan Xetujuh Belas ates Peraturan

PemcrintahNomorTTohunlgTTtontangPembayararrGajiPegawaiNegeriSipil
2PeraturanPresidenNomor8lTahun2010tentangGrandDesignReformasiBirokasi2010.2025
3PeraturanMenteriPendayagunaarrAparaturNegaradanRefornasiBirokrasiNornor35Tahun20l2- 

i"nturrg r"oor_ penlr,rsunan dan penerapan Standar operasional prosedur Adminishasi

Pemerintahan

4 Peraturan Cubemur Nusa l enggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

PenyusunandanPelaksanaanStandaroperasionalProsedurAdministrasiPemerintahandi
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peratumn Gubernur NTT Nomor I Tahun 201 I tentang Tambahan Penghasilan Peningkatat

Kesejahteraan Umurn d- PNSD Lingkup Ptt"titt'

I ATK
2 Komputer
3 Printer

I SC)P Penanganan Sural Keluar

2 SOP Penanganan Surat Masuk

dalam bentuk Sofcopy dan HardcoPYuhi maka akan berdamPak Pada



No. Ilahap Kegiatan

Pelakmna Mutu Baku

Ketcrangan
$ekrttaris

Kepala SUb

Bagian
Keuang4n

Pembanhr
B€ndaharq

Penggluarap
Urusnn Gaji

Inspektur Kelengkap4n \ilakfu Output

2 .l 4 J 6, 7 I 9 IO

I Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk mempersiapkan

pcmba.varan gqii @ Agenda Kerja 15 menic Duposisir

z Memenntahkan BendFhara Gaji mengumpulkanibahan untuk

pgmbal.aran gsii dari Sub Bagian Kepegawaian dan Unrum berupa SK

Naik Pangkat, SK Berkala, SK Muiasi PNS d3 Disposisi l -5 mcnit: Disptxisir

J Membuat Daftarr Usulan Perubahan Gaji dan menyerahkan ke Kepalar

Sub Bagian Keuangan fr Disposisi 20 menit, Daltar Ugulan

Puubahan Gaji

4 Melakukan Vcrifilasi daftar usulat gaji Inspektorar Daerah Provinsi

NTT kemudian rnengembalikan ke Bendahara Ga-ii untrrli drsemhkan

Daflar Usulan Perubahan

Gaji,

15 rnenit Daftar Usulan

Paubahan Gaji

Le Badao Pclldapatalt Pengclola Kcuangau dan Asct Dacrah l'rounsl
}iTI

5 Menerinra Dallu Gaji dari Badan Bendapatan, Pengelola Keuangan

dan Asel Daerah Provinsi Nfi untuk dibuatkan daftar Koreksi dan

Pengisian Kartu Gaji PNS dln diserahkan,ke Kepala Sub Bagian

Keuangan

-J-L_J
Daftar Usulan Perubaharr

Gajir

I jam Daftar Gaji

l6
t_
t'
I

I

Melakukan Verifikasi Daftar Gaji dari Rendahara Ga.ii dan

nrenverahkart ke Seket:aris
Ya -lt

Daftar Gaji; l5 nrenitr Daftar G4yi

Melakukan Verrlikasr daftar gali Inspellorat Dacrah Provinsi NTT jika

setuju menl'ampaikankepada Inspel<tur. Jika tidali senriu

nrengernbalikarr kepada Kasubag Keuangan untuk diperbaiki

Tirl:rk

Ya

Daftar Gaji, 15 menit Daftar Gaji, Disposisi

I'
Melal'rkan Verifikasi daftar gaji Inspektorat Daerah Provtnsi NTT.
jika setu.lu nrenartdatangani dan jika tidak setuju tnetrgembalikan Tidrk

Dafinr Gaji Dislxrsisi l5 nrenrt Daftar Gaji, Disposisi

kepada Sekretaris unnrk diporbaiki

ln
I

I

I

Meny-erahkan daftar gaji Inspektomt Daerah Provinsi NTT kepada

Kepala Srrb Bagian Keuangan untr* diserahkan ke Bacinn Pendapatan.

Pengelola Keuangar dan Aset Daerah Provinsi NTT

Daftar Gajl Disposisi | 5 nrenit Daftar Gaji. Disposisi

T

I

I

I

*
I

t-



No. thhap Kegiatan

Pelakrana Mutq Baku

Keterangan
$ekretaris

Kepala Sub

Bagian
Kouang4n

Pembantu
Bendahara

Penggluarap
Urusen Gaji

Inspektur Krlengkapan Waktu Output

) 4 J 6, a I 9 IO

t0 Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mendistribusilan dan

mendolqrmentasikan Daftar Gaji Inspelrtorat Daerah Provhrsi NTT
Daftar Gaj! Disposisi l5 menitr Daftar Gaji. Disposisi

lt Mengirii'nkan daftar gaji Inspeltorat Daerah Provinsi NtrT ke Badan

Pendapatan, Pengeloh Keuangan dan Aset Daerah Prov.insi NTT danr

diarsipkan 6 Daftar Gajrr Disposisi 20 menitr Transfer gaji dari
BBPKAD ke

RekeningPNS

I ?

I
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAII
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 30 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tangcal Rcvisi

Tanggal Efektif ,4 i\\,
Disahkan oleh

Provir

'/.
"ri^*,f1-

/tl
( 

"=;. per

NtP. 196

rluna I InBxat I

50808 199503 l 003

Judul SOP Pen)lsunan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)

Dasar Hukum Kurlifikrsi p.htsanr :

Peratu.an Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
20\u2025
Psratumr Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tshun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pemturan Menteri Pcndayagunaao Aparsnr Negara dan Rcfomasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
20 | 2 tsntang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gub€mur Nomor 2l Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2014 tentans Sistem Akuntansi Pemerinuh ProvinsiNusa
Tenggara Timur
Peraturan Gubemur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kod€ Urusan dan Bagan Akun Sundar

Peraturdn Cubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pen),usunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Adminisrrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerinrah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o
'l

I

3

Pendidikan minimal S I

Memaharni sistematika pen),usunan laporan

Memahani tata nsskah dinas

Keterkaitatr Peralata pcrhrgkrpan:
I Pennsunan Laporan Realisasi Fisik d8D Keusngan (RFK)
2 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LR,A)

3 Penlrsunan Laporan Bulanan

4 Pengkoordinasian Pen),usunan Rencans Kerja dan Anggaran (RKA)

I Kompuier PC set (+Printer) dan software aplikasi
2 ATK, Blangko SPJ Fungsional. BKU, Pajak-pajak, Nota Belanja
3 Printer

4 Kalkulator

Peringatrtr Pcncatata! da! pcndrtatr :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan SPJ tidak dipatuhi maka akan bedampak pada

kegiatan OPD akan terhambat, p€nyerap0n anggaran terhambat, mendapat teguran dari Gubemur
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disimpar dalam bentuk Sofcopy dan Flardcopy (BKU, Pajak - pajal, SPJ Fungsional, LRA)



No. Tthap I(egiatao

PslaksNra Mut! Baku

Ketcrangan
Sekr8taris

Kepala Sub,

Bagian
Keuangan

Stat P€laksafta lnspektur Kelenglapan Waktu Outpul

I 2, 5 6 7 t 9 l0
ll Meougaslan Kepala Sub Bagian Keuangan untuli memperoiapkal

penyrsunan SPJ Inspekorat Daerah horinsi NTT @- DnA./DPld Agenda

KEja
l5 menil Disposisi

Memerintalrkan Staf Pelbksaiaruffuk menglmpulkan bahu (senNa buldi
pengeluaran) yang akan dip€rtanggpngiawabkan

Di6posisi, l5 m€nit Disposisi

Mengumpulkal bahan (s€mua bulti pertanggungtawaban)'dan lvbn€liti
valiititas buki pelgeluaran dan buliti pendulung yang sabrdan -f---l_J

Nota Belanja l2 hari Nota Belanja

menyeraikan Lepa& Kepala Sub Baglan Keuangan selal-u PPK untuk

diverifilasi

J Memeriksa dan memlerif*asi se$ua keabsahan dan kelengkapan SPJ

kemudian mcnyemhkan ke StaiPelakiana untuk di posting kedalan
Buku Kas Urnurnrnelalui aplikasi SIBKD tu. Nota Bclanja, BKU,

SPI Funglional

2'hari Nota B€laoja, BKU.
)rJ tungsronar

5 Melakutal penyesuaianrdan mencatat seluruh bukti pengeluaranLke

delem Rrlo Kaq I Inrm,m.lrh,i anliLr<i SIpKn <esrrei hasil verifikasi

*

Nots Belanja, BKU,
SFJ Fungrional

? hari Nota Belanja, BKU,
SPJ Fungsional

kenrudial menyemhlian ke Kepala Sub Bagian Keuongan untuk diperiksa

6 Memeriksa semua kelengkapar SPJ apalah sudah sesuai denganrhasil

lcnlikasi kcnlrdian nlcnl'eralrLarr kepada Sckretans

|-;. -J-t-l#
Nota Belanja, BKU.
SPI Fungrional

I jant Nota Belaria. BKU.
SPJ Fungsional

Metnenlisa scnlua kelengkapan SPJ lrspektorat Daerah Pro\msi NTT
iika setriu nrcn!iunpaikan kepada lnspektur. Jika lidak sctuju

nleDgcmbaliktui kepada Kepaln Sub Bagian Keuangan urlr* dipsrbaiki

'I idak
Nora Bclanja, BKU,
SPJ Furgsional

I Janl Nota Bclanja, BKU.
SPJ Furgsional

Memcriksa scnrua kelengkapar SPJ INpektoral Dacrah Prc\ insiNTT,
Jikr sehrir nrenandatrnsani dan Iilz tidal scruix mensembalikan,kcDada

Tid{k Nota Belanja, BKU,
SPJ Fungrional

I jaln Nota Bcltuja, BKU.
SPJ Fungsional

Seketa.is unntl dipcrbaiki

Merlcrahkan dokunrcn SPJ Inspekorat Daerah Provrnsi NTT hepada

Kqtala Sub Bagian Kcuangan untuk didoku$enhsrkan

{ i-lr-
Dokumen SPJ l5 mcnrl Doku en SPJ

l0 Rckonsiliasi SPI pada Badan Pcndapatan. Pcngclolt Kcuorgan dan Ascf

Dacrah Prorrnsi Nfi pada Bidang .Aluntalsi dar Pelaporan (scbagai

dasar pcngaJual| SP2D) ketuudian dokuncn SPJ di arsipk:rn
--l--
t *'"*l

Doliumen SPJ.

disposisi

2{r menit Dokunren SPJ )'ang
sudah lenglop

'l

tt-- I

+



3l Tahun 2018

/:+

SEMERINTNI PROVINST NUSA TENGGARA TIMUR

INSBEKTORAT DAERAH

IRBANWIL I

02 Juli 2018

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

I Pendidikan Minimal D-l semua Jurusal

2 Diutamakan Pelabat Fungsional

3 Pemah mendapat Pendidikan JFA

4 Pejabat Stnrktural

I dan Peugawasan Peuyele.ggara'ul

Pemerrntahan Daerah

2 Perahrran Presiden Nomor 81 Tahunr20l0 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2025

3 peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8 Tahurr2009:tentarlg Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 23 Tahun 200i tentang Pedoman Tata Cara Pengau'asan Penyelenggaraan Pemerintahan

4 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan RefQnnasi-Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

Tahun20l2tentangPedomanPenylrsunandanPenerapanStandaroperasionalProsedurAdministrast
Pernenntahan

5 Perahrran Gubemnr Nusa Tenggara Timtrr Nonror 28 'tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusttnatt dan

pelaksanaan standar operasronal lrrosedur Admlnistrasr Pemerintahan di Lingkungan Pemenntah Provtnst

Nusa Tenggara Timur.

elat Tutis Kantor (ATK) 5 Sarana Komunikasi

Komputer/Laptop 6 Suana l\4obilitas

Printer 7 Kamera

LCD

I

-l
A

t 
- SOF P.*.riksaan Khusus

2 SOP Audit Krnerla Lingkup Pomerintsh Provinsi'dan Kab/I(ota

catatan dan Pendataan

Disirnpan dalam bentuk softcoPy dan har



Pelaks ana Mutu Bakrn

No Sekrttaris
Tiq!/PeJlbat
nungsional

Waklu

4 5 6 9 10, 11'

Laptop/ Komputerr

PrinEr dan Kertas

I hari I'ormat Pemeriksaan

Akhir Masa JabatanI Menyerahkan surat penugasarbkepada Pengondali

Tehris/Pejabat Fungsional unhrk pelaksanaan Pemeriksaln

Athir Masa Jabatan

r#-lrr-J
laptop/ Kontputeq

Printer dan Kertas

I hari Format dan Prcgram

Ke{a Pemeriksaan Akhir
Masa Jabatan

z MEaksanskan Pelatihan Kantor Sendiri @KS) mengenai

pelblisanaan Pemeriksaan Aklrir Masa Jabatan

J Melaksanaan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan r= Laptop/ Komputeq

Printer dan Kertas

l5 han KKA dbn temuan hasil
pemerilisaan

4 Mqt.t rkarr ekspose hasil pemeriksaan dan rnenyusun Laporatr

Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kepada nspeltur

Pembantu Wilat'ah/Pengendali teknis sesuai' hasil notulen'

diskusi
Ya

Surat Tugal, Program

Kefa Pemeriksaan;

Kertas. Kornputer/,

laptop, Printer

I han Draft tcnruan hasil
pemerilisaan

f-;
Tidak PKPI KKP. Kertas,

Kourputer/ laptop.

Printer

2 hari Drall ]riota Dinas
5 f"f.rneriksa Nota'Dinas. Jika setuju dlserahkan kepada

Sekeuris. Jika ada perbaikan diseraltkan kepada Tim/Pejabat

Fungsional untuk diPerbaiki

Tidak
Laptop/ Konlputer'

Printer dan Kertas

I hari Nota Dinas
6 Melneriksa Nota Dinas. Jika setuju diseraN<an kcpada

Inspektur. Jika ada perbaikan diserahlian kepada nspektur

Pembantu Wilavah/Pengcndali Teknis/tim rurtuk dipcrbatkt

I

(

Tirlak
l-aptop/ Komputer.

Prinlcr dall Kertas

I han Nota Dinas
7 f*nrr"t* Nota Dinas. Jrka setujuh..menandatangarli Nota

Dirras dat diserahkan kepada linr/Pejabat Fungsional Jika

tidaL, dikenrbalikan kepada Sekretaris urtuk diperbaiki

8 Mendokumentasikan Nota Dinas y'ang telah ditanda tangant

dan drlilid.
r* rI"YJ

Laptopi Komputcr;

Pnnter. fiotocopy,

pcnjilitan dan Kcrtas

I hari Nota Dinas

fi

l

tr



PEMERINTAH PROVINSI NIJSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

IRBANWIL I

I

Nomor SOP 32 Tahun 201 8

Tanggal Pembuatan 02 Juh 2018

Tanssal Revisi
Iansgal Efehif
Disahkan oleh

Tingkat I
tr199503 I 003

IudultSOP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sapu Bersih Pungutan

Liar pada Pemeriqtah Provinsi NTT dan KabupatenA(ota se - Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kualifikasi Pelaksana
lrasar tluKum

doman Pembinaan dan Pengarvasan Penyelenggaraan

Pemerinbh Daerah

2 Peratura4 Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand DesignrReforrnasi Birokasi ?010-2025

3 pcroturo' Menteri Dulum Negeri Nornor 28 Tuhurr 2007 tentang Nulnta Peugarvasatr dau Kode Etik Pejabat

Pengawapan Pemerintah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2Q07 tentang Pedoman PenangananiPengaduan Masyarakat di

I Linskunean Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

I s t"ru"rr*|Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang PejabalPengawas Pemerintah di Llngkungan

I D.oun"rnen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

| 6 p.*rurun Menterr Dalam Negeri Nomor 7 l ahun 200E tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

I PenvelencqaraanPemerintahDaerah

I Z p.ru,uru,r"it"nt*rl Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negert

I No,r.,o, 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengarvasan Pcnyclenggarann Pcntcrintah Daerah

| 8 peruturun Menteri pendayagunaan Aparattrr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

I p"don.,u,r penyusunan dan Penerapan Stanclar Operastonal Prosedur Administrasr Pemerintahan

I n *"oururan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraar

I t o ,.rurrr"n Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

I i t p"r.r"r"n Gubenrur NTT N'rnor 5l Talrun 20 t6 tentang Satuan Tugas Sapu Bcrsih Pturgutan Liar di Provinsi NTT

I t, ,.ro*urun GubernurNusalenggara Titnur Nomor 28,Tahun 2017 tentang Petun-1uk Teknis Penyusunan dan

I t"'utru',aan Standar Opera5ional Prosedur Adrninrstrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Ptovinsi NTT

Pendidikan minimaliD-3 semua Jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD

Pernah mendapat pendidikan JFA i P2LIPD

Pejabat StruLlural pada Inspektorat Dacrah

Peralatan/Kelengkapan
Keterkaitan
SOP Per.lalanan Dtnas

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ukur

2 Komputer / Laptop 7 Sarana Komunikasi

3 Printer 8 Sarana Mobilitas

4 Nlesin Photo Copy 9 Kamera

5 Provektor 10 Buku Kqrta _
Pencatatan dan Pendataan

Jo iunon kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar

-^i^ D^-^-:-r^L D-a,naci N'rT.i^n Kahrrneiefl/Kolr se - Provinsi NuSa TeOqgara Timur

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

rt-



Mutu Baku

No

,':::
Tahau Keeiatan

___; ____:T

Wakhr Outprd

'4 J 6. & I 10 th

!:
I @ p"l.ktu''uan Monitoring dan Eduasi kepadi

Seltretaris: @-
KertaMembaran

disposisi

I hari

Surat Disposisi

Inspektur

Laptop/Komputer;

Printer dan Kertas;

Sur* Disposisi

Inspekrur

Sura Tugar

Timr PKM dan

dokumen

pcltlukulgr

z Mqnerintahkan para Inspektun Pembantu WJlayah agar

berlioordinasi dengan UPP Provinsi ]'{IT untuk mernbentuk Tim

penugasan pelaksanaan,Monitoring dhn Evaluasi serta

memerintahkan Tim suBaya mengurnpulkan data berupa

dokumen pendukung yang diburuhliaq

Sural Tugas Tirn
PKPdan dokumen

penthkuttg,

5 hari

Maten/Format $oP
Re{alanan
IDinas

J ffi tt"t t/f"^ut *E p"lakt*ail Monitoring:dan

Evaluasi sesuai arahan Irbanwil dan melaksanakantp€rtemuan

awal untuk pembekalan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Monev

Materi,/Format

Monev

DraS/Konsep

laporan MlrnevA Urrw*un t-upotao Monitoring dan Evaluasi dan diserail{an

kvparJa Prargcndali TcLuis untuli dirtviu t-;
Tidbk

Draft Laporan Monev

I hari

Draft /Konsep

Laporan Monev) Moreliti llaporau Monitoring dan Evaluasi' Jika sefuJu'

diserahkan kepada Inspektur untuli ditandatanganiidan jilta

tidok setu]u dikembalikan kepada Tim / Pejabat Fungsional /

Pengendali Teknis ruttuk dilioreksi F
Dra0 /Konsep

Laporan Monev
I han

Laporan Mbnev
(, @ Eraluasi masing;masing Tint

Iika setuju. ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala'Sub

Bagirur PEE. jiLa titlal' sctrrju rlilcnrbalikan'kcpada Sekctarts

Y

\
Y

Tidak

untuk dlkoreKsl

Y

Lap tr-rp/K,.1 ntp utcr,

Printer dan Kertas,

Laporan Moner'
2 hari

Laporan N'lone'r

1 Menglrompilasi dau Mon i tonrr g darr Bva luast selan1 utn-va

n,.ni*,o,,Loporan Rekapittrlasi Ilasil Moniloring dan Eraluasi

Ya

dan drali
Laporan

-l Dra.ft Laporan

Relapitulasi ltasil,

Monev
I hari

Draft Laporan

Rekapitulasi

Hasrl Moner
6 M6.liti lruporun Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasr'

Jika senrju. dtsemhkan kepada Inspektur unnrk ditandatangani

darr jika tidak setuju dikembalikan kcpada Kepala Sub Bagian

PDE untuk dikoreksi
Draft Laporatt

Rekapitulasi basil

Monev
I hari

L,aporan

Rekapitulasi

Hasil Moner
9 ffilto lr"p-tt R.k.p,t lasi llasil Monitoring dan Evaluosi'

Jika setuju ditandatangnni dart diserahkan kepada Kepala'Sub

Bagian PEE. lika tidali setuju dikembalikankepada Sekrstans

,rnrrL' dikoreksi

Tid|lk

Laporan Rekapitulasi

I hari

Laporarr

Rekapitulasr

Hasil Monev
L0 Moryanrpatkan Laporan Rekapitulasi Hastl Monttonng oat

hasil Monev
Evaluuasii kepada Pejabat Pelaksana untuk dlsampail<an Kepaoa

GubernurNfi _r_
Ir,:YJ

l,aporan Rekapitulasi Laporan

Rekapitulasi

Hasil lr'loner
l:l M.Jt]".pBtk- 

'Lapotan 
Rekapitulasi Hasil Monitoring dan

Evaluasi kepada,Gubemur NTT kemudian diteruskan ke Satgas

Salier Putgli Pusat kenrudlan rhdokunentastliatl

hasil Monev

3

I

__-t_r-'J
Ti,lak 

I

I

I
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

IRBAI{IilI I

Nomor SOP 33 Tahun 2018

Ianggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

TanggalEfektif
Disahkan oleh

\ r Drs. Marsianus Jawa- M.Sl

,.'-:; : dLbroi Tingkat I
NIP. 196'50808 199503 I 003

Juduf SOP
Pemeriksaan Fisik APBD ProvinsrrNTT di Kabupaten/I(ota

Provinsi Nusa Tqnggara Timur

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksapa

I

2

J

4

ffior29Tahun2000tpntangPenyelenggaraanJasaKonstruksi
Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Qrand Design Reformasi Birokrasi 2010'2025
pergturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pqrgadaaan Barang Jasa Pemerintah

peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2Q08 tentang Pejabat Pengatas Pemerintah di Lingkungan

Departemen Dalam Negen dan Pemerintah Daerah
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 200? tentang Norma Pengarvasan dan Kode Etrk Pe;abat

Pengawasan Pemerintah
peraturan Nlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrqasi Brrokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

pec1oman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasionaf Prosedur Administrasi Pemerintahan

peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ProvinsiNTT
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunluk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Femerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timtlr.

6

Pendidikan minimal D-3 semua.lurusan

Diutamakan sernua JFA dan P2UPD

Pernah mendapal pendidikan JFA i P2UPD

Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan

o,oinsi Nusa Tenggaig Timur

2 SOP Perjalanan Dinas

3 SOP Pemeriksaan Khusus

4 SOP Reviu Laporan Keuangan

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ukur
2 Komputer / Laplop 7 Sarana Kornunikasi

3 Printer 8 Sarana Mobilitas
4 Mesin Photo Copy 9 Kamera

5 Proyektor 10 Buku Ker.ya

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

p.r.r*r*n dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan frogram/I(egiatan Perangkat Daerah Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopv

-.^

Timur,fl-





:.

t{o

Mut

Waktu

, ri. 5 I 10 12

9 Meneliti Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Fisik APBD

hqinsi Nfi di KabupatenAbta. Jika setujp, disemhkan

kepgda Inspektu untuk diandatangani daniika tidak setuju

dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian PDE unfl*
dikoreksi [;.

=J
Draft Nota Dinas; t hari' Draft Nota

Dinas Hasil
Monev

Tidak

Draft Nota Dinas; I harl Nota Dinas

Hasil Monev

t--o[*t.n'
Notra Dinas

Hasil Monev

10 Meneliti Nota Dihas Hasil Pemeriksaan Fisik APBD

Provinsi NTT di Kabupaten/Kota. Jika setuJu

ditandatangani dan diseraN<an kepada Kepala Sub Bagianr

PDE dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Sehetaris

untuk dikoreksi

ll M."y".pt""t N"t" Duras llasrl Pcrucriksaal Fisdr^ APBD
D- ,;nci \rT'T di l(ahrrnaten/Kota kenada Peiabat Pelaksana J_L

LaptoplKomputer,

Prioter dan Kertas,

Nob Dinas Monev

I harir
untuk disampaikan kepada Gubemur NTT 1_l

l2 M.nvu-piik- Nota Dinas Hmil Pemeriksaan Fisik APBD

Provinsi NTT di Kabupaten/Kota kepada GubemuqNTT

serts mendokumcntasikan
t -P'J

Dotsumen Nota Dinas

Hasil Monev

Dokumen

Nota Dinas
Hosil N{oncv

1 '':: ".

Sekretaris
Sm Kabupaten/

.' :t

, Kepala Sub

Bagbr! PDE
v)^*---,

.PengendFli TeBnis

41

'1r

1_ -l
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PEMERINTAIT PROYINSI NUSA TENGGA RA TIMUR
INSPEKTORATDAERAH

TRBANWIL I

Nomor SOP 34 Tahun 2018
Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018
Ianssal Revisi
IansgalEfehif
Disahkan oleh ffiTI;."rimur,[-

wttr 
,

Judul SOP
Pelaksanaan Pen il aian Mand i ri Pelaksanaan Reformas i B irokrasi
(BMPnnl Perangkat Daerah Provinsi NTT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

I
2

Peraturan Presiden Nomor 8ltTahun 20t0 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010t- 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun ?007 Fntang Norma Pengawasan dan Kode Etik

Pej abat Pengawasan Pemenntah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2Q08 tentang Pejabat Pengawas Pemenntah di

Lingkungan Departpmen Dalam Negeri dan Pemeri4tah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dafam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedornan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brrokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2012

tentang Pedoman Penilaian Mandiri Peleftsanaan Rqform4si Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nggara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 201 I

tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrast Kementerian/Lernbaga

Peraturan Daerah Nomomr 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah ProvinsiNTI
Peraturan Cubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penl'usunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dr Lrngkungan Pemerintah

Provrnsi NTI

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD
Pemah mendapaQpendidikan JFA / P2UPD
Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan

I Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTT
2 Trm Penugasan

3 Format Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi

I Alat tulis kantor (ATK) 5 Proyehor
2 Komputer / Laptop 6 Sarana Komunikasi
3 Printer 7 Buku Keria
4 Mesin Photo Copy

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Penilaian dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pelakanaap dan pencapaian Refbrmasi Birokrasi di

Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT
Drsimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopl



TahaPKegiatan

:

Mutu Buku

No

'|"': . lejab.atFung;sional{
Pe4gendali Teknisl Tim
' , PeniDai PMPRB

,]
Pljabat

Petaksana

: :'i:.:.._.',,,

Kelengfraparr
.:. .,1:.

Waktu

.I 3 4 5 6i: 7' 9 th II

I Menugaskan pelaksanaan PMPRB kepada

SeketariVlnspgktur Renrbantu Wilayah @- Kertas/lembaran

disposisi

I hari

Surat Disposisi
Inspektur

2 derkoordinasi dengan Para, Inspektur Pembantu Wilb-vah

dAn membenurli tiln penugasanr pelaksanaal PMPRB

Laptop/Komputer.

Printer dan Kertas,

Surat Disposisi

InspeLlur

Surat Tugas Tirn,

PKP dan dokumen;

pendtrlnmg
Provinsi NIT; memorintalkan Tim unnrk mengumpulkatt

data serta dokqmen pendukrulg yang dlbutuhlian

J Tim nqaUat Fungsional lPerrgendali Telrris menviapkan

materi/fbrmat untuk pelaksanaan PMPRB;di Perangkat

Daerah Provinsi NTT dan selanjublya melakukan

pemoiksaan di Perangkat Daerah terkait

Surat Tugas Tirn.
PKP dan dokumen
penduliung

l0 han

Kcrtas Ke4B Hasil;

Perulaian

+ Menlusun Laporan tlasil Penilaiaa lvlanCin Pelaksanaan

Reformasi Bholrasi dan diserahkan kepada Pengendali

teknis untuk diieviu Ya # Kertas Ke{a Hasil
Penilaian

Dnfi I:nnmn Hadl

Penihian

5 Meneliti Lapomn Hasil Penilaian MandiriiPelak$naan

Reformasi Birokrasi. Jika setuju, diserahkkan kepada

lnspektur untut ditaldatangani danrjika tidak setuju

dikembalikan l{epada Pejabat FungsionaV Pengendali

llehris/ Tim Penilai PMPRB unruli.dikorcksi

\
,"

I
Tidakr

Draft Laporan Hasil

Penilaian

I hari

Draft Lapomn Hasil

Penilaian

Ya

6 Meneliti I-aporan Hasil Penilaian Mandiri Pclaksanaan

Reformasi Birokrasi. Jika senrju, ditandatangani dan

diserahkkan kepada Kepala Sub Bagiar PDE dan jrka tidak

setuju dikembalikan kepada Sekretans untuk dikoreksi

Tidak

Drali Laporan Hasil
Penilaiart

Laporan Hasil

Penilaian

Pelatrlsanaaq

Reformasi Birokrasi

7 Menerirna dan menyampatkan Laporan l-lasil Penilaian

Mandirir Pelaksanaan: Refonnasi Birokrasi kepada Peiabat

Pelalisana unnrk disampaikan kepada Gubenur NTT

Laporan Hasil

Peuilaian

Pelaksanaan

Reformasi Birokasi

I hari

Laporan Hasil

Penilaian

Pelallsanaao

Reformasi Birokrasi

I Menvamparlian Laporan Hasil Penilaian Mandirt'

Pelaksanaan Rpformasi Birokasi kcpada Crrrbemur NTT

serta mendokumentasikan
-l---
ti "'"*' J

Laporal Htrsil

Penilaian

Pelqksanaat

Refornrasi Birolrasi

Dokunentasi &
Surat Pengantar

kcpada Gubernur

NTT

Ilotoiqncqn

fft

I

I
I
I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

IRBAN1VIL I

Nomor SOP 35 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
Provrp:

/'),/-u
, ( 

t)rs
I

NIP I

$sa 
reneeara rimur, fi..

en;bina Tingkal I
)650808 199503 I 003

Judul SOP Pelaksanaan EvMIP Penurgkat Dacrab ProvirNi Nusa Terggara

Timur
Dasar Hukum Kualilikasi Pelaksana

I
2

3

Peraturan hesiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Crrand Design Reformasi Birokasi 2010-2025
Peratran Presiden Nomor 29 Tahun 20l4 tentang Sistem Akrmtabilitas KineDa Instansi Pemerintah

Peraturar Meutqi Dalalt Negeri Nolpr 28 tahul 2007 tcntang Norma lcngawasan dur Kode Etil
Pejabat Pengawasan Pemerintah

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pojabat Pengawas Pemerintah di
Lingkungan Departemen Dalam Negen dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tenrang Perubalun atas Peraturan Menteri Dalarn

Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Peratumn Menteri Pendayagunaan Aparahr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor l2 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi atas Implenrentasi Sislem Akuntabilitss Kinerja lnstansi Pemerintah

Peraturan Mented Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan Rcformasi Birokasi NomorJ5 lahun20l2
tentang Pedoman Penusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentaDg Penbentukan Organisasi dan Tata Ker.1a Perangkat

Daerah Provinsi NTT
Peraturan Gubemur Nusa l enggara I rmur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Adnrinistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Pror.rnsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diutamakan semua JFA dan P2UPD
Pcmah mcndopot pcndidikon JFA i P2UPD
Pejabat Smrktural pada Inspektorat Daerah

Keterkaitan Peralatan/Kelen gkapan

I SOP Artdit Kinerja l,ingkup Pemerintah Provnsi Nusa Tenggara Timur
2 SOP Pelalanfi Dinas

3 SOP Pemeriksaan Khusus

4 SOP Reviu Laporan Keuangan

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ukur
2 Komputer / Laptop 7 Sarana Komunikasi
3 Printer 8 Satana Mobilitas
4 Mesin Photo Copy 9 Kamera
5 Proyektor l0 Buku Keria

Peringatan Pencatatan dan Pendata:rrl
Pemeriksaan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Progranr,/Kegiatan Perangkat Daerah Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy



luasi kePada

iVPernbantu InsPeltur WilaYah

ffiembantuwilaYahdan
membentuk Tim penugasan pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan

rnemerintahkan Ti- *n k t"ngumpulkan data serta dokumen

an--evaluasi sesuai

*afran irUan *if dan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

kePada Pengendali
Menyusun Manajemen LetteI

ilM*uj..*t.n"tJiku..toj''diserabkankep-ada
i*p.tt o *t"i <litan<lataneani dan jika u* :"lt^u::T:"*
kepla Tirn I Pejabat Fungsional / Pengendali Teknis untuk

ffi g-masing tim' Jika setuju'

rtitandatansanidandisoahkankepadaKepalaSubBagianPD-EdanurrqlrsgrqrS..u F- 
--

;-;,td"k i-etuju dikembalikan kepada Sekretaris unnrk dikoreksi

Manajemeu
Lettei dan draft

Nota Hasil

Dinas

Yustut Nola Dinas

Hasil Monitoring dan Evaluasr

ffiE'aluasi Jika.serulu'

ii**hf* kepada Inspektur untuk ditandatangani dan jika tidak

,.n ju a,f.*rUAikan kepada Kepala Sub Bagian PDE untuk

ffin Eraluasi. Jrlia seru1u.

d,tandatanga,ri dan diserahkan kepada Kepala trrl 
?.1*tT 

tDl
Ji,uitau*g*i daniika tidah setuju dikembalikan kepada

dan E'aluasi kepada
Men-ranrpaikan Nota Dinas l

p.J"i., P.fa|rt a untuk disampaikan kepada Gubemur NTT

ffinev kePada Gubemur



36 Tahun 2018
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA'TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH
IRBANWIL U

02 Juli 2018'anggal Pembuatan

I Efektif
Inspeklur'.1
1pa Tenggara Timur, [-'

bina Tingkat I
9650808 199503 I 003

Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kualifikasi Pelaksana
Pendidikan minimal D-3 semua jurssan

Diutamalian semua ffA dan P2UPD

Pernah mendapat pendidikan JFA/P2UPD

Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah

?014 t€rltang Pemerintahan Daerah

PerahtranPemerintahNomorl2TahunJ0lTtentarrgPelltbilraarrdalrPcltgawasar|Pcll,velct.}ggal'@n
Pemerintahan Daerah
peratilran Presiden Nomor 8l Tahqn 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi 2o10-2025;

Peragran Menteri f)alhm Negeri Nomor'28 Tahun ?007 Wntang Norma Pengawasan dan Kode Etik

Pejabat Pengawasan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 8 Tahun 2008 tentang:Pejabat Pengawas Pemerintah di

Lingkungan f)epartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

peraturan Menterr Pendayagunaan Aparatur Negtu'a dan Reforrrrasi Birukravi Nutttut -15 Talrurr 201

tentnng Pedoman p*nvurun* dan Penerapan Standar operasional Prosedr'lr Admintstrasi Pemerrntahan

perahrran Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per4ngkat Daerah Provinsi

NTT
peraturan Gubernur NTT Nomor 2g Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penlusunan dan Pelaksanaan

1 
-h- trlir ianto. (ATK) 5 Alat Ukur

2 Komputer / Laptop 7 Sarana Kcinlunikasi

3 Printer E Sarana Mobilrtas

4 Mesrn Photo CoPY 9 Kamera

tah Provinsi dan Kab/Kota

2 SOP Perjalanan Dinas

3 SOP Pemeriksaan Khusus

tatan dan Pendataan

t.p"" dal". bentuk softcopy dan hardcopy
di Sekolah telah dilaksanakan

5 Proyeklor l0 Buku



Inspehtur

.t 7 9

I Menugaskan pclaksanaan psmerilsaar dana Bo$ kepadir

S6ketaris @-
Kertas/lernbarar

disposisi

I han

Surad

Disposisi

Lupektur

7 Berkoordimsi dengan Para l4speltur Pembantu Wilayah

dan mcnrbcntuli Tun Pemenlsa Dana BOS
memerinlalkanrTim unh* mengumpullan dala scna

dakumen pe dqkung yang dibutuhksn
tr .,t-_ 1_

Laptop^<omputer,

Prifier dan Kcrtas,

SuratDisposisi
lnspdihu

Sur:at Tugasi

Tim. daD

dokumen
penduliung

3 Nfenliaplan format d;ur Prcgram Kerja Pemeriksaan

@KP) unli pelalsanaar peueriksaan dana BOS;sesuai,

arahM Pengondali Telnis se(a melaksanalaan

pernerikgaan dara BOS di sekolah penerima dana,BOS

Sria!Tugas.Tim dan

dohrmen pendul':ung

t hari

Formet. PKP

dan KKP

,l lvlerytsun Draf tapqan Hasil Pemerikaar (LHP) dan

dii*rafikan kepada Pengendali T€knis untuk dire\iu
_-t_--t I
'-

Fornrat. PKP dan

KKP

Dra&LHP

5 Nleneliti Draf Laporan Hasil Penreriksaan (LHP). Jika

s(uju, diseral i3n kepEda lnspekrur untul difandatangani

dan jika tidak setuju djkernbaliliar l{epada Tim Pemeriksa

untut dikore*si F
Tidak

Dnfi LHP

t hari

DraftLHP

6 N{enelitj Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika setuJu,

dilandatargani dan diseral iar kepada Tin Pcmcriksa dan
jika tidali senrju dikqnbali&an kepada Sakrctaris urtuli

a1l
Draft LHP

I han

LHP

drkoreksi

7 Menverahlan Laporan Hasil Pemeriksaan GflP) J"ang

sqdah drperbanyak dan dijilid kepada Kepala Sub Bagian

PDE

v
lr-

LHP

I hari

LHP

lVlencrinra dan rncnlanrpaikan Laporan Hasil

Pcmcriksaan (l,HP) k,ipado Pejabat Pelaksana lr
LHP

I han

LHP

Menl'ampaikar/penginm Laporan Hasil Penrcnksaan

(l,H?) kepada prlml-pihak ],ang bcrkcpe[tingan serta di

dokumentasikar/drarsipkan.

._jt-\
t --*J

LHP LHP

In8pddqr .

Pqnbantu
Ivilnvri

Kepala Sub

Bagiar|PDE

6 E 10 1t

I

I



3? Tahun ?018

PEMERINTAH PROVtr{SI NUSA TENCGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAII
IRPANWIL U

02 Juli 2018

Nusa Tenggara Timur,p
f. ".

t 99503 I 003

Pelayanan piilifKl-rnik Konsultasi Pengawasan di
Lingkunga4 Pemerintah Provinsi NTT

Minimal D-3 semua Jqrusan

Diutamakan serqua JFA dan P2UPD

Pemah mendapqt pendidikan JFA / P2UPD

DiutaD)al€n PeDregarg Sef titrkat {BJ

an Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah
z peinrran presi6en Nonor 8l Tahun 2ol o tentang crand Design Reformasi Tlirokrasi 2ol0-2o25

.]PeraturanMcntcriDa|prrrNcgcriNonqr28Tahun200TtcntallgNo$naPengawasandanKodeE'tikPejabat
P€ngawasan Pemcrint4h

a perJ,,ran v"nt"ri Dal.m Negeri Nomqr 25 Tahun 2007 tentang pedpman Penanganan Pengaduan Masyarakar di

Lingkungan DepartemFn Dalam Negeti dan Pemerintah Daerah- . .

5 peraiuran Menteri Dalam llegerr Nomqr 8 Tahun ?008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah'

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 7 T4hun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerrntah Daerah

TPeraturarrMenteriDalamNegeriNomor8Tahun200gtentangPerubahanatasPeraturanMentenDalamNegerl
Nomor ?3 Tohun 200? tcntqng Pcdom4n Tatg Corq Pcngowassn Pcnyclcnggoraan Pcmcrintah Dacrah

8PeraturanMenteriPendayagunaanAparatu'NegaradanRefonnasiBirokrasiNomor35Tahun20l2tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar OperBsionql Prosedur Administrasi Pemerintahan

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

l0PelafumnDae'ahNomorg'Iahun20l6tentangPembentukandanSusunanPemerintnhDaerahProvinsiNT.I

llPeraturanGubemurNusa'|'enggaraTimurNomor28Tahun20lTtentangPetunjukTeknisPenyusunandar
Pelaksanaan standar operasronal Proscdur A.dmrnl'ttasr Pemertntahan di Lrngkungan Pemenntah

I Alat Tulis Kantor (ATK) 6 Sanna Komunikasi

2 Komputer/l,aptop 7 Sarana Mobilitas

3 Printer E Wi-fi
4 Mesin photo copy 9 Scanner

2 SOP Tindak l-anjut



Pctaksa tra
!

I 2 ? 4 J 6 8 9 10

I Mencatat psogaduan 1'ang masuk dari lonsultasi baik

melalui emaiVblog/surat/tatap muka ke dalarft sebuah

buku agenda pengpduan, melampirkan dan m€ncatat

dalam lembamn khusus pengaduan / lembar dlsposisi

tentang inti / pokok dari pengaduan tersebut dhn

drserahlian kepada:KetualKoordlnator Khnik

Konsultasi

@
Surat Pengaduan, Buku
Tam\ Buku Agenda

Eengaduan, Lembar

KlrususrPengaduan atau

drsposisi

15 menit Buku Age,nda

Pargadua4 kmbar
Khusus Pengaduan aau
disposisi

2' Mendisposisi lernharan khusus pengaduan kegada

PejabaV Pegawai/ Bidang untukmenarrgani pengaduan

dari Mita Konsultasi
r: t

ItembanKhusus

Bengaduan atau disposisi

15 merdt Lelnbar Khusus;
Purgaduan atau

disposisi

3; Menyampaikan secara tedulis hasil penanganan

pen gaduan kepadai Ketua/Koordlnator Kliruk

Konsultasi
t: EembariKhusus

Pengaduan ata* disposisi

I hari Lenrbaran Disposisi,
(rrrar lf zcil l(nrxrrltaci,

4 Menyampaikan haril penanganan penggduan kepadar

Penanggun giawab,Klinilq Konsultasi t Ya

Surat Hhsil Konsultasi I hari $rrat Hasil Konsulfasii

5; Menerima dan meneliti hasil penanganan yang

disampailiarr Kerua/Koordinator: Klinik Konsultasi.

Jika setuiu malta disailian dan diserahkal kepada Staf

Scklctariat. Jika tidal: dil:cnrbalil:an rurtuk

dilioreksir'diperbaiki

Tidali
Surat Hbsil Konsultasi I lanr Surat Hasil Kolrsultasir

6, Menrlokuntentasikan dan mengrusipkal hasil

penanganalr )'ang telah disahkani dan

meyampaikkan/mqrgiri!l1'kepada Mitra Konsultasi 6 Surat I lasil Konsultasi l -5 nrenit Surat Hasil Konsultasi,

utu Baku

",Sekr€taris/hbanruiV
Auditor Madya selaku Wakbr
+u4 rxwruurcrv! r!

,,, , Fonsullasi

I
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSBEKTOR{T DAERAH

IRBAI\TWL II

Nomor SOP 38llahun 2018

Ianggal Pembuatan 02 Juli 201 8

TanggalRevisi

Tang.qalEfektif

Disahkan oleh

NIP. 19650808 199503 1 003

-*{.N"sPelitur
P" in$iba Tqnggara Ti mur,p

Judul SOP, Pelaksanaan Telaah Se.;awat oleh Inspqktorat Daerah Provinsi NTI
Dasar IIukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Npmor 60:Tahun 2008 tentang SistemlPengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tBntang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2Q25
Peraturan Menteri Dalarp Negeri Nomor 52lTahun 20lll tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkqngan Pemerintahl

Peraturan Menteri Pendayagunaan AparatunNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stapdar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubemur Nuga Tenggara Trmur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petun.luk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan di
Lrngkungan Pemerintah; Provinsi Nusa Tenggara Timuy

Pedoman Telaah Sejawat AAIPI

t
I

z
Pendidikan minimal Sl;.

Memahami prosedur teJaah sejawat

Memahami tata naskah; dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan
1 SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan Surat Masuk

I

2

ATK
Komputer

Printqr
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur Telaah Sejawat tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
pelaksanaan telaah sejawat tidak efektif dan efisien.

Disimpan dalam bentuk Solbopy dan Hardcopy



Tahap Kegiatan:

@menbenttrk'ltrm

F6ffi K".$t"t* liepada APIP yarg ditelaah

ffiIPyangditelaah

Penetapan ruang,lin glrup peke{aan

Merryusun perencanaan pekerjaan lapangan

Melaksanakan Peke{ aan laPangan

Draft Iaporal
la.ny.umLp"t* U^tt'lelauh tlan rhseral&an

M.me.tkto konsep Laporan Hasil Telaah Jika

malo Laporan drsampakan kepada Inspektur

tidak setuju nralta dikcrnbalikan kepada Titn

untuk dikorcksi
I.apornn, disposisi

It{""""k* tlrall Laporan Ftasil Telaah Jika

renandatangani dan menyeralrtriotr kcpada Ti

Penelaah. Jika tidak setuju mengenrbalikan

Sekretaris,untuk dikoreksi

M."1"*ht"" Laporan Hasil Telaah kepada Kepala

M""t** d"" t*"yampaikan dokruucn Laporan Hasi

'elaah kepada Pelabat Pelaksma
Hasil tindak lanjut

6cttt""*;oiurnen Laporau Hasil Telaah

Mutu Baku

Keterangan

I$o
I(elengBapan Wakhr Output

Tim Penelaah
lepJu buu 

I
Regirn FDE I

Itjabat I
Pelaksana I

Inspktur 
I

Pejabat
Pelakrana

9 l 18

I
I

a

Disposisi Sekretaris I hari Disposisi, Sumt

Iugas

Kuesioner I jarn Bahan Kuesionerr*l
iuratiTugau I jan Kr;rrseg, dispusisi

3

Pedoman Telaah

Sejawat

2 jant Ruang lingkup

rekajaatt{ r-l
r-l Ruang linglilp

peke$aan

I han Rencana Ke{a
5

Kelengkapan bahart l0 hari Satatan hasil telaah

6 n
rT -l

lautan hasil telaalt I ltati
.I

Ya

DraftLaporau 2 jam Laooran. disposisi

I
nd"k I

di qnosi si 2 jan
q I t,o"*

Laporan. disposisi 15 menrt Laporan

ll) r I
Laporan I i menit Laporallft I

t1

@ Laporan I5 menit

t2



PEMERJNTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

IRBANWILItr

Nomor SOP 39 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanegal Revisi

Iancsal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP
peLutsaoah nuait Kii(FPailalf;angkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi

Nfi
Kualifikasi Pelaksanq

)asar Eukum -
I perahyan p.-..irrmt uoffi6ilf005 t.ntutrg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

2 Pemerirrtah Daerah

3 Peraturan Presiden Nornor 8l Tahwr 2010 tentang Grand Dcsign Reformasi Birokasi 2010-2025

4 peraturan Menteri Dalam Negeri NoFor 2g rahul 2007 teltang Norma Pengawasan ilan Kode Etik Pejabat Pengalvasan Pemerintah

5 peratruan Menteri oatam Neleri NoFor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Mas-varakat di Lingkungan

Departernen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

6 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Penerintah di Lirrgliungan Departemen Dalallt

Negeri dan Penrerintah Daerah

7 peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pgngawasan atas Pen-velenggaraan Pemerintah

Daerah
g peraruran l\,lenteri Dalarn Negeri Nolnor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perahlran Merrteri Dalanr Negeri Nomor 23 Tahul

200n tentang Pcdoman Tata cara Pengarvasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

9 peraturan Menteri pendayaguvun Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tcntang Pedoman Pcnlusultan

dan Penerapan Srandar operasional Prosedur Administrasi Penrerintahan

l0 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedornan Pengarvasan Fungsional Pcnl'elenggaraan Pcmerintah

Daerah

I I peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentarrg perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nonror I I Tahun 2008 telttatlg

Pembennrkan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan trmbaga Teknis Daeralt

12 peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nornor 2g rahun 20 17 tentang Petunjuli Telmis Penlusunan dan Pelalisarraan Standar

Operasional prosedur Rdminiitrasi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timrrr.

Keterkaitan
l SOP Surat Trtgas

2 SOP Pe{alanan Dinas

3 SOP Kinerja

4 SOP EKPPD

Pendidikan minimal D-3 semua jurusan

Diulamalian sernua JFA dan P2tlPD

Pernalr rnendapat pendidikan IFA / P2UPD

Pejabat Stnktural pada lnspellorat

Peralalan/rlcrlen gkaDan

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Ukur

2 Kornputer / laptop 7 Sarana konrurriasi

3 Printer 8 Saranan ntobilitas

4 Mesin photo cop-r- 9 Kamera

5 Proyektor l0 Buku kena

Pencatatan dan Pendataan
Perinqatan - -r:l^r-^-^r.^-. L^-,- -*i.ain -o..'plesaian mecaleh Disimpan dalanr benttrli Softcop"r dan Hardcopl'

P;



a Mutu Baku

No

I

KepalaSub
Bagian?DE

4
t: , 6 10 t2 t3

I Meryerahkan sumt p€nugasan kepada Sekretaris

untuk pelaksanaan Audit Kine{a pada

Peranglvrt Daerah Lingkup Provinsi NTT @-
Surat Tugas I hari Surat Tugas

L Berkoordinasi dorgan Inspeku Pembantu

Wilalnh I Pengendali Teknis dan menyerahkan

suat tugas kepada Tim/Pejabat Fungsional

untuk pelaksanaan Audit Kinerja pada

Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT

Surat Tugas I hari Surat Tugas

-t_I-
J Menerima surat fugas dan meny'usun Program

Ke{a Pemeriksaan @KP) mengenai pelaksanaan

audit kinerja

Laptop/Komputer,

Printer dan Kertas,

Surat Tugas

I hari Format dan PKP audit
kinela ltugk-up

Pemerintah Pror.insi

NT'T

4 Pclaksanaon Audit Kinc{o olch Tim/Pc.lobot

Fungsional

Surat Tugas, Program

Ke4a Pernenksaan,

Keras,

Komputernaptop,
Printer

l0 hari KKA dan temuan ha.sil

pemorksaan

) Penyampaian calon temuan kepada SKPD untuk

ditanggapi H Laptop/Kornputer,

Printer dan Kertas

I hari - Draft calon ternuan

- Tanggapan dari orbik

6 Melakukan ekspose hasil pemeriksaan'

menvusun LHP dan diserahkan kepada

lrbanwiVPengeldali teklis sesuai lusil rtutuletr

diskusi
Ya

lntbkus, P2HP.

laptoplKomputer.

Printer dan Kenas

I hari Draft ternuan hasil
pemeriksaan dan

Pokok-pokok hasil
penteriksaan

7 Mencliti LHP. Jika setuju, diparaf dan

diserahkan kepada Sekretaris danjika tidak

setuiu dikembalikan kepada Tim/Peiabat

Fungsional untuk dikoreksi F
Tidak

Laptop/Komputcr.

Printer dan Kertas

2 hari Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

8

o

Meneliti LHP. Jika setuju, diparaf dan

diserahlian kepada Inspektur dan jika tidak

drlieurbalikan kepada Lrspektur Pernbantu

Wilalah / Pengendali Teknis unnrli dikoreksi

Tidak

Laptop/Komputer,

Printer dan Kertas

I hari Laporur Hasil
Pemeriksaan (LHP)

Meneliti LHP. Jika setuju. ditandatangani dan

di serahlian kepada Tim/Pejabat Fun gsiotral dan

lila tidak setuju dikembalikan kepada Sekretans

unruk dikoreksi

Tidak

c
Laptop/Komputer.
Printer dan Kertas

I hari Laporan Hasil
Peneriksaan (LHP)

3 5 I ,,

-l
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Tahun 2018

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAER{TI

IRBANWIL UI

02 Juli 2018

Disahkan oleh

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dtnasi ierencanaan Pembangunan Nasional

Perutu.'un P"-e-rintah Nomor 8 Tahun ?008 Fntang Tahapan Tata Cara Penyusunan PengendaliSn dan

Evaluasi Pelaksanaan Renc.ana Pembangunan Daerah

Peraturan,Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Brrokrasr 2Q10-2Q75

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusun'an dan Penelapanr Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peratuian,Menteri Dalam Negeri Nomor j+ Tahun ZOIO'tentang Pelaksanaan Petaturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan'Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Dapralt

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedornun lenyuzun'an dan Penerapan Standar Operasipnal Prosedur Admintstrasi Pemerintahan

peratuian Daerah provinsi NTT Mmor I Tahun 2008 tentang,Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Prtrvinsi NTI Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinst NTT Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Pembargunan Jangka Nlenengah

Daerah Provinsi NTf Tahun 2013-201E

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petuniuk Teknis Penyusunan

danPelaksanaanStandart)perasiqnalProsedurAdministrasiPemerintahandiLingkunganPemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peralatnnr'P
I ATK
2 Komputer
3 Telephon/FaximilP

4 Pnnter

I SOP Surat Tugas

2 SOP Per.lalanan Dinas

3 SOP Ktneqa

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
aka akan berdampak pada kualitas Pelaksanaan



No

Mutu Baku

Inspeklur

Inspekiur". :':!
Pempii{u
Witayafi,] :

Pe{rgendili
Teknir

Tim/ Pejabat
Fungsional

Kcpala Sub
Ragian PD,E

Waktu Kelerangart

t r. z 3 4 J ..6 I 10 '12 1i
I Merryerahkan suat penugasan kepada

Stketaris untut pelallsanaat Audit
Kinerja pada KahupaEn/Kota
tserkoordinasi denganrlnspektur Penrbantu

Wilayah/ PengendaliiTeknis dan

nlenyerahkan surat hrgas kepada

Tim/?ejabat Fqngsional untrrk pelaksanaan

Atrdit Kineda pada Kabupaten/Kota

@-
-+l--I_

I#

Draft Swat Tugas l5 menit Surat Tugas

2 Menerima suraf tugas.dan menyusun

Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

mensenai nelaltsanaan audit kineria'

Laptop,lKomputer,

Printer dan Kertas
I hari Format dan PKP audit

kinerjF linelup
Pernerintah Prov'insi

Melaksannkan Audlt Klnerja pada

Kabupaten/Koa
Surat 'l uqas, frograrn
Kefa Pemeriksaan,

Kertas,

Komputer/laptoq.
Prihter

l0rhari KKA.dan temuan hasil
pemeriksaanr

4 Menyusun pokok-pokok hasil
pemeriksaarq melalcul€n ekspose hasil

Laptop/l(ornputer,
Printer dan Kenas

5 hari PPHP. HasiltNotulen,
Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan&HP)p€menlisaan dan ilcnyusun lraporau llasll

Pemeriksaan dan diserahkan kepada

IrbanrviVPen gepdali Teknis

Ya

5 Meneliti, LHP. Jika sefuju, diparaf dan

diseral*an kepada Seketaris dan jika
tidak setuju dikembalikan kepada

f in/Pcjabat Fungsional unhrk dikoreksi

Tldak
Laptop,/Konrputer-

Priiler dan Kertas

2 hari

Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan: (LHP)

Ya

6 Meneliti,LHP. Jika seluiu. diparaf dan

diserahlan kepeda Inspeknr dan jika tidak Tidak
Laptop/Komputer.

Printer dan Kertas

I ltari

Laporan Hasil

Penreriksaan, (LHPl
ul^grrruiur^dr KPau UDPE^tu rrrll

Wilavalr / Pengendali Teklis untul
dikoreksi

Ya

7 Menelitir LHP. Jika seruju, ditandatangam

dan diserahlianrkepada Tin/Pejabau

Fturgsional danjika tidak senrju

dikembalikan kepada Seketaris unnrlr

dikoreksi

Tidak

*

Laptop/Kornputer.

Printcr darr Keflas

I hari

Laporan Hasil

Perneriksaan (LHP)

a.

Tahap Kegiatan
Sekretaris

tt

I



dan mendolnrmentasikanrlHP

telah ditandatangani. Selanjuhya

ke Kepala Sub Bagian PDE

No

::
TahaP Kegiatan

- -PelakiL
:u

ToLnis

Kep-atSub,
Baeian PDE

Kelengkapan Ketorangan

I .,2 3 I t 6 .8: t0 It 12 13

E
LHP

15 menit

LHP

9 Vlenerima dan menyampaikan LHP'dari

llrn/Pejabat Fungsioml kepada Pejpbat

Pelaksana
13 --l LHP

15 menit

LHP

l0 Menerima LHR. SelaqiutnYa LHP
tlarsipkan dan didistribusikan kepada

rbrik
t_-eTl_J

Laporan ltlasil

Pcmcriksoan (LIIP) l5 rucuit

Lapomn Hasil

Pcmcriksaat (LIIP)



PEMERJNTAH PROVINSI NUSA TENGGAM TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

IRBANWIL III

I Feraturan pemerintah N"r"* zs T"h* 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngarvasan Pent'elenggaraan

2 Pemerintah Daerah

3 Peraturan Presrden Nomor 8I Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 psraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawatsan dan Kode Etrk Pelabat Pengawasan

5 peraturan Menteri Dalam Neleri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nlasyarakat dt

Lingkungan Departernen Dalam Negeri dan Pemerintatr Daeratt

6 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawag Pernerintah di Lingkungan Departunen

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

? Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengarvasan atas Pen-v-elenggaraan

Pemerintah Daerah
g peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g rahun 2009 tentang Perubahal atas Peraturan lVlcnturr Dalam Ncgcrr Nornur 2J

Tahun 2007\ tentang Pedoman Tala caraPengart'asan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah

9 Peraturan N'tenteri Pondal,aguna.tn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun ?01 2 tentang Pedoman

Penlusunan dan Penerapan st-a"t operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

l0 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tcntang Pedoman Pengarvasan Fungsional Ponl'elenggaraan

Pemerintah Daerah

l l peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penrbahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor I I Tahun 2008

textang Pembentukan organisasi dan'l'ata Kela lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

l2 peraturanGubemurNusaTenggaraTimurNomor23Tahun20l?tentangPetunjukreknisPenlusunandanPelaksanaan

Standar Op..urionqt pro..dorld,nloi't*'

Nomor SOP 4l Tahrtn 2018

Ianqeal Pembuatan 02 Juli 2018

Ianssal Rev{si

fanesal Efehtif
Disahkan oleh

(

A/Insoektur
eroviryrl Nu,pa Tenggara Timu r. $-

::, i,,..\": -Aft - ,^.,"/

' bilrrtrr*ifrus Jawa^ M. Siffi
.-lirP.L#osos tsi:or t ooi

udul SOP P.t.kt"ltart Pra Audit Kinetj@
Kualifikasi P{lklAlC

I
2

Auditor, P2LJPD dan staf pelaksana yang telah mengikuti pelatihart dibidang pengawasan

Memahami tentang kriteria pengawasan

Memahamr tentang entrus/qbyek pemenksaan

Tun perneriksa berjumlah ninimd 3 (tiga) orang terdiri aari I (satu) ketua dan 2 (dua) anggota
3

4

Peralata4lpe rlen gkap an
Keterkaitan
I SOP Surat Tugas

2 SOP Perjalanan Dinas

3 SOP Kinerla

4 SOP EKPPD

Praauditdilaksanakanunglengkapsebagaiacuandalalnpcmeriksaankinefa

1 Neraca 5 Laporan Realisasi Penverapan Anggaran

2 DPA 6 BKU dan Buku Pcmbantu

3PK 7 DUK

4 Renstra

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk Softcopl'dan Hardcop,v



No OutPut
':
Sekretaris

6' I 9 i0
I Laptop/ Komputer.

Printer dan Kenas

15 menit Konsep Surat Tugas
I Mengjukan konsep penugasan kepada

Seketaris @ I
t-

Korxep Surat Tugas 15 menit Konsep Surat Tugas
2 Mengojukan konsep penugasan kepada

Inspeknu r Konsep Sruat Tugas l5 rnenit Surat Tugas
J Menerima konsep penugasan dan diserahkan

kepada Seketaris
Surat Tugas 15 menit Surat Tugas

4 Berkoordinasi dengan Inspektur Pembanhl

Wilayah / Pengendali Telnis tentang

penugasan pra audit

l-}-ll- ={}
Surat Tugas, Program

Kerja Penreriksaan,

Kerlas. Ktrntputcr'/laphrp,

Prilter

l{,} han
5 Pclaksaruan pra audit pada obyck pcmcriksaan

- Entrv metting
- Pengumpulan data

Infokls, P2HP, laptop/

Komputer, Printer dan

Kertas

I hari Draft temuan pra audit
6 Melal'ukan ekspose hasil Pra Audit dan

menyusun Laporan Hasil Pra Audtt dan

diserahkan kepada lrbanrviV Pengendali teknis

sesuai hasil notulen diskusi
Ya

Tidak
Laptop/ Konrputer.

Printer dan Kertas

I hari Draft laporan pra audit
7 Meneliti Laporan Hasil Pra Audit. Jika setuiu'

diserahkarr kepada Sekretaris dan jika tidak

dikembalikan kepada Tim/Pejabat Fungsional

untuli tlipcrbaihi. Tldak
Laptop/ Komputer.

Printer dan Kertas

I hari Laporan Hasil Pra Audit
E Mcrrcliti laporan Hasil Pra Audit. Jika sctulu'

diserahkan kepada Tim/Pejabat Fungsional dan

menliapkan persiapan pelaksanaan audrt

kine{a, jika tidat dikembalikan kcpada

Sekretaris untuk diperbaikt.

Ya

.-l---1
t r"t-r J

Laptop./ Koutptttcr.

Printer dan Kertas

15 mcnit Inpornn hnril pra audit
9 iv{endokumentasikan laporon l ong tcluh

ditandatangani sebagai referensi audit k i nerja

Mutu Baku

Waktu'
l,

Kcterangan

3 4

n
J



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAE

IRBAI'\ryIL TII

Nomor SOP 42 Tahm 2018

Targgal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanssal R€risi

Tanssal Efektrf
Disahlan oleh

Pro\

1 -/

/1i 1': \

. D,',

'; Nlp

enggara Tinrur.?p

W
-ingkat I
199503 I 003

Judul SOP
-*;:g.

Peloksanaan Revicw Rencaru Kerjs dan Angga.an Percrintah Daersh Provinsi Nfi

)asar Ilukum Kualitikasi Pelaksana

2

3

)
6

7

8

Undang-undang Nomor l7 Tahu 1003 tentsng Keuangan Negara

Undsng-undang Nomor l5 Tahun 1004 tenlang Petneriksaan Pengelolaan dan Tangg ng Jawab Keuangan Negara

Undarg-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sislern PerenctrBsn P€mbangunan Nssionsl

Undang-undang Nomor 23 tahul 2014 t€ntang Pemerintalun Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5E tahun 2005 tentang Pengelolaan Keualgian Dae.rah

Peratuan Pemerinrah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pcngendalian Intem P€merintsh

Peraturao Pemerintah Nomor 7l Tahtljt 2010 tentang Standar Al(rlntansi Pcmerintah

Perahr.ran P.esiden Nomor 8l Tahun 2010 ientang Grand Design Reformasi Birokasi 2010-2025

Pemturan Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahnn 2006 tentang Pedomai Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah tcmtlUr dcngan Pcraturan Menteri Dalan Negeri Nonror 2l Tahun 201I

Psrarumn Menrerr Dalam Negeri Nomor 54 Tahu| 2010 lentarg Pelakssnaan Pemtumn PenErintah Nomor ti Talur) 2008

tentang Tahapan. Tatacara Penj'usunar! Pengendalian dan Elaluasi Pclatsanaan Rencana Pembangurun Daerah

Peraturan Mentcri Pcndayagunaan Aparatui Negara dar Relormasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 lenlang Pedonran

Penpsman dan Pencrapan Slandar Operasional Proscdur Adnririsrasi Pemerintaha!

Peraturan Gubeoru-r Nusa Tenggara Tinrur NonDr 28 Tahun 201 7 lenlarg Petmj[k Te]inis PenJ sunan dan Pclaksanaan

Staldar Operasiorfl Prosedur Ad inistrasi Penlerinhhan di Llngkungan Pcmerinta] Prorinsi Nusa Tenggam Ti'nur.

l{)

1l

Peodidiftal nininal D-3 semuajurusan datr Mahir Metrgop€rasikall Komputer

Diuramakan semua JFA dan P2UPD

Pemah mendapat pendidikan JFA / P2UPD

Pejabat St&ktural pada Inspektorat

(cterkoitIn Pcralrton/pcrlcntklrDlrn
I SOP Surat Tugas

I SOP Perjolanon Dinos
3 SOP Kineria
4 SOP EKPPD

I Ala{ tulis kanlor {ATK) 6 Alal Uhr
2 Komputq,;loptop 7 Somru komuiosi
3 Prinler 8 Sararun nrobilitas
4 Mesin photo copl 9 K8nrera

5 Protehor t0 Buku kerja
terintntan Prncatdlan dan Pendrldnn
)emeriksaan dilaksanalar nrerramtn Den]elesaian masalah Disinpar dalam bentuk Solicopl da!}|ardcopl..

I
2

3



No

pelaksana Mutu Baku

Tim/Pejabat
Fungsional

Kelengkapan Output

T :i 4 J I . ,9 10
I Menugaskan Sekrearis untuk pelaksanaan

review RKA @- Laptop/Komputer, Printer

dan Kertas

l5 menit Surat Tugas

2 Berkoordinasi dengan para Inspeknn

Pembantu Wilayah,iPengendali Teknis

unnrk pelaksanaan review RKA

I
,,_Y__,
l-I l+- +{----}

I

-

Surat Tugas 15 menit Surat Tugas

-t Penltsunan Review Rencana Kerja + Iaptop/Komputer. Prinier

dan Kcrtas, Surot Tugas

l hari Format dan Program

Kcrja Reviu RKA OPD
Tinskat Provinsi Nfi

+ Pen gumpulan Dokumen Perencanaan

terdiri dari Kebijakan Umum APBD
(KUA)/Kebrjakan Umum Perubahan

APBD GLrP$. Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)/PPAS

Perubahan dan Rencana Ke{a (Renja)

OPD di Dagial Dappcda Provinsi Nfi'

Surat Tugas, Prograrn

Kefa Pemeriksaan.

Kertas, Komputer/laptop,

Printer

I hari Kertas Keqia Reviu dan

Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu

Menlrsun t'onr.p iu-pot* H*il R*'iu
(LHR) dan diperiksa oleh Inspektur

Infokus, P2HP,

laptop/Komputer. Printer

dan Kertas, Kertas Keia
Reviu dan Hasil Reviu

5 Han Draft hasil reviu

Ya

Laptop/Komputer. Prin'rer

dan Kertas, Dra{l hasil

reviu

I han Draft Laporan Hasil Reviu

Pembantu Wrlal'ah / Pengendah l'eknrs

7 Meneliti Drafl Laporan Reriu. Jika setuju.

diserahkan kepada Sekretaris, jika tidaL

dikenrbal ikan kepada Tim/Pejabat

Fungsional Ys

Tidak
Laptop/Konputer. Printer
dan Kertas. Dmft hasil

reviu

I han Drall Laporan Hasil Reviu

I Meneliti Laporan Rer.iu. Jika setu.ju,

diserahkan kepada Inspektur, jika tidak

J

Tidak
LaptoplKomputer- Printer

dan Kertas. Laporan

Hasil Reriu

I han Laporan Hasil Reviu

drkem0alllian kepaoa InspeKnr remDanru

Wilavah / Pengendali Teknis

tt t2.

I

I



---.. .- Pelaksan4. ' . , u

Sekretaris
Inspektuf.Pembantu

Wilayah / Pgngerdali
j i Teknis

Output Keterangan

I o to 11

9 Meneliti laporan Reriu. Jika setulu,

ditandatrangani dan diserahkan kepada

TimlPejabat Fungsional. jika ridak

dikembalilian kepada Sekretaris untuli

dikoreksi

trat-T
Laptop/Komputer,

Printer dan Kertas,

Laporan Hasil Rer.iu

I hari Laporan Hasil Reviu

l0 Menerbitkan Laporan Hasil Reviu (LHR)

rangkap 4 (empat) eksenplar urtuk

diserahkan kepada Gubemur. Ketua Tim

Anggaran Pemerintah Daeralt, Kepala

SKPD terkait dan fusip lnspekorat

@agran Evaluasi)

l^aptoplKomputer, Printer

dan Kertas. Laporan

Hasil Reviu

20 menit laporan Hasil Reriu

No
l:l l'

Inspektur
,: t

Kelcnekanan Waktu

? 4 6 I



PEMER]NTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

IRBANWIL ilI

Nomor SOP 43 Tahun 2018

Ianggal Pembuatan 02 luli 201 8

Ianqqal Revisi

Tangqal Efektif ffi\
Disahkan oleh ;;1.{/!ppektur 

,

Fl 
j,{to T*ggara Timur, &

Drs. Mdrsianus Jawa. M.Sit4t

Judul SOP
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
NTT

Kualifikasi Pelaksana

n 2006 rcnt ng Pclaporan Kcuangan dan Kincrja Instansi Pcrncrintah

2 peraturan presiden Nomor 8l Tahul 2010 tentang Grand l )esrgn Retbrmasr Hirokrasl 20 | (l-2t)25

3 pernhrrnn Mcnteri Dnlnm Negeri Nomor 4 Tohun 2008 ronilng Pedoman Pelaksanaax Reviu Atas i-aporan Kouangan Pernerintah

4 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun ?007 tentang Pedomen Penanganan Pengaduan Masl'arakat di Lingkungan

Departemen Dalarn Nogeri dan Pemetintah Dacrah

5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 t€ntang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah

6 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2g rahun 200? tentang Norma Pengavvasan dan Kode Etik Pejabat Pengalvasan Pemerintah

7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengarvasan atas PenYel€nggaraan Pemerintah

Daclalt
g peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor g rahun 2009 tcntang Pcrubahan atas Peraturan Menteri Dalan Ncgcri Nomor 23 Tahun

2007 tentang Pedoman Tata Cara Peilgarvasan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah

9 peraturan Menten pendal,agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedonran Pen.lusunan

dan Penerapan Staildar operasional Prosedur Administrasi Pcrnerintahan

l0 pcraturan Daerah Nomor I I Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

I I peraturar Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk reknis Penyusunan dan Pelaksanaan standar

Operasional prosedur Adminisirasi Pcmerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur'

2.

J

Pcndidikan minimal D-3 Akuntansi dan Mahir Mcngopcrasikan Komputcr

l)rutamakan semua Jl'A dan PZUPl.)

Pemah mendapat pendidikan JFA i PziiPD

Pernah mengikuti Bimtek Rwierv Laporan Keuangan

Pejabat Struktural pada Inspektorat
4

l

PeralatRn/rrerlen gkapan
KeErksltan
I SOP Surat Tuga-s

2 SOP Revierv Rencaua Kerja Anggaran

3 SOP Kineria

I Alat tulis kantor (ATK) 6 Alat Llkur

2 Kornputer / laptop 7 Sarana komuniasi

3 Printer 8 Sarana mobilitas

4 Mesin photo copy 9 Kamera

5 ProveLlor l0 Buku kerja

Pencatalan dan Pendatag[
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopl

remenKsaall



Pelak$ana r' Mutu Baku

No
v Waktu

1 6 10 1I 12
I Menugaskan Selaetaris untuli pelaksanaan Review

Laporan Keuangan
LaptopA(omputer,

Prfurter dan Kertas

15 menit Surat Tugas

2 Berkoordinasi dengan para lnspellur Pembantu

Wilayah/Pengendali Teknis untuk pelaksanaan

Review laporan Keuangan

Surat Tugas l5 menit Surat Tugas

3 Penltsunan Rencana Keria Review Laptop/Kompute r.
Printer dan Kertas

I hari Format Reviu

Pelaksanaan Review laporan Keuangan dan
Koordinasi Bidang Akuntansi BPPKAD untuk
menelaah terhadap bahan dasar penyrrruran LKpD
(LRA\ LAK, Neraca dan CAIK)

Surat Tugas. Program

Kerja Pemeriksaan,

Kertas, Konputcr/lantop,
Printer

l5 han Kertas Ke{a Reviu dan

hasil Reviu

5 Melakukan rapat ekspos dan menlusrur pemyataan

telah direvierv dan diperiksa oleh lnspekrur
Pembantu Wilayah / Pengendali Teknis

Ya

Infoh$. P2HP.

laptop/Komputer, Printer

dan Kertas

I hari Draft hasil reviu

o Meneliti Draft LHP untuk ditandatargani oleh
Inspel-tur dan Draft Surat Gubemur. Jika setuju
diserahkan kepada Sekretaris, jika tidak
dilembalikan kepada Tin?ejabat Fungsional unnrk
dikoreksi

Tidak

LaptopA(omputer.

Printer dan Kertas

I hari Draft Laporan Hasil Reviu
(LHP)

Ya

7 Meneliti LHP dan Surat Gubenrur. Jika setuju
diserahkan kepada Inspektur untuli ditandaran garil.
iika tidnk dikemhalil'an lennde lrrcnel'r,rr Do''ha,.r

Tirlak
Laptopi Komputer.
Printer dan Kertas

I lrari Laporan Hasil Reviu
(-1-HR)

Wilayah / Pengendali Telnis untuk dikoreksi Ya

8 Meneliti LHP dan Surat Gubemur. Jita setu.ju.

ntenandatangani LHP dan mengesahkan pentvataan

telah dilaklkan Review Keuangan dan diserah_lian

kepada Tim,/Pejabat Fungsional

Tirlak Laptop/Komputer.

Printer dan Kertas

I harr Laporan Hasil Reviu
(r-HR)

9 Penggandaan pem\"taan telah dilaliulian rer.ieri
keuangan datr diserahkan kernbali kepada Inspcktur

Laptop/Komputer.

Printer dan Kertas

l5 rncnrt Laporan Hasil Reviu
(LHR)

l0 Menyerahkan peml"taan telah dilah-ulian rerie*
kepada Grbernur NTT selaku Kepala Daerah serta

nrengarsip Laporan Review Keuangan

{
t *'-"J

Iaptop/Komputer.
Printer, fotocopi'.
penjilitan dan Kertas

I han Laporan Hasi.l Rer.iu
(LHR)

InsDektur Sekretaris

4 I

I

-Jt-'-L--tr
I

/''t
\

I

I t:
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PROYINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

IRBANWIL III

02 Juli 2018

Pelaksanaan Tutuo Buku pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT

Pendidikan minimal SLTA
Menguuuui Tutu Nuskuh Dirrusi@em perencanaan Pembangunan Nasional

leratuin p...iit tah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tshnpon Tatq Car! Pcnyusunan Ppngcndalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunatt Dacrab

PeraturanPresidenNomor8lTahun20l0tentangGrandDesignReformasiBirokasi20|0.2025
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2olotentangPelaksanaanPe'sturanPemelinlah
NomorSTahun2008tentangTahapanTataCaraPenyusunanPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Penciayagtrnaan AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandaroperasionalProsedurAdministrasiPemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi Nfi Nomor t Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panlang

Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

PeratufanGubemurNusaTenggaraTimurNon.ror28Tahun20lTterrtangPctunjukTcknisPenyusunan
dan pelaksanaan standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

I ATK
2 Komputer

3 Telephon/Faximile

4 Printer

I SOP Surat Tugas

2 SOP Per.jalanan Dinas

3 SOP KinerJa

Disimoan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
ka akan berdampak pada kualitas Pelaksanaan



Pelaksana

No Output

6 E 10
42l Laptop/Komputer,

Printer dan Kertas

I han

I @pehksanaankegiatan
tutup bul-u @ tutup buku

-L-L_f=
laptop/KomPuter,
Printer dan Kertas

4 hari

'ormat Tutup Buku dan

L geikoordinasi dengan para lnspektur Pembantu

W i la.,'ah,/Pengendali Teknis untuk menyrsun tim

Denuqasan

format Nota Dinas

r-
-F--.'
-1-J

Laptop/I(omPuter,

Printer dan Kertas

Draft Nota Dinas

J Mengkompilasi data dan nreryusun Nota Dinas'

selanj utn-va diserahkan kepadalnspektur Pembantu

Wilayah.iPengendali Teknis

LaptoplKomputer,

Printer dan Kertas

I hari Draft Nota Dinas

, Mereviu Nota Dinas. Jika setuju' diserahkan

kepada Seketaris dan jika tidak dikembalikan

kepada Tinr/Pejabat Fungsional untuk dikoreksi

J
-_.1Yo

Tidak
laptop/Komputer,
print€f dan Kertas

I hari Nota Dinas

5 Meneliti Nota Dinas. Jika setuju, diserakan kepada

Inspektur untuk ditandatangani danjika tidak

dikernbalikan kepada lnspeltur Pembantu

Wilayah/Pengendali Teknis rurtuli dikoreksi Yn

I-aptop,/Komputer.

Printer dan Kertas

l hari Nota l)inas
6 Meneliti Nota Dinas. Jika sctuju, rnaka

nrenandatangarli Nota Dinas dan diserahkan kepada

lrrn/Pe.;abat l'ungsiorral dan jika tidak

dikeurbalikan kepada Selretaris untuk dikoreksi

Tidak

+

-
L"|e*J

Laptop/Komputer.

Printer dan Kerhs
l5 menrt Nota Dinas

7 Me"d"i*"ttttsikal dan nendistribusikan kepada

Gubenrur NTT sebagai LaPoran

Mutu Baku

Waktu

3 :.
!-)

t::



PEMERII{TAH PROYINSI NUSA TENrcARA TIMUR
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Tangqal Pernbuatan 02 Juli20l8
Tanceal Rcvisi

Tanggal Efeklf
Dsahkan oleh

, ,- TH a,arnw,|t.

;f(fiffi^'
' ipq\--4f;tSfl'u r,gk"t r

Y-Ilffi:lldso8o8 tee5ol I oo3

Judul SOP
Pemeriksaan PrograiiiiDesa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah pada 22
KEbuDstei./Kota

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Persturan Pernerir ah Nomor 12 Tahun 2017 tsntatrg Pembinaan dart Pengawasan Potyelenggaraan Psmerintahan Daerah

Pcrctursn Prcsidcn Nomor 8l Tobun 2010 tonlong Gand Dosign Roformasi Buokasi 2010-2025

PeratuJan Mentcri Penda)'agunaan Aparatur Negara dan Reformssi Birokrasi Nornor 35 Tahu 2012 tcntang

Pcdolnsn PenFsunan dan Pererapan Standat Op€iasional Pros€du Adminislrasi PmrcriDtahan

Penturan Mentori Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 ter*ang Norma Penga*asaa dan Kode Etik Pejabat Pengawasan

Pemturan M€nteri Dalam Negcri Nomor 25 Tabun 2007 tenhng Pedoman Penangana! P9rlgaduan Misyarakat dr Lrngklrngan

Departemetr Dilam Ncgcri dsn Pemerintah Da€rah

Perah[an Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentaDg Pcjabat Penga$as Perncrintah di Linglugan Dspanemen Dalam
Negffi dan Pqnerintah Daerah

Peratuan I'vtgnteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pcdoman Tata Cara Pengauasan atas Penyelenggaraan

Pcmerintah Dacrah
Peratuan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 200, tcntong Pcrubohar slos Pcrotur0n L'lcntcti D0lom Ncgcri Nomor ?l
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelotggaraan Pcnrcnntah Dacral
Keputusan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tont,ang Pcdoman Pcngo$asan Fungsional Pelyelenggaraan P€nrgrrDtah

Dagrah

Pcranran Gubernur NTT Nomor 4 Taiun 20l4 tentang Sistem Pcmbangunan Terpadu Dcsa/Kelurahan Maidiri Anggur lr,lcrah

Provinsi NTT Tahun 2014-2018

Peraturan Gubornur NTT Nomor 2lJ Tahun 2007 tcntang Petunjuli Teknis Penlsurran dar Pelalisanaan Standar Operasiona)

Pruscdur Adflilistrali Pcltcrintaharr di Lingh$gln Pcncrilt Prolinli NTT

Perahmn Gubdmur NTT Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pctuojuk Teknis Pcnyaluran dan Pengelolaan Bantuan Desa./Kclurahan

Mandiri Anggur Merah Pro\'insi NTT Tahun 201l -2013

Pcraturan Gutrdrurr NTT Nr-,nor il9 Tahur 2012 tcntang Pcdonan Pcnrbangunan Dacrah Tcrpadu Bcrbasis Dcsa/Kclurahan di
Prorinsi NTT.

I

2

l

4

5

ll

IO

t2

l-l

I
2

3

4

Pendidilian minirnal D-3 semua jurusan

Dutarnatan semua JFA dan P2UPD
Pemah mendapat pcndidikan JFA / P2UPD
Pejabnt Struknrral pada lnspehorat Daerah

Keterkaitan Perala!an/Kelengkapan
I

2

3

4

SOP Audit KirErja Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

SOP Perjalanan Dinas
SOP Evaluasi SAKIP
SOP EKPPD

Alat tulis kantor (ATK) 7 Alat UL:ur

Komputer / Laptop 8 Sarana Komunikasi
Printdr 9 Sanna Mobilitas
Mesin Photo Cop.r l0 Kamera

Proreltor ll Buhr K{a / Agenda
Nota Dinas dan l,embar DisDr 12 Intemet

I

2

3

.1

5

Peringatan Pencatrtm dln Pendataan

Kolsep LHP diterbidaar paling lambat l0 hari ke{a s€t€lah tsoS€F.l akhir pemeriksaan Disimpan dalam bentuk so0copy dan hardcopy



. ?elaksana M[tu Baku

Inspektur

1. 6 8 9 10 11 I2

I Menugasakan Sekretaris untuk melaksanaan

Pemeriksaan atas Program Desa,/Keluralnn

Mandiri Anggur Merah
f -*f-

Kertas/lembaran

disposisi

I luri

Surat Disposisi
Inspektur

2 Berkoordinasi dengan Para Inspektur Pembantu

Wilayah dan mentbentuk Tim penugasan

pelaksanaan Perneriksaal atas Program

Desa/l(elurahan Mandiri Anggur Merah

J-L--f
Laptop/Komputer,

Printer dan Kertas,

Surat Disposisi

lnspeltur dan Agenda

Konsep Surat Tugas

Tim

J Pembuatan konsep surat tugas, PKP, dan PaLla

Integitas Pemeriksaan atas Program

Desa/Kelurahan Mandiri Anggru Merah dan

moryerahkan kepada Seketaris untuk proses

pcnandaunganan

Konsep Surat Tugas

Tirn. Kertas,

Komputer/laptop,

Printer

15 Menit Dralt Surat Tugas

Ya

4 Meneliti surat tugas, PKP, dan Pakta Integritas

Pcnrcriksaan atas Program Desa,/Kelurahan

Mandiri Anggur Merah. lika setuju' diajukan

kepada Inspektur untuk ditandatangani. Jika

tidak. dikembalikan ke Inspektur Pembantu

Wilayatr/Pengendali Teknis unruk dikoreksi

Tidak

Draft/Konsep Surat,

Kcttas,

Kompulernaptop

I hari Dafl Surat Tugas,

PKP, Pakta Intcgritas

Ya

Tidak

Drat Surat Tugas.

PKP. Pakta Integrrtas

I hari Surat Tugas. PKP.

Pakta lntcgritas5 Meneliti dan menandatangani surat tugas. PKP.

dan Pa|1a lntegrrtas Pemertksaall ata Pro$anl

Desa./Kelurahan Mandiri Anggur Merah. Jika

setuju, ditandatangani dan diserailian kepada

Inspeltur Pembanhr,/Pengcndali Tekknis. Jika

tidak, dikembalikan ke Sekretaris untuk

dikoreksi

6 Menielaskan Teknis Penugasall kepada

Tim/Pejabat Fun gsional _rl-----L-
Infokus. P2HP.

laptop/Komputer.

Printer dan Kertas

I hari Draft temuan hasil

pemeriksaan dan

Pokok-pokoh hasil

pemeriksaan

-]-J

7 Melaksanakan dan nrenlustur Laporan

Perneriksaan atas Pelaksanaan Program

Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di

Kabupaten/Kota I
L-,

Draft Laporan.

[.aptop/Komputer.

Printer dan Kertas

I hari Konsep Laporan

Hasil Pemeriksaan

(LHP)

No Sekretaris
:

Inii*ktur Pembantu

' 
Wilayah /

fim/}ejaUat
Fungsional

Waktu Output

): ?,

-t

I



F] ,. .] Mutu Baku

No

:

Oulput

6 ..fl () ttt t, ,2

, 2,

Konsep LHP.
LaptoplKomputer,

Printer dan Kertas

LT{P,

laptop/Komputer,
Printer dan Kertas

I hari

2 han

Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

8

9

Meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandin

Anggur Merah oleh Tim Pemeriksa' Jika setu3q

diajutan kepada Sekretaris. Jika tidali'

dikembalikan ke Tim Pejabat/Fungsional untuk

dikoreksi

Meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandin

Anggur Merah yang diajukan oleh Inspektur

Pembantu Wilayah/Pengendali Teknis' Jika

lsetuju, diserahkan kepada Inspeltur' Jika tidak

I ditembalikan ke lnspelrtur Pembantu

I 
WitayaUeengendali Teknis untuk drkoreki

It 

-

Ya

Tidak

Ya

LHP,

Laptop/Kompuler,

Printer dan Kertas

Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)l0 H4*.fiti f-up-* Hasil Pemeriksaan Jika

setuju. ditandatangani dan diserahkan kepada

Kasubbag PDE. Jila tidak, dikembalikan ke

Sekretaris untuk dikoreksi

Tidak

Laptop/Komputer,

Pnnter. fotocoPY.

penjilitan dan Kcrtas

I hari Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)ll Menyampaikan Laporar Hasil Pemeriksaan atat

Pelaksanaan Prograrn Desa/I(elurahan Mandiri

Anggur Merah kepada Gubernur NTT serta

mendokumentasikan
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Tanggal Pembuatan 02 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif AH PR;\
Disahkan oleh

er

Tingkst I
i t99503 I 003

/Ir"
.l{lP.

tl,

Judul SOP Pernerikaan i(hriilf '"'
K[alilikasi P€laksa|la

^---- rr--l----j
2 peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010l€ntang Gtand Design Reformasi Birokasi20lo-2025

3 peratufan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabd Pengawasan

Pemerintah

4 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahw 200? tentan€i Pedomah Penanganan Pengadtlan Masvarakal di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5 peratufan Menteri Dalsrn Negeri Nomor 8 Tahun 2008 lentang Pejabat PEngawas Pemeintqh di Lingktngan Depart€men

Dalam Negen dan Pemerlntah Daerah

I 6 peraturan 
-Menten 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara PengarvAsan atas Pen-velenggaraan

I Pemerinlah Desa

| ? peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahw 2009 tentang Perubahah alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

I fufr* :OOf tenlanq Pedoman Tata Cara Pengawasan Pen;-elenggaraan P9merintah Daerah

l8 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 I tenlang Standar opcrasional Prosedur di Lingkungan I'cmerintah

I Prorinsi dan Kabupaten/Kota

| 9 peraturan Menteri penda) agunaan Aparalur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 35 Tahun 2012 tentanS Pedoman

I Pennusunan dan Penerapih Sturdar Operasional Prosedur Administrasi Pemerinlahan

I to xeputr.,san venreri Dala4r Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penga\asan Fungsional Pen) elengg'raan

I Pemerintah Desa

lll perahrran GubemurNusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekris Pen)lsunan dan Pelalisanaan

I st-dur Op"t"tional prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah ProYinsi Nusa Tenggara Trmur

Pendidikan minimal D-3 semua jururan

Diutamalian semua JFA dan P2UPD

Pemah mendapat pendidikan JFA / PzUPD

Pejabat Struktual pada lnspektorat Daerah

Pelxlatar/Kelerr gkapt

I SOP Suiat Tugas

2 SOP Administrasi Persurltan

3 SOP Tindali Lanlut Hasil Pemeriksaan

Alat tuljs kantor (ATK) 7 Alat Ukur

Komputer / Laptop 8 Sarana Komltrlikasi
print€r 9 Sarana Mobilitas

Mesin Photo Copt l0 Kamera

Pro-vektor ll Buku Kerja / Agenda

Nota Dinas dan L€mbar Disposisi l2 lntemet

I
2

5

()

t' -
Penf atatan dan pelrdal!44q

renlgata[ .

iF^r--, ^- ^.*.;t. aar nrcn i ; m in 
"envel 

esaian masalah Disilapan dalam benlul softcop) dan hardcopy



, : Mutu Baku

No

Insp-ekiurPembantu

$ilayah / Pengendall
ll '' Teknis

Output

.J 6 I 9 IO 11

I a
Surat Perlntah Pemeriksaan I Hari l-embar Disposisi

@ 1
I

2

Menerima perintah dari Gubernur dan

memberikan disposisi untuk pelaksanaan

nemeriksaan khusus kepada Sekeraris

Khusus

Lembar Disposisi, Kertas,

Komputer/laptop. Prittter

I Han Progmm Ke{a Penteriksaan,

Konsep Surat Tugas6etkootdi"*i dengan hspektur Pernbantu

Wilayah / Pengendali Teknis membuat konsep

surat penugasan tim pemeriksaan khusus dan

menyerahkan kePada InsPektur

J=l_F
Konep Surat Tugas, Kertas.

Komputer/laptop, Prhter

I Hari Surat Tugas. Kertas.

Komputer/laptop. PrinterJ MGetitt koos.p sruat penugasan pemeriksaan

khusus. Jika setuju diserahkan kepada Selaetans'

Iika tidak dikembalikan untuk dikoreksi

1

Surat Tugas, Kertas,

Komputer/laptop. Printer

I Hari Surat Tugas, Kertas,

Kornputernaptop, Printer\,Ienerima dan mendistribusikan surat tugas

iepada JFA/P2UPD
I

{=

Surat Tugas. Kertas,

Komputer/laptop, Printer

I Hari PKA" Swat Tugas, Pakta

lntegritas, Kertas.

KomputerAaptop, Printer
5 Uetetitna s*"t tugas dan menltmun PI(A dan

Pakta Integritas dan diserahkan kepada lnspektur
I

PKA, Surat Tugas, Pakta

lntegritas, Kertas.

Komputeri laptop, Printer

I Han PKA Surat Tugas, Pakta

lntegritas. Kertas,

Konrputer/laptop, Printer
6 lM.te"kt; PKA dan Pakta Integritas Jika scru.;u

ditandatangani dan diserahkarr kepada

JFA/P2UPD.

dokireksi PKA. Surat Tugas- Pakta

lntegritas. Kertas.

Komputer/laptop. Printer

l0 Hari PKA Surat Tusas- Pakta

7 \4.l.kt-"kt" P.t""riksaan Khusus' mengekspos

Hasil Pemeriksaan Khusus dan tnenyusur

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan

diserahkan kepada Inspektur Pembantu Wilavah

untuli dikoreksi
f,.

lnlegritas. Kertas.

Kornputer/lap top. Printer

3-J
Draft LHP Khusus I Han Drafl LHP Khusus

tJ M"*"itttu dan mnegoreksi Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus' Jika setuju diserahkan

kepada Sekreretaris. J ika tidak, dikembalikan

kepada JFA/P2UPD F
rid&k 

I
Draft LHP Khusus I Hari Draft LHP Khusus

a Itlenerima dan mnegoreksi Laporan Hasil

Pemeriksaan Kltusus. Jika setuju drserailian

liepada Selceretaris' Jika tidak' dikembalikan

kepada Inspektur Pembantu Wilal''ah / Pengendali

Teknis r



' Mutu l

No ,sekretaris JTA / P2TIPD

l0 Menerima dan nrnegoreksi laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus. Jika setuju diserat*an

kepada Sekeretaris. Jika tidah dikernbalikan

kepada Sekretans

Draft LHP Khusus I Hari LHP Khusus

I

LHP Khusus l5 Merut LHP Khusus
II Menerirna Laporan Hasil Perneriksaan dal

diserahkan kepada Kepala Sub Bagian PDE

t2 Minerima dan mendokumentasikan Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus @ LHP Khusus 15 Menit Arsip LHP

lnspektur

Inspektur Pembantu
Wilayah / Pengendal

Teknis
Bagian PDE

'l

Kelengkapan

r-llr
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Iansgal Revisi

Iangsal Efektif
Disahkan oleh
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Judul SOP Peningkatan Kapabi litas APIP

Qelerf!rluq
I Undang - undang nomor I Tahun 2004 tentang pcrbcndaharaan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem

3 Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2Ol0 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2025

4 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan

5 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

6 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Negara

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relbrmasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar t)perasronal Prosedur Admtnistrasr

Pemertntahan

8 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 20 I 7 Tentang Petun;uk l'eknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dr l-rngkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kualilikasi Pelalcana
Pendidikan minimal Sl
Memahami poningkatan Kapabilitas APIP.

I(eterkaitan Peralatar/perlertgkapalt

l SOP Penyusunatt Pergub SOP PD

SOP monitorine dan Evaluasi SOP AP2

1 ATK
2 Komputer
3 Printer

Perinsatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kapabilitas APIP tidak dipatuhi maka akan

berdampak pada pelaksanaan Peningkutun Ku!
Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

o
*

I

.>



elaksana

No

6 to TT t2
,

- 

2 I 4
Laptop/Komputer, Aturan,

Keb4alan dan hosedur

Umum. Printer dan Kertas

15 Menit Surat Tugas
I tvteougatkan nengendali Teknis,Dejabat

Fungsional (Tim) untuk melakukan penungasan

peningkatan kapabilitas APIP @
q Surat Tugas,

Laptop/l(omputer, Anuaq
Kebijakan dan Prosedur

Umum. Printer dan Kertas

I hari

2 Sokootdina.i dengan Satgas Elemen/Pejabat

Fungsional melaksanakan penungasan peningkatalt

kapabilitas APIP

Aturan, Kebijakan dan Prosedur

Umum, Printer dan Kertas

t.LJ
Surat Tugas.

Laptop/Komputer, Aturan,

Kebijakan dan Prosedur

Umum. Printer dan Kertas

I Hari laptop/Komputer, Aturan,

Kebijakan dan Prosedur Umum,

Printer dan Kertas
tr,tutgpotpuitun. rnangidentifikasi dan inventarisir

peraturan, kebijakan serta prosedur umum yang

mendasari pengwasan APIP

Laptop/Komputer, Atur:m,

Kebijakan dan Prosedur

Umum, Printer dan Kertas

15 Menit Formulir Isian. aturan.

kebij akan, prosedur, Kertas,

KomputerAaptop, Printer
4 Menyampaia-n formulir isial dan penruntaan

kelengkapan dokumen kepada Satgas Tinr Element

Fomrul ir Isian. Aturan.

Kebijakan, Prosedur umunt

5 Han Formulir isian. atwan.

kebijakan, prosedur5 M.nguotpulatt Fornrulir isian leveling APIP/

eraluasi tata kelola APIP

I hari Draft Laporarr formulir isian,

aturan. l:ebijakan dan prosedur

untunl

o Melakukan ekspose untuk reriu Penlusunan

Kertas Ke{a pemetaan leveling APIP/ evaluasi tata

kelola APIP bersama Sckretans
r-k-u Kertas. infokus. aturan,

kebgakan

Laptop/Konrputer. Printer dan

Kertis ahtrau, kebr-lakan

3 han Kertas keda leYeling. aturan.

kebilakan7 tut.tt*t* Kertas Keria penletaan leveling APIP

scsuoi hosil notulcn disku:i darl discral*an

kepadalnspektur Pembantu Wilar ah/Pengendali

teknis untuk dikorekst

Sekretaris
Output

f,

lurat Tugas, Laptop/I(omputer.

-l

Lanton/Konrnuter- Printer drr

T



? ?
8 Melakukan koreksi konsep hasil Kertas Ke{a

pemetaan leveling APIP. Jika disetujui diserahkan
kepada Sekretaris untuk diparaf, jika tidak setuju

Ya

Tidak

Laptop/I(ornputer, Printer
dan Kertas. aturan, kebijakan

I hari Kertas keia leveling, aturan,
kebijakan

mengembalikan kepada Satgas Elemen unnrk
diperbaiki Ya

9 Melakukan koreksi konsep hasil Kertas Kerja
pemetaan lweling APIP. Jika disetujui
diserahkan keoada Insoektur- iika tidnk setniu

Tidak
Laptop/Komputer. Printer.
folocopy, penjilitan dan
Kertas

I hari kertas kerja leveling. aturarl
kebijakan

mengenftalikan kepada Satgas Elemen untuk
dipe6aiki

Ya

l0 Mengoreksi draft Laporan Hasil hasil Kertas
Kerja pemelaan lereling APIP. Jika setuju
merundatangani dan menyerahkan kepada

Inspektur Pembantu Wilayah/Pengendali tekniV
Satgas Elemen. Jika tidak setuju mengernbalikan
kepada lrbanwil/Pengendali tekniV Satgas

Elemen untuk dipeftaiki

Tidak

Laptop/Komputer. Printer.
lotocopy, penjilitan dan
Kertas

I hari Kertas ke{a leveling, aturan,
kebijakan

ll Menerima Kertas Kerja pemetaan leveling APIP
yang telah ditanda tangani dan diserahkan kepada

Sub Bagian PDE untuk didokumentasikan

0

L-_F -l
Laptop/Komputer, Printer.
fotocopy, penjilitan dan
Kertas

l5 Menit Kertas keria lweling, aturan,
kebijakan

t2 Mendokumentasikan Kertas Kerja pemetaan

leveling APIP yang telah ditanda tangani r*r
Lr".* j

Kertas kerja lereling. aluran.
kebijakan

l5 Menit Kertas ke{a lereling. aturan.
kebijakan
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Inspektur Sekretaris
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Wilayah / Pengendali
Teknis
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Fungsional

Sub Bagian
Program dan

Evaluasi
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
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